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RESUME HASIL AUDIT 
PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL) 

 

Kegiatan : Penilikan ke-1 
Sasaran Kegiatan : PT Dharma Hutani Makmur 

Alamat Kantor : Jl Syarifuddin Yoes No. 68A-68B Desa/Kelurahan 
Sepinggan Baru Kecamatan Balikpapan Selatan Provinsi 
Kalimantan Timur, Kode Pos 76115. 

Nomor Izin Berusaha : No. 9120205672645 tanggal 24 Juni 2019 Perubahan ke-7 
tanggal 15 Juli 2022 

Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Tanaman 
Budidaya Pada Hutan Produksi 

SK PBPH : No. SK. 548/MENLHK/SETJEN/HPL.0/0/2021 3 
September 2021 

Luas dan Lokasi Areal 
PBPH 

 ± 28.950 Hektar  
Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur 

Nomor S-PHL : 058.SPHL.017 
15 Desember 2023 – 14 Desember 2029 

Tanggal Pelaksanaan 
Audit 

: 7 – 14 Mei 2025 

Metode :  On-site (Kunjungan ke lokasi areal PBPH) 
Standar Acuan : a) Standar Penilaian Kinerja PHL Di Hutan Produksi 

sesuai Lampiran 1.1 Kepmen LHK No. 
SK.9895/MenLHK-PHL/ BPPHH/HPL.3/12/2022 

b) Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu sesuai 
Lampiran 2.1 Kepmen LHK No. SK.9895/MenLHK-
PHL/ BPPHH/HPL.3/12/2022. 

Susunan Tim Audit : 1. Ir. Wasis Kuncoro (Auditor Sosial) / Ketua Tim Audit 
2. Amin Pujiyanto, S Hut (Auditor Prasyarat dan VLLH 

Kayu) 
3. Rafael Satria Harja Sumarta, S Hut (Auditor Produksi) 
4. Husni Thamrin, S Hut (Auditor Ekologi) 

Lembaga Penilai dan 
Verifikasi Independen 

: LPVI PT TRUSTINDO PRIMA KARYA 

Nomor Akreditasi : LPVI-017-IDN 
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1. LAPORAN RINGKAS PELAKSANAAN KEGIATAN AUDIT  
1.1. DASAR  

 
a) Surat tugas tim audit No: 12/017/ST/PHL-P1/DHM/04.2025, Tanggal 10 April 2025 
b) Pengumuman rencana pelaksanaan audit pengelolaan hutan lestari untuk kegiatan 

Penilikan Ke-1 pada PBPH PT Dharma Hutani Makmur di website SILK dan LPVI 
Trustindo Prima Karya, ditayangkan tanggal 22 April 2025 

c) Surat pengantar dari Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan (PUPH) 
No. S.105/PUPH/EKU/PHL.03.07/B/04/2025 Tanggal 22 April 2025 

d) Audit Plan Kegiatan Penilikan ke-1 Pada PT Dharma Hutani Makmur, dibuat dan 
disampaikan ke auditi  tanggal  30 April 2025 

 

1.2. PELAKSANAAN KEGIATAN AUDIT  
 

1. Koordinasi dengan 
instansi kehutanan di 
daerah sebelum 
penilaian lapangan 

: Dilakukan dengan instansi : 

a) BPHL Wilayah XIII Samarinda, tanggal 7 Mei 
2025 di Kota Samarinda, 

b) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, 
tanggal 7 Mei 2025 di Kota Samarinda 

2. Rapat Konsultasi Publik : - 

3. Pelaksanaan audit 
lapangan 

: Lokasi areal PBPH PT Dharma Hutani Makmur di 
Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kaltim 

Pertemuan pembukaan : Tanggal 8 Mei 2025 

Verifikasi dokumen dan 
observasi lapangan 

: Tanggal 8 – 12 Mei 2025, meliputi audit 
pemenuhan : 

1) Standar Penilaian Kinerja PHL, masing-masing 
untuk aspek Prasyarat, Produksi, Ekologi dan 
Sosial; dan 

2) Standar VLHH Kayu pada pemegang PBPH. 

Pertemuan Penutupan : Tanggal 12 Mei 2025 

4. Koordinasi dengan 
instansi kehutanan di 
daerah setelah penilaian 
lapangan 

: Dilakukan dengan instansi : 

a) BPHL Wilayah XIII Samarinda, tanggal 14 Mei 
2025  di Kota Samarinda. 

b) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, 
tanggal 14 Mei 2025 di Kota Samarinda 
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2. RESUME HASIL AUDIT  

 
2.1. PEMENUHAN STANDAR PENILAIAN KINERJA PHL : 

 

1. ASPEK PRASYARAT 
Indikator 1.1 : 

Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi 

1. Verifier 1.1.1 
( Bobot : 1 ) 
 

: Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas 
sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku 
laporan TBT, Peta TBT dan BATB). 

NILAI 
KINERJA 

: Baik  / Nilai Aktual : 3 x 1 = 3 

Ringkasan 
Justifikasi 

: PT Dharma Hutani Makmur memiliki kelengkapan dokumen legalitas sebagai 
berikut : 
1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.632/Menhut-II/2013 Tanggal 

23 September 2013 tentang  Pemberian IUPHHK-HTI Kepada PT Dharma 
Hutani Makmur Atas Areal Hutan Produksi seluas ± 41.545 Ha di 
Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.  

2. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 
699/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2016 Tanggal 8 September 2016 tentang  
Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehuatanan Nomor SK. 632/Menhut-
II/2013 Tanggal 23 September 2013, luas areal kerja berubah menjadi ± 
28.950 Ha. 

3. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 
SK.548/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 3 September 2021.   
tentang perubahan atas keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 
632/Menhut-II/2013 Tanggal 23 September 2013 tentang  perubahan 
nomenklatur PBPH.  

Dokumen Legalitas  
1. Akte Pendirian No. 10 tanggal 8 Agustus 2008 oleh Notaris Ny. Susanna 

Tanu, SH Notaris Kota Jakarta dan tersedia Keputusan Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia No. AHU-76477.AH.01.01. Tahun 2011 tanggal 16 
November 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan.  

2. Akte Perubahan (Terakhir) No. 123 tanggal 04 Agustus 2021 oleh Notaris 
Hambit Maseh, SH, Notaris Kota Jakarta dan tersedia Keputusan Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0140096.AH.01.11.Tahun 2021 
Tanggal 18 Agustus 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggara Dasar 
Perseroan Terbatas PT Dharma Hutani Makmur. 

3. NIB Berbasis Resiko No. 9120205672645 diterbitkan di Jakarta tanggal 
24 Juni 2019 Perubahan ke-7 tanggal 15 Juli 2022. 

4. NPWP No. 02.877.592.2-022.000 atas nama PT Dharma Hutani Makmur. 

Dokumen penataan batas : 

1. Surat Direktur PT Dharma Hutani Makmur No. 004/DHM/SSL/XI/2022 
tanggal 14 November 2022 tentang Permohonan Pelaksanaan Penataan 
Batas. 

2. Surat Direktur PT Dharma Hutani Makmur No. 001/DHM/SSL/I/2023 
tanggal 23 Januari 2023 tentang Permohonan Pelaksanaan Penataan 
Batas. 

3. Dokumen Rencana Penataan Batas No. 71/JUH/IUPHHK-HTI/2023 
tanggal 18 April 2023. 
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4. Surat PT Global Diaya Diwangsa No. 61/S-GDD/XI/2023 tanggal 27 
Oktober 2023 tentang Permohonan Pembuatan Instruksi Kerja dan Rapat 
Rencana Trayek Batas.  . 

5. Dokumen Instruksi Kerja No. INS..159/BPKHTL.IV/PPKH/PLA.4.1/9/2024 
tanggal 13 September 2024 tentang Penataan Batas PT Dharma Hutani 
Makmur. 

6. Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan No. 
ST.4/BPKH.IV/PPKH/PLA.4.1/B/1/2025 tanggal 9 Januari 2025 tentang 
Surat Tugas Supervisi Penataan Batas Areal PBPH PT Dharma Hutani 
Makmur.  

7. Surat Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. S.237/PKTL-
KUH/PKH/PLA.2/4/2025 tanggal 18 April 2025 perihal Penyampaian 
Rencana Penataan Batas dan Peta Kerja Penataan Batas Areal IUPHHK-
HTI an. PT Dharma Hutani Makmur. 

8. Surat Direktur PT Dharma Hutani Makmur No. 03/DHM/SSL/IV/2025 
tanggal 14 April 2025 perihal Permohonan Rapat Hasil Trayek Batas 
Kawasan Hutan Oleh Panitia Tata Batas Kawasan Hutan Kabupaten Kutai 
Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. 
 

Keberadaan dokumen legalitas dan penataan batas lengkap sesuai dengan 
tingkat realisasinya. 

2. Verifier 1.1.2 
( Bobot : 2 ) 

 Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta pemeliharaannya 

NILAI 
KINERJA 

: Sedang / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 

Ringkasan 
Justifikasi 

: Berdasarkan Instruksi Kerja No. INS..159/BPKHTL.IV/ PPKH/PLA.4.1/9/2024 
tanggal 13 September 2024 PT Dharma Hutani Makmur telah melakukan 
kegiatan penataan batas yang pelaksanannya dilakukan pleh konsultan 
pelaksana PT Global Diaya Diwangsa. Pemasangan pal batas yang dilakukan 
sepanjang ± 165.486,73 meter. 
Hasil kegiatan penataan batas telah disupervisi oleh Balai Pemantapan 
Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wlayah IV Samarinda berdasarkan Surat 
Kepala BPKHTL No. ST.4/BPKH.IV/PPKH /PLA.4.1/B/1/2025 tanggal 9 Januari 
2025 berisi perintah melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka supervisi 
penataan batas areal perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Kawasan 
Hutan Produksi a.n. PT Dharma Hutani Makmur di Kabupaten Kutai Barat dan 
Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, yang dilaksanakan pada tanggal 
11 – 17 Januari 2025. Perkembangan terakhir terkait dengan pelaksanaan 
penataan batas hingga kegiatan Penilikan ke-1 yaitu adanya Surat Direktur PT 
Dharma Hutani Makmur No. 03/DHM/SSL/IV/2025 tanggal 14 April 2025 yang 
ditujukan kepada Kepala BPKHTL Wilayah IV Samarinda tentang Permohonan 
Rapat Hasil Trayek Batas Kawasan Hutan Oleh Panitia Tata Batas berkaitan 
dengan telah selesai pemancangan dan pengukuran batas kawasan hutan 
sekaligus batas areal PBPH PT Dharma Hutani Makmur. 
Hasil observasi lapangan menunjukan bahwa telah dilakukan penataan batas 
areal kerja di lapangan sesuai dengan Instruksi Kerja berupa pemasangan pal 
batas terbuat dari pipa paralon ukuran 4 inch yang diisi beton (cor). Pada 
kanan kiri ruas jalan yang diusulkan oleh Pemda juga telah dilakukan 
pemasangan pal batas berupa balok terbuat dari cor beton berukuran 
15x15x75 cm. 
- Pal No. 812 batas dengan PT Akasia Andalan Utama pada koordinat 

0°1’7,338’’LS dan 116°3’37,812’’BT 
- Pal No. 811 batas dengan PT Akasia Andalan Utama pada koordinat 

0°1’5,49’’LS dan 116°3’34,59’’BT 
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- Pal No. 233 pal jalan Pemda pada koordinat 0°4’0,72’’LS dan 
116°9’25,248’’BT 

- Pal No. 211 pal jalan Pemda pada koordinat 0°3’59,832’’LS dan 
116°9’24,048’’BT 

- Pal No. 230 pal jalan Pemda pada koordinat 0°4’8,79’’LS dan 
116°9’20,25’’BT 

- Pal No. 214 pal jalan Pemda pada koordinat 0°4’8,208’’LS dan 
116°9’19,038’’BT 

3. Verifier 1.1.3 
( Bobot : 1 ) 

: Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK 
(Not Aplicable (NA) apabila tidak terdapat penggunaan) 

NILAI 
KINERJA 

: Sedang  / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 

Ringkasan 
Justifikasi 

: Di dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HT Periode Tahun 2015 – 2024 
disebutkan bahwa PT. Dharma Hutani Makmur memperoleh ijin sesuai SK 
Menteri Kehutanan pada tahun 2013 dan RKUPHHK-HTI mendapatkan 
pengesahan pada tahun 2016. Namun demikian barulah pada akhir tahun 2016 
memulai kegiatan yang ditandai dengan adanya Kantor PT Dharma Hutani 
Makmur yang pada saat itu berada di Desa Enggelam. Beberapa tahun tidak 
ada kegiatan membuat masyarakat menganggap bahwa areal PT Dharma 
Hutani Makmur tidak dibebani ijin pemanfaatan sehingga di dalam areal PT 
Dharma Hutani Makmur terdapat lahan-lahan garapan baik itu berupa lahan 
pertanian (tanaman padi dan sayuran) maupun lahan perkebunanan (tanaman 
karet dan kelapa sawit) yang tentunya hal ini akan menimbulkan konflik apabila 
PT Dharma Hutani Makmur akan memanfaatkan areal tersebut.  
Berdasarkan hasil perhitungan dari data bagian Planning pada periode audit 
Penilikan ke-1 diketahui  bahwa jumlah okupasi lahan oleh masyarakat untuk 
pertanian (tanaman padi dan sayuran) maupun lahan perkebunanan (tanaman 
karet dan kelapa sawit) seluas 14.693,49 Ha. 

4. Verifier 1.1.4 
( Bobot : 2 ) 

 Penguasaan Areal kerja oleh PBPH Di Hutan Produksi 

NILAI 
KINERJA 

: Buruk  / Nilai Aktual : 1 x 2 =2 

Ringkasan 
Justifikasi 

: Di dalam areal kerja PT Dharma Hutani Makmur terdapat areal yang berada di 
luar pengusasaan PBPH berupa : 
1. APL (berdasarkan Peta Penafsiran Citra Satelit skala 1 : 70.000 dari 

Komposit Citra Landsat 8 C2-L1 Band 654 Path 117 Row 60 Liputan 25 
Januari 2024 dan didasarkan pada Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimatan 
Timur dan Provinsi Kalimantan Utara skala 1 : 250.000 (Lampiran 
Keputusan Menteri Kehutanan No. 718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 
2014)) diketahui bahwa luas APL 1.338,6 Ha.  

2. Penggunaan areal kerja untuk jalan batubara PT Fajar Sakti Prima 
berdasarkan SK. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 
829/Menlhk/Setjen/PLA.0/2019 tanggal 17 Oktober 2019 dengan Panjang 
3.473 m lebar 50 meter atau luas 31 Ha.  

3. Penggunaan areal kerja untuk jalan Pemda berdasarkan Surat Keputusan  
MenLHK No. 548 Tahun 2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang Perubahan 
Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Hutan, Perubahan Fungsi 
Kawasan Hutan, dan Penunjukan Kawasan Hutan Dari Bukan Hutan 
Menjadi Kawasan Hutan Dalam Rangka Review Rencana Tata Ruang 
Wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Luas areal kerja yaitu sepanjang 
15,353 Km dengan lebar 40 m atau 64 Ha.  

4. Lahan pertanian (tanaman padi dan sayuran) maupun lahan perkebunanan 
(tanaman karet dan kelapa sawit) masyarakat seluas 14.693,49 Ha. 
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Luas keseluruhan mencapai 16.127,09 Ha dari luas areal kerja PT Dharma 
Hutani Makmur sebesar 28.950 Ha, dengan demikian areal kerja yang bisa 
dikuasai oleh PT Dharma Hutani Makmur sebesar 44,29%. 

Nilai Kinerja 
Indikator 

: ( 11 / 18 ) x 100% = 61,11%  = SEDANG  

Nilai 
Kematangan/Bobot 

: 2 

 

1) Indikator 1.2 :  
Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi 

1. Verifier 1.2.1 
( Bobot : 1 ) 

: Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan 
perusahaan yang sesuai dengan PHL 

NILAI KINERJA : Sedang  / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 

Ringkasan 
Justifikasi 

: PT Dharma Hutani Makmur memiliki visi misi sebagaimana tertuang dalam 
Surat Keputusan  Direktur tentang Visi Misi No. SK. 001/DIR/DHM/VIII/2021 
tanggal 9 Agustus 2021 tentang Visi Misi dan Tujuan Perusahaan. 
Visi Perusahaan :  
"Menjadi penghasil serat kayu tanaman terbaik di dunia dan menyediakan 
serat berkualitas tinggi kepada para pelanggan dengan memperhatikan 
kontribusi kepada masyarakat luas serta pelaksanaan standar-standar 
lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja" 
Misi Perusahaan :  
1. Menciptakan kemakmuran bangsa dan bahan baku yang lestari di lahan 

yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk pengembangan hutan tanaman; 
mendukung Pemerintah untuk mencapai dan mempertahankan status 
konservasi wilayah operasi perusahaan. Menjamin bahwa kayu pulp yang 
legal yang dikirim dan masuk ke jalur produksi perusahaan dan 
mendukung tindakan Pemerintah dalam memerangi pembalakan liar.  

2. Mengelola konsesi secara lestari dengan menerapkan konsep mosaic 
hutan tanaman untuk menghasilkan kayu pulp dan untuk memelihara atau 
meningkatkan keterwakilan ekosistem-ekosistem alam dalam wilayah 
konsesi. 

3. Mempromosikan dan melindungi kesehatan, keselamatan dan 
kesejahteraan karyawan, tenaga kerja kontraktor dan masyarakat sekitar 
wilayah operasi PT Dharma Hutani Makmur; meningkatkan kinerja 
lingkungan, sosial, kesehatan dan keselamatan kerja secara 
berkelanjutan, dan meraih sertifikasi Pengelolaan Hutan Tanam Lestari. 

Visi Misi PT Dharma Hutani Makmur telah sejalan dengan kerangka PHL yang 
menjamin kelestarian produksi seperti pada misi no. 1 dan no. 2, menjamin 
kelestarian lingkungan tercermin pada misi no. 1 no. 2 dan no.3, serta 
kelestarian sosial tercermin pada misi no. 3.  
Visi misi telah disosialisasikan dengan bukti sebagai berikut  : 
1. Berita Acara Sosialisasi Visi Misi kepada Karyawan dan Kontraktor tanggal 

11 Februari 2022, peserta 12 orang.   
2. Berita Acara Sosialisasi Visi Misi kepada Karyawan dan Kontraktor tanggal 

12 Oktober  2022. 
Dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HT Periode Tahun 2015 – 2024 disebutkan 
desa yang berada di dalam/di sekitar areal kerja PT Dharma Hutani Makmur 
berjumlah 3 yaitu Desa Enggelam kecamatan Muara Wis desa Lamin Telihan 
dan desa Lamin Pulut kecamatan Kembang Janggut. Selama periode 
Penilikan ke-1 PT Dharma Hutani Makmur telah melakukan kegiatan 
sosialisasi visi misi yang dilakukan bersamaan dengan sosialisasi RKT 2024, 
Kawasan Lindung, Pengamanan Hutan dan Kebakaran Hutan, Resolusi 
Konflik, Program CD CSR, Lowongan Kerja sebagai berikut : 
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1. Di Desa Enggelam tanggal 10 Juli 2024 diikuti oleh 24 peserta. 
2. Di Desa Lamin Telihan tanggal 2 Oktober 2024 diikuti oleh 13 peserta. 
3. Di Desa Enggelam tanggal 6 Maret 2025 diikuti oleh 28 peserta. 
4. Di Desa Lamin Pulut tanggal 10 Maret 2025 diikuti oleh 10 peserta. 
5. Di Desa Lamin Telihan tanggal 27 Maret 2025 diikuti oleh 17 peserta. 
Tahun 2024 tidak ada sosialisasi Visi Misi kepada karyawan dan ke 
masyarakat desa Lamin Pulut. 

2. Verifier 1.2.2 
( Bobot : 2 ) 

 Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan 

NILAI KINERJA : Buruk  / Nilai Aktual : 1 x 2 = 2 

Ringkasan 
Justifikasi 

: Selama periode Penilikan ke-1 PT Dharma Hutani Makmur telah melakukan 
kegiatan pengelolaan hutan. Jika dibanding dengan visi misi yang telah 
ditetapkan, tingkat kesesuaian implementasi kegiatan terhadap visi misi yang 
telah ditetapkan adalah sebagai berikut :  

Misi Implementasi 

Menciptakan kemakmuran 
bangsa dan bahan baku 
yang lestari di lahan yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah untuk 
pengembangan hutan 
tanaman; mendukung 
Pemerintah untuk 
mencapai dan 
mempertahankan status 
konservasi wilayah operasi 
perusahaan. Menjamin 
bahwa kayu pulp yang 
legal yang dikirim dan 
masuk ke jalur produksi 
perusahaan dan 
mendukung tindakan 
Pemerintah dalam 
memerangi pembalakan 
liar.  

Tingkat ketercapaian implementasi kegiatan 
terhadap visi misi tercermin pada : 

- Realisasi pembayaran BPJS tahun 2023 
dan 2024 sebesar 100% 

- Realisasi volume panen tahun 2023 
sebesar 4.519,57 m3 atau 67,26%. 

- Realisasi pembayaran PSDH tahun 2023 
sebesar 4.519,57 m3 atau 67,26%. 

- Memiliki Laporan gangguan hutan namun 
Laporan gangguan terhadap hutan yang 
dilaporkan ke instansin terkait hanya 
meliputi kebakaran hutan, di lapangan 
terdapat klaim areal bahkan pencabutan 
terhadap taaman, bobot 50%. 

- Penataan Kawasan Lindung keseluruhan 
12,19%. 

Rata-rata ketercapaian  59,34% 

Mengelola konsesi secara 
lestari dengan 
menerapkan konsep 
mosaic hutan tanaman 
untuk menghasilkan kayu 
pulp dan untuk memelihara 
atau meningkatkan 
keterwakilan ekosistem-
ekosistem alam dalam 
wilayah konsesi. 
 

Tingkat ketercapaian implementasi kegiatan 
terhadap visi misi tercermin pada : 

- SOP Perlindungan hutan ada mengacu 
P.8 (nilai 100%). 

- Jenis SOP kegiatan Silvikultur lengkap 
(nilai 100%). 

- Realisasi pembayaran PSDH tahun 2023 
sebesar 4.519,57 m3 atau 67,26%. 

- Prosentase penguasaan areal kerja 42%. 

- Penataan Kawasan Lindung keseluruhan 
12,19%. 

Rata-rata ketercapaian 64,29% 
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Mempromosikan dan 
melindungi kesehatan, 
keselamatan dan 
kesejahteraan karyawan, 
tenaga kerja kontraktor 
dan masyarakat sekitar 
wilayah operasi PT Dharma 
Hutani Makmur; 
meningkatkan kinerja 
lingkungan, sosial, 
kesehatan dan 
keselamatan kerja secara 
berkelanjutan, dan meraih 
sertifikasi Pengelolaan 
Hutan Tanaman Lestari. 

Tingkat ketercapaian implementasi kegiatan 
terhadap visi misi tercermin pada : 

- Realisasi pembayaran BPJS sebesar 
100% 

- Rata-rata jumlah tenaga kerja local (tahun 
2023 dan 2024)  39,98% 

- SOP Kelola Sosial lengkap (nilai 100%) 

- Realisasi tanggung jawab sosial tahun 
2023 dan 2024 sebesar 9,82%. 

- Nilai PHL 60,32% 

Rata-rata ketercapaian 62,02% 

Rata-rata tingkat kesesuaian implementasi kegiatan terhadap visi misi 
sebesar 61,88% 

Nilai Kinerja 
Indikator 

: ( 4 / 9 ) x 100% = 44,44%  = BURUK  

Nilai 
Kematangan/Bobot 

:  1 

 

2) Indikator 1.3 :  
Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerja kan tenaga profesional bidang kehutanan 
dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung 
kegiatan pengelolaan hutan lestari. 

1. Verifier 1.3.1 
( Bobot : 2 ) 

: Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya 
pengelolaan hutan yang lestari 

NILAI KINERJA : Sedang  / Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 

Ringkasan 
Justifikasi 

: Surat Keputusan Direksi PT Dharma Hutani Makmur No. 001/DIR/DHM/I/2025 
tanggal 1 Januari 2025 tentang Struktur Organisasi Perusahaan Direksi PT 
Dharma Hutani Makmur. SK ditanda tangani oleh Edwin Parangin Angin 
(Direktur). 
Berdasarkan Struktur Organisasi diketahui bahwa PT Dharma Hutani Makmur 
dipimpin oleh Direktur (Edwin Parangin Angin) yang membawahi Estate Manejr 
(Rasin S). Estate Manejer membawahi Asisten Plantation (Beny Febrian), 
Asisten Kepala (Sebastian), Asisten OHS (Josep Sinaga), Asisten Kepala SSL 
(Hendri S), Akunting (Melany Y) dan Asisten (Salomo M, Heru A, Mario, Richa 
Putri, Beben Julian). Asisten Plantation membawahi Mandor (Adrianus F,D dan 
Wahyudi, TBA 1). Asisten Kepala CS membawahi Mandor Elektrikal (TBA 1), 
PA/GA (Astrid) dan Operator Genset (TBA 1). Asisten OHS membawahi 
Mandor (Sulaiman dan La Ode R). Asisten SSL membawahi Asisten (Indra 
Pamuda dan Alexander S). Akunting membawahi CAD (TBA 1). 
Hasil telaah terhadap Struktur Organisasi menunjukan bahwa masih terdapat 
jabatan yang tidak terisi personal (TBA) meliputi Mandor Elektrikal, Operator 
Genset dan CAD. PT Dharma Hutani Makmur tidak memiliki pejabat 
Assisten/Askep/Kabag Planning tersendiri namun berada dalam Klater 
Bersama Unit Manajemen lainnya. Pada Struktur Organisasi tidak digambarkan 
organisasi SPI/Internal Audit yang memiliki fungsi untuk mengontrol/evaluasi 
terhadap kinerja di lapangan. Juga tidak digambarkan adanya organisasi R & 
D dan tidak digambarkan organisasi Wood Suplay (TUK). Pada bagian SSL 
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khususnya yang menangani sosial kekurangan personal sehingga beluim bisa 
secara maksimal melakukan identifikasi klaim dan pembinaan. 

2. Verifier 1.3.2 
( Bobot : 2 ) 
 

: Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga 
teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap 
bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan 

NILAI KINERJA : Sedang / Nilai Aktual :2 x 2 = 4 

Ringkasan 
Justifikasi 

: Berdasarkan hasil telaah dokumen dan wawancara diketahui bahwa PT 
Dharma Hutani Makmur memiliki dokumen rencana pemenuhan tenaga 
profesional kehutanan dan tenaga teknis pemanfaatan hutan yang tertuang 
dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Periode Periode Tahun 2015 – 2024. 
Rencana Penggunaan dan Jumlah Tenaga Kerja Teknis dan Non Teknis sbb : 

No 
Jenis 
Ganis Kualifikasi Pendidikan Jumlah 

Jumlah 
Ganis 

Minimal 
1 Canhut S1-Kehutanan/D3 Kehutanan 2 2 
2 Binhut S1/D3 Kehutanan/Pertanian/ 

Lingkungan/Sosial 
2 2 

3 Nenhut S1/D3 Kehutanan/Pertanian 2 2 
4 Kurpet S1/D3 Geografi/Geodesi 1 1 
5 PKB-R S1/D3 Kehutanan 4 2 
6 HCVF S1/D3 Kehutanan/Lingkungan 1 - 
7 Pengawas 

Lapangan 
S1/D3/SKMA/SPMA 
(Kehutanan/Pertanian/ 
Lingkungan/Sosial) 

31 - 

8 Litbang S1/D3 Kehutanan/Pertanian 3  
Jumlah  46 9 

Pada saat kegiatan Penilikan ke-1 PT Dharma Hutani Makmur memiliki Tenaga 
professional kehutanan sebanyak 4 orang Sarjana Kehutanan dan 10 orang 
lulusan Sekolah Kehutanan.  
Ketersediaan Ganis PH Tahun 2025 

No Nama 
Ganis 

PH 
Register 

Nomor Berlaku 
1 Hendri Samitra Binhut 03230017688 10/03/25 sd. 

27/03/28 
2 Heru Adi 

Wiguna 
Canhut 01240020812 19/01/24 sd. 

19/01/29 
3 Indriyanti 

Setiawan 
Nenhut 02240020805 19/01/24 sd. 

19/01/29 
4 M. Fadli 

Suherman 
PKB 23230020376 09/10/25 sd. 

09/10/28 
5 M. Fadli Akbar Binhut 03240021521 29/05/24 sd. 

31/01/26 
6 Nur Hadi Canhut 01240020883 19/01/24 sd. 

19/01/29 
7 Zaky Muharam Kurpet 16240020781 19/01/24 sd. 

19/01/29 

Berdasarkan rencana yang tertuang dalam dokumen perencanaan (RKU) PT 
Dharma Hutani Makmur masih memiliki kekurangan Ganis PH PKB dan 
kekurangan personal untuk pengawas lapangan terkait dengan masalah sosial 
yang timbul berupa klaim lahan, pelaporan dan penyelesaiannya. 
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3. Verifier 1.3.3 
( Bobot : 2 ) 

: Peningkatan kompetensi SDM 

NILAI KINERJA : Baik  / Nilai Aktual : 3 x 2 = 6  

Ringkasan 
Justifikasi 

: Selama periode Penilaikan ke-1 PT Dharma Hutani Makmur telah 
merencanakan dan meralisasikan kegiatan peningkatan SDM bagi karyawan. 
Berdasarkan dokumen Rencana dan Realisasi Kegiatan SDM diketahui bahwa 
rencana dan realisasi kegiatan peningkatan SDM pada tahun 2023 dan 2024 
sebagai berikut :  
Rencana dan Realisasi Kegiatan Peningkatan SDM Tahun 2023 

No Jenis Pelatihan 
Tahun 2023 

Rencana 
(org) 

Realisasi 
(org) 

1 Roadshow Core Values Cluster Bakayan 13 13 

2 Roadshow Core Values Cluster Bakayan 
Batch 3 5 5 

3 Roadshow Core Values Cluster Bakayan 
Batch 4 

7 7 

4 Bimbingan Teknis GANIS 5 6 

5 Uji Kompetensi Ganis 4 6 

6 
Roadshow Core Values Cluster Bakayan 
Batch 5 23 23 

7 Roadshow Core Values Cluster Bakayan 
Batch 6 

22 22 

8 
Roadshow Core Values Cluster Bakayan 
Batch 7 4 4 

  Persentasi Realisasi 
83 86 

104% 
Rencana dan Realisasi Kegiatan Peningkatan SDM Tahun 2024 

No Jenis Pelatihan 
Tahun 2024 

Rencana 
(org) 

Realisasi 
(org) 

1 Mandor Acceleration Program Batch XIII 2 5 

2 Graduate Acceleration Program Batch XVI 1 2 

3 PK GANISPH 2 2 

4 Mandor Acceleration Program Batch XIV 1 2 

5 Monitoring P&D dan Regime Control P&D 6 6 

6 
Workshop and Rollout CoC (Code of 
Conduct) & Perfomance Management 
(CVAF) Day 1 

2 2 

7 
Workshop and Rollout CoC (Code of 
Conduct) & Perfomance Management 
(CVAF) Day 2 

2 2 

8 Graduate Acceleration Program Batch 
XVII 

2 2 

9 AWARENESS ISO 14001 dan ISO 45001 ( 
Integrated Management System ) 

1 1 

10 Rollout CoC & CVAF BJA Batch I 5 5 

11 Rollout CoC & CVAF BJA Batch II 2 2 

12 Rollout CoC & CVAF BJA Batch III 2 2 

13 Rollout CoC & CVAF BJA Batch IV 17 17 
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14 Rollout CoC & CVAF DHM Batch I 15 15 

15 Rollout CoC & CVAF DHM Batch II 19 19 

16 UJIKOM GANISPH 2 2 

17 Mandor Acceleration Program Batch XV 1 3 

18 Pengenalan Herbisida Terrador & 
Knapsack PB 16 

1 1 

19 Refresh Basic Plantation 8 8 

20 Training Pembinaan Teknisi K3 Listrik 1 1 

21 Refresh Basic Plantation 4 4 

22 Graduate Acceleration Program Batch 
XVIII 

1 3 

23 Pembinaan Petugas P3K di Tempat Kerja 1 1 

24 Training PSQA 3 3 

25 Mandor Acceleration Program Batch XVI 2 2 

26 
Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan 
dan Lahan Fire Crew 1 DHM 40 40 

27 Mandor Acceleration Program Batch XVII 2 5 

28 PK GANIS PH 1 1 

29 PK GANIS PH 2 2 

30 Refresh Basic Maintenance Weeding 
Spraying 

1 1 

31 PK GANIS PH 2 2 

32 Team Building Nursery 2 2 

  Persentasi Realisasi 
153 165 

108% 
Selama periode audit Penilikan ke-1 rata-rata realisasi peningkatan SDM di PT 
Dharma Hutani Makmur sebesar 106 % 

4. Verifier 1.3.4 
( Bobot : 1 ) 

: Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan 
(sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain) 

NILAI KINERJA : Baik  / Nilai Aktual : 3 x 1 = 3  

Ringkasan 
Justifikasi 

: PT Dharma Hutani Makmur memiliki dokumen lengkap terkait dengan 
keberadaan tenaga profesional dan tenaga Ganis PH yang dimilikinya, berupa 
: 
 Daftar Karyawan (Bulan Mei 2025) memuat informasi karyawan dimana 

jumlah karyawan sebanyak 48 karyawan (PKWTT) 97 orang (PKAWT) 
termasuk di dalamnya Ganis PH. 

 Daftar Sarjana Kehutanan dan lulusan Sekolah Kehutanan.  
 Nomor Induk Karyawan (SAP ID) dan Kepsertaan BPJS 

No Nama Ganis 
PH 

NIK/SAP 
ID 

No. Kepesertaan 
BPJS 

1 Hendri Samitra Binhut 10064291 17043035629 
2 Heru Adi Wiguna Canhut 10063277 20084348075 
3 Indriyanti 

Setiawan 
Nenhut 10063887 22089925899 

4 M. Fadil 
Suherman 

PKB 10064403 22065081402 

5 M. Fadil Akbar Binhut 10064177 23037506492 
6 Nur Hadi Canhut 10063210 20065476978 
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7 Zaky Muharam Kurpet 10064134 23021112539 
 Sertifikat Kompetensi 

No Nama 
Ganis 

PH 
Sertifikat Kompetensi 

LSP 
Nomor Berlaku 

1 Hendri 
Samitra 

Binhut GNS 2063 3492 
2023 

27/03/23 sd. 
26/03/28 

BLK 

2 
Heru Adi 
Wiguna 

Canhut KHT.070.04252.2024 
19/01/24 sd. 

18/01/29 
RLI 

3 Indriyanti 
Setiawan Nenhut KHT.070.04265.2024 

19/01/24 sd. 
18/01/29 

RLI 

4 M. Fadli 
Suherman PKB KHT.070.03995.2023 

09/10/23 sd. 
08/10/28 

RLI 

5 M. Fadli 
Akbar 

Binhut GNS 2063 0503 
2024 

29/05/24 sd. 
28/05/29 

BLK 

6 Nur Hadi Canhut KHT.070.04253.2024 
19/01/24 sd. 

18/01/29 
RLI 

7 
Zaky 
Muharam 

Kurpet KHT.070.04257.2024 
19/01/24 sd. 

18/01/29 
RLI 

 Kartu Ganis PH 

No Nama Ganis 
PH 

Register 
Nomor Berlaku 

1 Hendri Samitra Binhut 03230017688 10/03/25 sd. 
27/03/28 

2 Heru Adi Wiguna Canhut 01240020812 19/01/24 sd. 
19/01/29 

3 Indriyanti 
Setiawan 

Nenhut 02240020805 19/01/24 sd. 
19/01/29 

4 M. Fadli 
Suherman 

PKB 23230020376 09/10/25 sd. 
09/10/28 

5 M. Fadli Akbar Binhut 03240021521 29/05/24 sd. 
31/01/26 

6 Nur Hadi Canhut 01240020883 19/01/24 sd. 
19/01/29 

7 Zaky Muharam Kurpet 16240020781 19/01/24 sd. 
19/01/29 

 Surat Persetujuan Penugasan dari Kantor BPHL Wilayah XIII Samarinda 

No Nama Ganis 
PH 

Persetujuan Penugasan 
Nomor Berlaku 

1 Hendri Samitra Binhut 110325024 10/03/25 sd. 
27/03/28 

2 
Heru Adi 
Wiguna Canhut 110225003 

04/02/25 sd. 
19/01/29 

3 Indriyanti 
Setiawan 

Nenhut 110225042 11/02/25 sd. 
19/01/29 

4 
M. Fadli 
Suherman PKB 110225024 

05/02/25 sd. 
28/02/28 

5 M. Fadli Akbar Binhut 110624032 21/06/24 sd. 
31/01/26 

6 Nur Hadi Canhut 110424002 03/04/24 sd. 
26/03/27 

7 Zaky Muharam Kurpet 110324045 
28/03/24 sd. 

26/03/27 
 Surat Penempatan 
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No Nama Ganis 
PH 

Penempatan 
Nomor Berlaku 

1 Hendri Samitra Binhut 111774602929 12/03/25 
sd.27/03/28 

2 Heru Adi 
Wiguna 

Canhut 111670003024 04/02/25 sd. 
19/01/29 

3 Indriyanti 
Setiawan 

Nenhut 113131615451 11/02/25 sd. 
11/02/28 

4 M. Fadli 
Suherman 

PKB 114200226449 07/02/25 sd. 
07/02/26 

5 M. Fadli Akbar Binhut 114580073052 
12/03/25 sd. 

31/01/26 

6 Nur Hadi Canhut 111119158872 08/04/24 sd. 
01/03/27 

7 Zaky Muharam Kurpet 119713597731 02/04/24 sd. 
19/01/27 

.. 
Nilai Kinerja 

Indikator 
: ( 17 / 21 )  x 100% = 80,95%  = BAIK 

Nilai 
Kematangan/Bobot 

: 3  

 

3) Indikator 1.4 :  
Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan 
Periodik,Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan 
Pencapaian (Kegiatan)/P emegang PBPH Hutan Produksi 
 

1. Verifier 1.4.1 
( Bobot : 2 ) 

: Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen 

NILAI KINERJA : Baik  / Nilai Aktual : 3 x 2 = 6 
Ringkasan 
Justifikasi 

: PT Dharma Hutani Makmur memiliki sistem informasi manajemen berbasis 
teknologi informasi (internet) yang didukung oleh ketersediaan jaringan 
internet dan telah berjalan efektif. Di Camp terdapat penyedia jaringan 
internet STARLINK. Terdapat Sistem Informasi Manajemen pada PT Dharma 
Hutani Makmur sesuai dengan kebutuhannya baik di Camp,  Kantor Cluster 
(Bekayan) maupun di Kantor HO Balikpapan.  
Kegiatan pelaporan dan sistem informasi dan laporan produksi dilaporkan 
secara berjenjang dari lapangan kepada pimpinan di basecamp dan di kantor 
sesuai dengan SOP yang disusun. Terdapat tenaga operator pada setiap 
peralatan dan sistem informasi yang digunakan dan pelaksana SIM di 
lapangan maupun di Kantor. Terkait dengan kegiatan plantation terdapat 
implementasi PIMS (Plantation Information Management System) adalah 
system database dalam jaringan dimana seluruh data plantation dipusatkan 
dan up to date. Sistem ini mengintegrasikan data perencanaan secara 
menyeluruh pada level kompartemen dengan data operasional (laporan 
produksi) termasuk informasi pembayaran kepada kontraktor. 
Tersedia SK Penunjukan Tim Pengelola Sistem Informasi Management (SIM) 
sesuai dengan SK Direktur PT Dharma Hutan Makmur No. 
04/DIR/DHM/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021 tantang. Tim Pengelola 
Sistem Informasi Management (SIM). Petugas atas nama Widodo Sutikno 
dan Tim. 

2. Verifier 1.4.2  Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya 
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( Bobot : 1 ) 

NILAI KINERJA : Sedang  / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 

Ringkasan 
Justifikasi 

: PT Dharma Hutani Makmur memiliki Satuan Pengawas Internal seperti yang 
telah direncanakan dalam dokumen RKUPHHK-HT dan tertuang dalam 
Struktur Organisasi. PT Dharma Hutani Makmur telah menunjuk personal SPI 
sesuai Surat Keputusan Direktur No. SK 01/ST/HSE-DHM/IV/2022 dan Surat 
Keputusan Direktur No. SK/012/DIR/DHM/V/2023 tanggal 10 Mei 2023. 
Berdasarkan Keputusan, personal SPI terdiri dari : 

1. Jevri Fernando (CAD Head) 
2. Irwan Alfian (Askep EHS) 
3. Khairil Asmuni (Asisten Store) 
4. Roni (Cost Control) 
5. Ronald Simanjuntak (Askep Plantation) 

Pada periode audit Penilikan ke-1 terdapat Surat Tugas Audit No. 
14/BHL/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 dibuat oleh Borneo Hijau Lestari  Head 
(Grup). Tersedia Laporan Audit Internal Integrated Manajemen Sistem No. 
007-IMS-AUDIT-VI-2024 10 Juni 2024. Tim auditor Jaka Suyudiono dan 
Ahmad Sidiq. Durasi audit 07 – 09 Juni 2024. Tersedia Laporan Audit dibuat 
oleh Ahmad Sidiq diperiksa oleh Jaka Suyudiono dan disetujui oleh Estate 
Manajer.  
Hasil telaah dokumen menunjukan bahwa audit yang dilakukan berupa 
kegiatan Stock Opname tanggal 14 Juli 2024 dengan Petugas Chairil 
Asmuni, Abdul Wahid dan Abdi Restueli Zebua terkait dengan : 
1. Perhitungan item stock fisik Petty Cash, General material, Fuel, 

Lubricant, Sparepart, Fertilizer dan Cemical. 
2. Perhitungan stock fisik benih dan bibit di Nursery. 
3. Perbandingan antara kuantitas fisik dengan kuantitas data Accpac. 

Dalam Ruang lingkup yang disebutkan dalam SOP disebutkan bahwa 
kegiatan audit meliputi audit kegiatan operasional perusahaan terhadap 
kepatuhan SOP (compliance audit), audit khusus (investigasi /ad hoc), review 
atas aspek keuangan (financial audit), dan semua proses audit yang 
dilakukan oleh organisasi terkait dengan implementasi sistem manajemen 
dari standar sertifikasi yang dilakukan (S-PHL, SMK3, IFCC, Integrated 
manajemen sistem ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018). 
Hasil telaah lebih lanjut atas Laporan SPI dan pengamatan lapangan 
menunjukan bahwa SPI belum efektif melaksanakan kegiatan monitoring dan 
evaluasi secara menyeluruh. SPI belum menjangkau masalah sosial dimana 
bagian ini juga merupakan bagian dari kegiatan operasional perusahaan, 
termasuk diantara bagian kelestarian yang ingin dicapai dalam konsep PHL 

3. Verifier 1.4.3 
( Bobot : 2 ) 

: Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring 
dan evaluasi. 

NILAI KINERJA : Sedang  / Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 
Ringkasan 
Justifikasi 

: Berdasarkan Laporan dari kegiatan Audit dan kegiatan Stock Opname 
tanggal 14 Juli 2024 dan Rekomendasinya dengan Petugas Chairil Asmuni, 
Abdul Wahid dan Abdi Restueli Zebua  PT Dharma Hutani Makmur telah 
melakukan tindak perbaikan pada sebagian rekomendasi seperti terdapat 
media penyampaian informasi yang jelas dan gamblang dan relevan tentang 
sistem K3 kepada seluruh karyawan (Mading, Brosur, Website dll), bukti 
Sosialiasi Kebijakan K3 dan Lingkungan kepada Karyawan dan publikasi 
terhadap pihak terkait, bukti Sosialiasi Kebijakan K3 dan Lingkungan kepada 
Karyawan dan publikasi terhadap pihak terkait, dll.  Diantara rekomendasi 
yang belum bisa dilakukan perbaikan yaitu masih dijumpai adanya karyawan 
yang belum sepenuhnya benar dalam penggunakan APD pada saat bekerja. 
Bagian SSL khususnya yang menangani sosial masih kekurangan personal 
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sehingga beluim bisa secara maksimal melakukan identifikasi klaim, 
pembinaan dan penyelesaian secara efektif. 

4. 
 
 
 
 

Verifier 1.4.4 
( Bobot : 2 ) 

: Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian 
LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya 

NILAI KINERJA : Sedang  / Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 

Ringkasan 
Justifikasi 

: PT Dharma Hutani Makmur memiliki tenaga operator SIM milik Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai berikut : 

- Operator SIMPEL an. Irwan Alfiyan jabatan Asisten Kepala EHS & FC 
sesuai dengan SK Direktur PT Dharma Hutan Makmur No. 
054/DIR/DHM/IV/2022 tanggal 15 September 2022. 

- Operator SIPONGI an. Owan Solu Bean Siahaan jabatan Asisten EHS & 
FC sesuai dengan SK Direktur PT Dharma Hutan Makmur No. 
55/DIR/DHM/x/2021  tanggal 10 Oktober 2021. 

- Operator SICAKAP an. Jekson Tamba jabatan Asisten Planning sesuai 
dengan SK Direktur PT Dharma Hutan Makmur No. 13/DHM/0109/2022  
tanggal 1 September 2022. 

- Operator SIPUHH an. Edwin Kristianto jabatan Asisten LC Harvesting 
sesuai dengan SK Direktur PT Dharma Hutan Makmur No. 
007/SK/DIR/DHM/SMD/IX/2021  tanggal 6 September 2021. 

- Operator SIPNBP an. Edwin Kristianto jabatan Asisten LC Harvesting 
sesuai dengan SK Direktur PT Dharma Hutan Makmur No. 
006A/SK/DIR/SMD/IX/2021  tanggal 6 September 2021. 

Berdasarkan hasil koodinasi dengan Ditjen PUPH sebelum kegiatan audit 
Penilikan ke-1 diperoleh inforrmasi bahwa dalam hal pelaporan SIPASHUT 
oleh PT Dharma Hutani Makmur tergolong kurang patuh, beberapa laporan 
tidak  dilaksanakan. Hasil konfirmasi dengan PT Dharma Hutani Makmur 
menunjukan bahwa pada tahun 2024 Perusahaan tidak melakukan kegiatan 
secara normal karena dokumen RKUPHHK-HT menjelang habis masa 
berlakunya (hingga 31 Desember 2024). Hasil telah terhadap pelaporan 
SIPASHUT menunjukan bahwa  
Laporan SIPASHUT Tahun 2024 bulan Januari – Mei tidak melaporkan, bulan 
Juni – Desember belum  lelaporkan. Tahun 2025 belum melaporkan. Data 
Sertifikat PHL terisi, data tata batas belum diisi, data kemitraan belum diisi, 
data pemetaan konflik belum diisi, neraca tanaman terisi. Pelaporan SIPONGI 
lengkap dengan prosentase berkisar 77 – 89% patuh. Demikian juga 
pelaporan SIMPEL, SIPUHH dan SIPNBP telah dijalankan. 

Nilai Kinerja 
Indikator 

: ( 16 / 21 ) x 100% = 76,19%  = SEDANG  

Nilai 
Kematangan/Bobot 

: 2 

 

4) Indikator 1.5 :  
Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA) 
 

1. Verifier 1.5.1 
( Bobot : 2 ) 

: Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, 
keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya. 

NILAI KINERJA : Sedang  / Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 
Ringkasan 
Justifikasi 

: PT Dharma Hutani Makmur memiliki dokumen RKTPH Tahun 2024 yang telah 
disahkan melalui Surat Keputusan Direktur No. SK-
01/DHM/RKTPH/2401/2024 tanggal 1 Januari 2024.  Dalam dokumen RKTPH 
Tahun 2024 tidak terdapat target pemanenan/pemanfaatan kayu (NIHIL). 
Hingga pelaksanaan kegiatan Penilikan ke-1 bulan Mei 2025 PT Dharma 
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Hutani Makmur belum menerbitkan dokumen RKTPH Tahun 2025 karena 
dokumen RKUPH belum disahkan. 
Desa yang berada di dalam/di sekitar areal kerja PT Dharma Hutani Makmur 
berjumlah 3 yaitu Desa Enggelam kecamatan Muara Wis desa Lamin Telihan 
dan desa Lamin Pulut kecamatan Kembang Janggut. Selama periode 
Penilikan ke-1 PT Dharma Hutani Makmur telah melakukan sosialisasi RKT 
2024 yang dilakukan bersamaan dengan sosialisasi Visi Misi, Kawasan 
Lindung, Pengamanan Hutan dan Kebakaran Hutan, Resolusi Konflik, 
Program CD CSR, Lowongan Kerja sebagai berikut : 
1. Di Desa Enggelam tanggal 10 Juli 2024 diikuti oleh 24 peserta. 
2. Di Desa Lamin Telihan tanggal 2 Oktober 2024 diikuti oleh 13 peserta. 
Tahun 2024 tidak ada sosialisasi RKT kepada masyarakat desa Lamin Pulut. 
Terdapat kesepakan Perjanjian PT Dharma Hutani Makmur dengan Desa 
Enggelam yang ditanda tangani pada 11 Mei 2021 terkait kerjasama 
penanaman Ekaliptus dan Akasia di areal kerja PT Dharma Hutani Makmur, 
sedangkan dengan masyarakat Lamin Pulut dan Lamen Telihan belum ada 
kesepakatan perjanjian. Berdasarkan data dari realisasi kegiatan CSR, 
penyerapan tenaga kerja lokal, kerjasama dengan kontraktor lokal dan 
kerjasama PHBM diketahui bahwa selama periode audit penilikan ke-1 
kepentingan hak-hak masyarakat setempat terpenuhi sebagian. 

2. Verifier 1.5.2 
( Bobot : 1 ) 

 Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan  

NILAI KINERJA : Sedang  / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 
Ringkasan 
Justifikasi 

: PT Dharma Hutani Makmur memiliki Kawasan Lindung yang telah disebutkan 
dalam dokumen ANDAL dan Revisi RKUPHHK-HT Periode Tahun 2015 – 
2024 sebagai berikut : 

No Jenis Kawasan 
Lindung 

Luas (ha) 
ANDAL 

Tahun 2012 
(±41.327 Ha) 

Revisi RKUPHHK-
HT  

Periode 2015 – 2024 
(±28.950 Ha) 

1 Kawasan Konservasi 
Insitu 

1.250  

2 KPPN 300 1.211 
3 KPPS 350 - 
4 Sempadan Sungai 135 879 
5 Fungsi Budidaya 

Ekosistem Gambut 
(FBEG) 

- 763 

6 KPSL di FBEG - 104 
7 KPSL di mineral - 1.080 

Jumlah 2.035 4.037 

Desa yang berada di dalam/di sekitar areal kerja PT Dharma Hutani Makmur 
berjumlah 3 yaitu Desa Enggelam kecamatan Muara Wis desa Lamin Telihan 
dan desa Lamin Pulut kecamatan Kembang Janggut.  
Selama periode Penilikan ke-1 PT Dharma Hutani Makmur telah melakukan 
sosialisasi Kawasan Lindung yang dilakukan bersamaan dengan sosialisasi 
RKT, Visi Misi, Pengamanan Hutan dan Kebakaran Hutan, Resolusi Konflik, 
Program CD CSR dan Lowongan Kerja sebagai berikut : 
1. Di Desa Enggelam tanggal 10 Juli 2024 diikuti oleh 24 peserta. 
2. Di Desa Lamin Telihan tanggal 2 Oktober 2024 diikuti oleh 13 peserta. 
Tahun 2024 tidak terdapat kegiatan sosialisasi di desa Lamin Pulut.  



 
 

Halaman 17 dari 78 
 

F1-02.15 Rev.1 

Hingga pelaksanaan kegiatan Penilikan ke-1 masih terdapat usulan 
masyarakat terhadap penambahan 60 makam yang minta untuk dilindugi, 
dijaga agar tidak terkena landclearing. Usulan tersebut masih dalam proses 
tindak lanjut untuk dilakukan identifikasi dan pembahasan di tingkat pemda 
bersama petinggi adat. Sebelumnya terdapat kesepakatan untuk 
perlindungan beberapa makam.    
Kegiatan penetapan kawasan lindung yang menyangkut kepentingan 
langsung masyarakat Desa Enggelam, Desa Lamin Telihan dan Desa Lamin 
Pulut pada RKT Tahun 2024 telah dikonsultasikan tetapi belum mendapatkan 
persetujuan dari para pihak.  

Nilai Kinerja 
Indikator 

: ( 6 / 9 ) X 100% = 66,67%  = SEDANG 

Nilai 
Kematangan/Bobot 

: 2 

 

2. PRODUKSI 
Indikator 2.1 : 

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari 

 

1. Verifier 2.1.1  
 

: Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui 
oleh pejabat yang berwenang. 

Bobot : 1 
NILAI 
KINERJA 

: SEDANG / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 

Ringkasan 
Justifikasi 

: a) PT Dharma Hutani Makmur memiliki dokumen rencana jangka 
panjang (terakhir) berupa dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Tahun 
2015 – 2024 yang telah mendapatkan persetujuan berdasarkan 
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan 
nomor SK.1374/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2019 tanggal 18 
Februari 2019 dan telah dilengkapi dengan Buku, Lampiran Peta 
dan SK Pengesahannya 

b) Pada saat perlaksanaan audit penilikan ke-1 ini, PT Dharma 
Hutani Makmur masih dalam proses perpanjangan dokumen 
rencana jangka panjang (RKUPH PBPH) periode tahun 2025 – 
2034. PT Dharma Hutani Makmur telah menyusun draft RKUPH 
PBPH Periode tahun 2025 – 2034 dengan rencana pemanfaatan 
hutan sebagai berikut :  

 Multiusaha yang dikembangkan : Pemanfaatan hasil hutan kayu 
budidaya (hutan tanaman), Pemanfaatan HHBK, Pemanfaatan 
Jasa Lingkungan berupa kegiatan penyerapan dan 
penyimpanan karbon 

 Sistem silvikultur yang diterapkan : THPB dengan jenis tanaman 
Akasia / Ekaliptus dan jenis lainnya 

Dalam rangka pemenuhan kewajiban operasional PBPH sesuai 
dengan Peraturan Menteri LHK No. 8 Tahun 2021, PT Dharma 
Hutani Makmur telah mengajukan permohonan perpanjangan 
RKUPH periode 2025 – 2034 kepada Direktorat Jenderal 
Pengelolaan Hutan Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan sesuai surat permohonan nomor 07/DHM/SSL/XI/2024 
tanggal 11 November 2024 dengan tanda terima penyampaian 
tanggal 12 November 2024 

2. Verifier 2.1.2  
 

: Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan 
rencana jangka panjang. 
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Bobot : 2 
NILAI 
KINERJA 

: BURUK / Nilai Aktual : 1 x 2 = 2 

Ringkasan 
Justifikasi 

: a) Penataan areal kerja PBPH PT Dharma Hutani Makmur sesuai 
RKUPH yang terakhir disahkan, meliputi : 
1) Kawasan Lindung : 4.037 Ha, terdiri dari : 

a. Sempadang sungai : 879 Ha 
b. Fungsi ekosistem gambut : 763 Ha 
c. KPPN : 1.211 Ha 
d. KPSL : 1.184 Ha 

2) Areal Tanaman Pokok : 17.159 Ha, terdiri dari :  
a. Tanaman Pokok (Kayu Serat) : 11.599 Ha 
b. Tanaman Pokok (Kayu Energi) : 5.020 Ha 
c. Sarpras : 540 Ha 

3) Areal Tanaman Kehidupan : 7.754 Ha, terdiri dari : 
a. Tanaman Kehidupan : 1.719 Ha 
b. Areal yang dicadangkan untuk HTR : 5.850 Ha 
c. Sarana & Prasarana : 185 Ha 

4) Total 1+2+3 = 28.950 Ha 
b) Tingkat kesesuaian letak dan luas blok RKT pada setiap jenis usaha 

pemanfaatan hutan yang dikembangkan : 

1) RKT Tahun 2023 

 

No. Jenis Usaha 
Pemanfaatan 
Hutan 

Luas (Hektar) Letak 

RKU RKT RKU RKT 

1. Kayu Budidaya 
Hutan 
Tanaman 

5.700,00 13.540,50 I, II 
I, II, III, IV, 

V 

42,10 % Sebagian Sesuai 

2) RKT Tahun 2024 

No. Jenis Usaha 
Pemanfaatan 
Hutan 

Luas (Hektar) Letak 

RKU RKT RKU RKT 

1. Kayu Budidaya 
Hutan 
Tanaman 

5.934,00 1.133,62 II, III 
II, III, IV, 

V 

19,10 % Sebagian Sesuai 

Berdasarkan data di atas, sebagian letak penataan areal kerja blok 
RKT sesuai dengan dokumen rencana jangka panjang dengan rata-
rata tingkat kesesuaian luas sebesar 30,60 % (< 50 % ) 

3. Verifier 2.1.3 : Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas 
Sampling 5%). 

Bobot : 1 
NILAI 
KINERJA 

: BAIK / Nilai Aktual : 3 x 1 = 3 

Ringkasan 
Justifikasi 

: a) PT Dharma Hutani Makmur saat ini masih dalam proses 
perpanjangan dokumen RKUPH PBPH tahun 2025 – 2034 
sehingga belum dapat menerbitkan dokumen RKTPH Tahun 
berjalan (2025) sehingga verifikasi pemeliharaan batas blok 
dilakukan pada blok usaha pemanfaatan hutan periode tahun 
2024.  

b) Berdasarkan hasil observasi di lapangan blok RKT 2024, 
sebagian besar batas blok merupakan jalan utama, jalan cabang 
atau alur sungai / anak sungai yang terlihat dengan jelas di 
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lapangan. Hasil pengecekan lapangan terkait penandaan 
identitas compartment dengan intensitas sampling ≥ 5 % pada 
Blok RKT 2024, total sampling adalah 6 compartment (≥ 5 % 
dari total 82 compartment) sebagai berikut : 

No. Petak Penandaan di 
lapangan 

Koordinat Kondisi 

1. B013 Plang RKT 2024 
dan Batas Petak 

S 0˚ 1” 
53.527”, E 116˚ 

4” 12.464” 

Terlihat 
Jelas 

2. B042 Identitas Petak 
dan Batas Petak 

S 0˚ 2” 
31.394”, E 116˚ 

5” 07.291” 

Terlihat 
Jelas 

3. B094 Identitas Petak 
dan Batas Petak 

S 0˚ 3” 
41.990”, E 116˚ 

6” 31.399” 

Terlihat 
Jelas 

4. B052 Identitas Petak 
dan Batas Petak 

S 0˚ 2” 
05.944”, E 116˚ 

5” 31.491” 

Terlihat 
Jelas 

5. B025 Identitas Petak 
dan Batas Petak 

S 0˚ 2” 
30.850”, E 116˚ 

5” 06.322” 

Terlihat 
Jelas 

6. A155 Identitas Petak 
dan Batas Petak 

S 0˚ 1” 
34.205”, E 116˚ 

3” 14.026” 

Terlihat 
Jelas 

 

Nilai Kinerja 
Indikator 2.1 

:  ( 7 / 12 ) x 100 % = 58,33 %  = BURUK  

 

 

Indikator 2.2 : 

Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, 
dan/atau jasa lingkungan 

 
1. Verifier 

2.2.1 
 

: Terdapat data potesi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa 
lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/survey/ identifikasi. 

Bobot : 1 
NILAI 
KINERJA 

: SEDANG / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 

Ringkasan 
Justifikasi 

: a) Berdasarkan rencana pemanfaatan hutan PT Dharma Hutani Makmur 
selama periode tahun 2023 dan 2024, terdapat rencana pemanfaatan 
berupa pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (land clearing untuk 
penyiapan lahan HTI) dan kayu budidaya hutan tanaman  

b) Terdapat data potensi pemanfaatan hutan berupa inventarisasi tegakan 
pada areal LOA (Hutan Alam) berdasarkan sampling 100% serta 
inventarisasi tegakan pada areal hutan tanaman dengan intensitas 
sampling (IS) beragam, yaitu 1 % – 5 % sehingga belum seluruhnya sesuai 
dengan ketentuan yang tercantum pada Lampiran X PermenLHK No. 8 
Tahun 2021 

c) Data potensi tegakan selama periode audit adalah sebagai berikut : 
1) Data potensi tegakan pada areal LOA (Hutan Alam) 
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No. Tahun 

Hasil Inventarisasi  Rencana 
Pemanfaatan (RKT) 

Potensi 
Luas 
(Ha) 

Volume 
(m3) 

Luas 
(Ha) 

Volume 
(m3) 

1. 2023 6.562,50 2.039,78 6.562,50 2.039,78 0,31 
m3/Ha 

Keterangan : rencana pemanfaatan tidak melebihi hasil 
inventarisasi 

2) Data potensi tegakan pada areal Hutan Tanaman (Akasia & Ekaliptus)  

No. Tahun 

Hasil Inventarisasi  Rencana 
Pemanfaatan 

(RKT) Potensi 
Luas 
(Ha) 

Volume 
(m3) 

Luas 
(Ha) 

Volume 
(m3) 

1. 2023 407,10 4.680,20 407,10 4.680,20 
11,49 
m3/Ha 

2. 2024 0 0 0 0 - 

Keterangan : rencana pemanfaatan tidak melebihi hasil 
inventarisasi 

  
2. Verifier 

2.2.2 
 

: Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha 
pemanfatan hutan sesuai ketentuan. 

Bobot : 2 
NILAI 
KINERJA 

: SEDANG / Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 

Ringkasan 
Justifikasi 

: a) PT Dharma Hutani Makmur menerapkan sistem silvikultur tebang habis 
permudaan buatan (THPB) dengan jenis kegiatan usaha berupa 
pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya (hutan tanaman)  

b) Untuk mengetahui daya dukung hasil hutan kayu budidayanya, PT Dharma 
Hutani Makmur telah melakukan pengukuran pada Plot Sampling 
Permanent (PSP) untuk mendapatkan data pertumbuhan riap tegakan 
serta volume jatah tebang tahunannya. 

c) Sampai dengan kegiatan audit penilikan ke-1 ini, telah dilakukan 
pengukuran pada PSP di 25 (dua puluh lima) compartment, terdiri dari 17 
(tujuh belas) compartment dengan pengukuran sebanyak 1 (satu) kali 
yaitu pada umur tanaman 6 bulan (P06) dan 8 (delapan) compartment 
dengan pengukuran sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada umur tanaman 6 
bulan (P06) dan umur tanaman 12 (dua belas) bulan (P12). 

d) Berdasarkan analisis data tegakan pada PSP tersebut, masih diperlukan 
pemantauan dan analisis secara continue untuk mendapatkan kondisi 
umur optimum sehingga diperoleh nilai daur maupun jatah tebang tahunan 
yang optimal.  

Nilai Kinerja 
Indikator 2.2 

: ( 6 / 9 ) x 100 % = 66,67 %  = SEDANG   

 

Indikator 2.3 : 

Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan. 

 
1. Verifier 2.3.1 : Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha 

pemanfaatan hutan. 
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Bobot : 1 
NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 
Ringkasan 
Justifikasi 

: PT Dharma Hutani Makmur melaksanakan usaha pemanfaatan hutan 
menggunakan sistem silvikultur tebang habis permudaan buatan (THPB). 
Dalam rangka pelaksanaan sistem silvikultur THPB, perusahaan telah 
menyusun SOP untuk kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayunya. 

SOP THPB PT Dharma Hutani Makmur secara umum telah sesuai dengan 
prinsip / pedoman sistem silvikultur THPB, namun demikian masih 
ditemukan kekurangan dalam sebagian SOP diantaranya :  

- SOP Penataan Areal Kerja : belum belum mengatur penandaan batas 
untuk blok RKT 

- SOP Inventarisasi Hutan Tanaman :  Intensitas sampling yang 
ditetapkan belum sesuai dengan prinsip / pedoman silvikultur THPB 

- SOP Operasi Pembibitan (Eucalyptus Seedling) :  Belum mengatur 
terkait teknik pengadaan bibit dengan metode stek / cutting dan 
tissue culture  

- SOP Penanaman : Belum mengatur tata waktu penanaman setelah 
penyiapan lahan 

Berdasarkan uraian di atas, tersedia lengkap SOP kegiatan perjenis usaha 
pemanfaatan hutan tetapi terdapat SOP yang isinya sebagian tidak sesuai 
dengan kegiatan pemanfaatan hutan yang dilakukan atau tidak memenuhi 
pedoman atau ketentuan teknis. 

2. Verifier 2.3.2 : Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha 
pemanfaatan hutan. 

Bobot : 2 
NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 
Ringkasan 
Justifikasi 

: Implementasi SOP tahapan kegiatan pemanfaatan hutan yang 
dilaksanakan PBPH PT Dharma Hutani Makmur secara umum telah 
sesuai antara isi dalam SOP dengan pelaksanaannya di lapangan, namun 
demikian masih ditemukan beberapa implementasi di lapangan yang 
belum sepenuhnya sesuai yaitu : 
- Risalah Hutan : intensitas sampling yang digunakan belum sesuai 

ketentuan 

- Penanaman : berdasarkan rencana kerja tahun 2023 dan 2024, jenis 
tanaman yang direncanakan untuk ditanam adalah jenis Acacia sp, 
namun demikian implementasi di lapangan jenis tanaman yang 
ditanam adalah jenis Acacia sp dan Eucalyptus sp 

- Perlindungan dan Pengamanan Hutan : tersedia sarana prasarana 
dalkarhutla namun belum mencukupi sesuai ketentuan  

3. Verifier 2.3.3 
 

: Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya 
alam menjamin kelestarian hutan. 

Bobot : 2 
NILAI KINERJA : BURUK / Nilai Aktual : 1 x 2 = 2 
Ringkasan 
Justifikasi 

 a) Selama periode 2 (dua) tahun terakhir PBPH PT Dharma Hutani 
Makmur telah melakukan kegiatan penanaman dan/atau pemulihan 
sumberdaya hutan yang dimanfaatkannya, berupa usaha 
pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya hutan tanaman 

b) Berdasarkan laporan realisasi tanam periode tahun 2023 & 2024, 
total realisasi penanaman adalah seluas 3.310,80 Ha dengan jenis 
tanaman Ekaliptus dan Akasia sebagai berikut : 

Tahun Rencana 
(Ha)  

Realisasi 
(Ha) 

Pencapaian  

2023 13.540,50 3.230,10 23,86 % 
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2024 1.133,62 80,70 7,12 % 

Rata-rata 15,49 % 

c) Realisasi penanaman dalam kegiatan usaha pemanfaatan hutan telah 
sesuai ketentuan standar teknis dan rata-rata selama periode audit 
dilaksanakan sebesar 15,49 % atau < 50 % dari RKTPH.  

Nilai Kinerja 
Indikator 2.3 

:  ( 8 / 15 ) x 100 % = 53,33 %  = BURUK 

 

Indikator 2.4 : 

Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan. 

 
1. Verifier 2.4.1 

 
: Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam 

usaha pemanfaatan hutan. 
Bobot : 1 
NILAI 
KINERJA 

: BAIK / Nilai Aktual : 3 x 1 = 3 

Ringkasan 
Justifikasi 

: a) PT Dharma Hutani Makmur telah memiliki prosedur penerapan 
teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutannya yaitu 
: 

- SOP Micro Planning, No. Dok. 001-DHM-WS-SOP Rev. 0 
Tanggal 01 Desember 2016 

- SOP Panen Kayu Hutan Tanaman, No. Dokumen 003-DHM-
WS-SOP Rev. 0 tanggal 1 Desember 2016 

- Work Instruction RIL Pasca Pemanenan, No. Dok. 005-
DHM-WS-WI Rev. 0 tanggal 1 Desember 2016 

b) Prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan PT Dharma Hutani 
Makmur memuat prosedur antara lain : perencanaan produksi, 
persiapan petak tebang dan micro planning, persiapan peta kerja, 
pemahaman kondisi lapangan, perencanaan jalan, penandaan batas, 
pengimasan, operasi pemanenan, penumbangan, pemotongan, 
pengupasan manual, penumpukan di lapangan, penarikan kayu, 
pengkuran produksi harvesting, infield drain, soil ripping dan serah 
terima ke bagian plantation (HOA)  

c) Hasil telaah kesesuaian isi prosedur penerapan teknologi ramah 
lingkungan yang dimiliki PT Dharma Hutani Makmur menunjukkan 
kesesuaian prosedur dengan Lampiran XIV PermenLHK No. 8 tahun 
2021 terkait pedoman penerapan teknik pembalakan berdampak 
rendah / reduced impact logging. 

2. Verifier 2.4.2 : Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan. 
Bobot : 2 
NILAI 
KINERJA 

: SEDANG / Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 

Ringkasan 
Justifikasi 

 a) PT Dharma Hutani Makmur telah memiliki prosedur penerapan 
teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutannya  

b) Selama periode tahun 2024 dan tahun berjalan (2025) PT Dharma 
Hutani Makmur hanya menerbitkan dokumen RKT pada tahun 
2024 saja, sementara RKT tahun 2025 belum dapat diterbitkan 
karena masih menunggu pengesahan dokumen RKUPH PBPH 
Periode 2025 – 2034 oleh Instansi yang berwenang sehingga pada 
saat pelaksanaan audit tidak terdapat kegiatan pemanenan di 
lapangan.  
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c) Berdasarkan laporan realisasi produksi, kegiatan pemanenan 
terakhir kali di laksanakan pada tahun 2023 karena pada tahun 
2024 PT Dharma Hutani Makmur tidak merencanakan pemanenan 
kayu tumbuh alami maupun kayu budidaya hutan tanaman 

d) Sebagian implementasi teknologi ramah lingkungan yang dapat 
diverifikasi saat pelaksanaan audit adalah sebagai berikut : 

No. Tahapan 
Kegiatan 

Implementasi Keterangan 

1. Perencanaan 
Pemanenan 

Telah dibuat peta 
kerja untuk 

perencanaan 
pemanenan yaitu 

peta micro 
planning for 
harvesting 

- 

2. Pelaksanaan 
Pemanenan 

- Selama tahun 2024 
dan tahun 2025 
sampai dengan 

pelaksanaan audit 
tidak terdapat 

kegiatan 
pemanenan  

3. Paska 
Pemanenan 

- 

 

3. Verifier 2.4.3 : Tingkat kerusakan sumberdaya hutan minimal 
Bobot : 2 
NILAI 
KINERJA 

: BAIK / Nilai Aktual : 3 x 2 = 6 

Ringkasan 
Justifikasi 

 a) PBPH PT Dharma Hutani Makmur tmenjalankan kegiatan usaha 
pemanfaatan kayu budidaya hutan tanaman. Tingkat kerusakan 
sumber daya hutan diukur dengan menghitung keterbukaan areal   

b) Pengukuran keterbukaan areal dilakukan melalui analisa luasan area 
yang terbuka (sarpras, jalan dan area terbuka lainnya) pada blok RKT 
tahun 2023 dan 2024. 

c) Keterbukaan areal selama periode 2023 – 2024 adalah sebagai berikut 
:  

RKT Luas RKT 
Murni & CO  

Areal Terbuka 
(Infrastruktur, Jalan, 

Lainnya) 

Keterbukaan 
Areal (%) 

2023  13.540,50 
Ha 

537,51 Ha 3,97 % 

2024 1.133,62 Ha 46,64 Ha 4,11 % 

Rata – rata keterbukaan areal 4,04 % 

Keterbukaan areal sebesar 4,04 % atau < 20 % 
Nilai Kinerja 
Indikator 

2.4 

: ( 13 / 15 ) x 100 % = 88,67 %  = BAIK  

 

 

 

 

 



 
 

Halaman 24 dari 78 
 

F1-02.15 Rev.1 

 

Indikator 2.5 : 

Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai 
dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui. 

 
1. Verifier 2.5.1 : Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan 

ketentuan. 
Bobot : 1 
NILAI KINERJA : BAIK / Nilai Aktual : 3 x 1 = 3 
Ringkasan 
Justifikasi 

: a) Selama periode tahun 2023 s.d tahun berjalan (2025) PT Dharma 
Hutani Makmur telah menerbitkan dokumen RKT pada tahun 2023 
dan 2024, sementara RKT tahun 2025 belum dapat diterbitkan karena 
masih menunggu pengesahan dokumen RKUPH PBPH Periode 2025 
– 2034 oleh Instansi yang berwenang.  

b) Dokumen RKT Tahun 2023 dan 2024 yang ditertbitkan telah 
lengkap meliputi SK RKT, Dokumen RKT dan Peta RKT 

c) Dokumen RKT Tahun 2023 dan 2024 telah sesuai dengan hasil 
inventarisasi di lapangan, dengan rincian sebagai berikut :  

RKT  Surat Keputusan Rencana Kegiatan 
Produksi 

2023 Keputusan Direktur PT Dharma 
Hutani Makmur Nomor SK-
01/DHM/0101/2023 tanggal 1 
Januari 2023 tentang 
Persetujuan RKTPH Tahun 2023 
dan Carry Over RKTPH Tahun 
2022  

Land Clearing 
Pada LOA dan 
Kayu Budidaya 
Hutan Tanaman 

2024 Keputusan Direktur PT Dharma 
Hutani Makmur Nomor SK-
01/DHM/RKTPH/2401/2024 
tanggal 1 Januari 2024 tentang 
Persetujuan RKTPH Tahun 2024 

Tidak terdapat 
rencana 

pemanfaatan kayu  
(rencana kerja 

pada areal tanah 
kosong atau semak 

belukar) 
 

2. Verifier 2.5.2 : Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH 
Bobot : 1 
NILAI KINERJA : BAIK / Nilai Aktual : 3 x 1 = 2 
Ringkasan 
Justifikasi 

: a) PT Dharma Hutani Makmur telah membuat peta rencana kerja 
tahunan selama periode tahun 2023 dan 2024, peta dibuat oleh 
personil Ganis PH Pengukuran dan Perpetaan dan disetujui oleh 
Direktur Perusahaan.  

b) Kegiatan pemanfaatan hutan yang dilaksanakan PT Dharma Hutani 
Makmur juga dilengkapi dengan peta kerja, sebagai contoh :   
- Peta Micro Planning Pre Harvesting Comp. A127 dengan skala 1 

: 4.500 
- Peta Micro Planning For Plantation Comp. E190 dengan skala 1 

: 4.700 
- Peta PSP Comp. B094 dengan skala 1 : 9.000 
- Pete PHI Comp. A090 dengan skala 1 : 3.500 
- Peta Kerja HQA RWA Comp. E171 dengan skala 1 : 3.000 
- Peta Kerja PQA Planting Comp. E052 dengan skala 1 : 3.879 
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- Peta Kerja PQA Weeding Round Comp. D183 dengan skala 1 : 
4.000 

c) Batas-batas peta kerja yang dibuat PT Dharma Hutani Makmur telah 
sesuai dengan peta RKTPH dan telah memperhatikan keberadaan 
kawasan yang dilindungi seperti kawasan lindung sempadan sungai 
dan riparian  

3. Verifier 2.5.3 : Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis 
kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja 

Bobot : 2 
NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 
Ringkasan 
Justifikasi 

 a) Penandaan batas blok usaha pemanfaatan hutan di areal PT Dharma 
Hutani Makmur telah dilakukan pada setiap blok RKT. Hasil observasi 
di lapangan pada blok RKT 2023 dan 2024 menunjukkan bahwa 
sebagian besar batas blok RKT atau batas compartment adalah 
berupa jalan atau alur. Penandaan di lapangan telah dilakukan 
dengan pemasangan  plang Blok RKT dan Patok Identitas Petak.  

b) Hasil pemeriksaan batas blok berupa jalan, bentang alam dan dan 
penandaan compartment di lapangan menunjukkan kesesuain 
dengan peta kerja. Penandaan di lapangan juga telah dilakukan 
termasuk pada kawasan lindung yaitu :  
 Pada titik koordinat S 0˚ 3’ 5”, E 116˚ 8’ 45” terdapat papan 

informasi kawasan lindung sempadan sungai empang 
 Pada titik koordinat S 0˚ 3’ 19”, E 116˚ 10’ 1” terdapat papan / 

plang kawasan lindung sempadan sungai banau 
 Pada titik koordinat S 0˚ 3’ 15”, E 116˚ 7’ 48” terdapat papan / 

plang kawasan lindung sempadan sungai emboyong 
c) Berdasarkan observasi di lapangan, telah dilakukan penandaan pada 

batas kawasan lindung berupa pemasangan pal / patok kayu warna 
merah atau pipa paralon putih dengan ujung warna merah, namun 
demikian pemasangan pal / patok baru dilakukan pada batas 
sempadan sungai yang dekat dengan jalan utama saja. 

4 Verifier 2.5.4 : Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana 
jangka pendek 

Bobot : 2 
NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 
Ringkasan 
Justifikasi 

 a) PBPH PT Dharma Hutani Makmur telah melakukan kegiatan produksi 
/ pemanenan sumberdaya hutan yang dimanfaatkannya, berupa 
usaha pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya hutan tanaman 

b) Berdasarkan laporan produksi periode tahun 2023 – 2024, rencana 
dan realisasi pemanenan kayu hanya terdapat di tahun 2023 dengan 
jenis kayu yang dipanen adalah jenis akasia dan ekaliptus, sementara 
tahun 2024 tidak terdapat rencana maupun realisasi pemanenan 
kayu.  

c) Pencapaian luas dan volume produksi sebagai berikut : 

Tahun Rencana Relisasi Pencapaian 

Luas  
(Ha) 

Vol  
(m3) 

Luas  
(Ha) 

Vol  
(m3) 

Luas  
(%) 

Vol  
(%) 

2023 6.969 6.719 3.230 4.519 46,35 67,26 

2024 - - - - - - 

Berdasarkan tabel di atas, Luas dan lokasi produksi sesuai & tidak 
melebihi RKTPH dengan pencapaian realisasi volume produksi 
selama periode tahun 2023 sebesar 67,26 % atau ≤ 50 % - < 80 % 
dari volume produksi yang direncanakan 
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Nilai Kinerja 
Indikator 2.5 

: ( 14 / 18 ) x 100 % = 77,78 %  = SEDANG  

 

Indikator 2.6 : 

Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha 
pemanfaatan hutan. 

 
1. Verifier 2.6.1 

 
 

: Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan 
penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman 
Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit 
oleh akuntan publik). 

Bobot : 1 
NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 
Ringkasan 
Justifikasi 

: a) PT Dharma Hutani Makmur memiliki laporan keuangan per 31 
Desember 2023 yang telah diaudit oleh auditor independen kantor 
akuntan publik Eddy Hutarso & Satria sesuai laporan nomor 
00034/2.1422/AU.1/01/1754-3/1/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024. 

b) Hasil Analisis Kondisi Kemampuan Finansial PT Dharma Hutani 
Makmur periode tahun 2023 berdasarkan neraca keuangan dan 
laporan laba rugi yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik diperoleh 
hasil sebagai berikut : 
No Tahun Opini Likuiditas Solvabilitas Profitabilitas 

1. 2023 Wajar 192,53 
% 

115,88 % Negatif 

c) Opini / Pendapat / catatan kantor akuntan publik terhadap laporan 
keuangan periode tahun 2023 adalah wajar dengan parameter : 
Liquiditas > 150 %, Solvabilitas < 150 % dan Profitabilitas Negatif 

2. Verifier 2.6.2 : Realisasi Alokasi dana yang proporsional 
(Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan 
keadaan force majeur / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana 
yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %) 

Bobot : 1 
NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 
Ringkasan 
Justifikasi 

: a) PT Dharma Hutani Makmur memiliki laporan rencana kerja dan 
anggaran perusahaan (RKAP) selama periode audit (2023 & 2024) 
yang dibuat oleh accounting estate dan telah diketahui oleh estate 
manager 

b) Hasil analisis perbedaan realisasi alokasi dana untuk seluruh bidang 
kegiatan berdasarkan RKAP selama periode audit (2023 & 2024) 
adalah sebagai berikut : 

No Parameter 2023 2024 

1. Alokasi 
Maksimum 

Infrastruktur  
( 100 %) 

Pendidikan & 
Pelatihan  
( 100 %) 

2. Alokasi 
Minimum 

Adm, Umum dan 
Lain-lain   
( 100 %) 

Penanaman  
( 15,10 %) 

3. Perbedaan 0 % 84,90 % 

Rata-rata 42,45 % 
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c) Rata-rata alokasi dana selama periode 2023 – 2024 untuk seluruh 
bidang kegiatan kurang proposional (perbedaan 42,45 % atau > 20 
%- 50 %) 

3. Verifier 2.6.3 
 
 

: Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman 
Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit 
oleh akuntan publik/atau laporan unaudited tahun terakhir yang telah 
disetujui dan ditandatangani komisaris/yang berwenang/ hasil RUPS). 

Bobot : 2 
NILAI KINERJA : BAIK / Nilai Aktual : 3 x 2 = 6 
Ringkasan 
Justifikasi 

 a) PT Dharma Hutani Makmur memiliki laporan rencana kerja dan 
anggaran perusahaan (RKAP) selama periode audit (2023 & 
2024) yang dibuat oleh accounting estate dan telah diketahui 
oleh estate manager  

b) Berdasarkan telaah terhadap RKAP yang dibuat, hasil analisis 
realisasi alokasi dana pemanfaatan hutan berdasarkan RKAP 
selama periode audit (2023 – 2024) meliputi kegitan 
perencanaan, penanaman, pemeliharaan tanaman, perlindungan 
hutan, pengadaan bibit, infrastruktur, administrasi, umum & lain-
lain serta pendidikan dan pelatihan adalah sebagai berikut : 
- Tahun 2023 : Realisasi alokasi dana pemanfaatan hutan 

mencukupi 147,15 % dari kebutuhan 
- Tahun 2024 : Realisasi alokasi dana pemanfaatan hutan 

mencukupi 57,44 % dari kebutuhan 
c) Berdasarkan data di atas Rata-rata realisasi alokasi dana 

pemanfaatan hutan tahun 2023 & 2024 mencukupi 102,29 % dari 
kebutuhan  

4 Verifier 2.6.4 : Realisasi pendanaan yang lancar. 
Bobot : 2 
NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 
Ringkasan 
Justifikasi 
 

 a) PT Dharma Hutani Makmur memiliki laporan rencana kerja dan 
anggaran perusahaan (RKAP) selama periode audit (2023 & 2024) 
yang dibuat oleh accounting estate dan telah diketahui oleh estate 
manager 

b) Berdasarkan RKAP yang dibuat, rencana pendanaan untuk kegiatan 
teknis kehutanan yang dilaporkan meliputi : perencanaan, 
penanaman, pemeliharaan tanaman, perlindungan hutan dan 
pengadaan bibit. 

c) Pencapaian pendanaan teknis kehutanan berdasarkan RKAP tahun 
2023 & 2024 sebagai berikut :  
- Tahun 2023 : Realisasi pendanaan mencukupi 150,71 % dari 

kebutuhan 
- Tahun 2024 : Realisasi pendanaan mencukupi 42,01 % dari 

kebutuhan  
- Rata-rata realisasi pendanaan tahun 2023 & 2024 mencukupi 

96,36 % dari kebutuhan 
d) Selama periode tahun 2023 dan 2024, PT Dharma Hutani Makmur 

menjalankan usaha pemanfaatan hutan kayu budidaya hutan 
tanaman, pencapaian kegiatan teknis kehutanan berdasarkan RKTPH 
dan realisasi di lapangan sebagai berikut :  
- Tahun 2023 : realisasi luas pemanenan & penanaman blok RKT 

murni mencapai 46,35 % dari rencana 
- Tahun 2024 : realisasi luas land clearing & penanaman blok RKT 

murni mencapai 7,12 % dari rencana 
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e) Berdasarkan pencapaian pendanaan dan realisasi kegiatan teknis 
kehutanan periode tahun 2023 dan 2024, realisasi pendanaan 
berjalan lancar (96,36 %) namun tidak sesuai dengan output kegiatan 
di lapangan (< 50 %). 

5. Verifier 2.6.5 : Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan. 
Bobot : 2 
NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 
Ringkasan 
Justifikasi 

 a) PT Dharma Hutani Makmur memiliki laporan rencana kerja dan 
anggaran perusahaan (RKAP) selama periode audit (2023 & 2024) 
yang dibuat oleh accounting estate dan telah diketahui oleh estate 
manager  

b) Hasil analisis realisasi modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan 
meliputi penanaman, pemeliharaan, perlindungan hutan dan 
pengadaan bibit berdasarkan RKAP selama periode audit (2023 – 
2024) adalah sebagai berikut : 
- Tahun 2023 : Realisasi modal yang ditanamkan (kembali) ke 

hutan mencapai 150,28 % 
- Tahun 2024 : Realisasi modal yang ditanamkan (kembali) ke 

hutan mencapai 37,75 % 
c) Rata – rata realisasi modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan 

selama periode tahun 2023 – 2024 mencapai 94,02 %, namun 
demikian realisasi penanaman di lapangan tahun 2023 hanya 
mencapai 46,35 % sementara tahun 2024 hanya mencapai 7,12 %. 

Nilai Kinerja 
Indikator 2.6 

: (18 / 24) x 100 % = 75,00 %  = SEDANG  

 

3. EKOLOGI 
 

Indikator 3.1 : 

Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi 
Tinggi (ABKT) 

 
1. Verifier 

3.1.1  
: Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen 

perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT 

Bobot ; 1 

NILAI 
KINERJA 

: BAIK  / Nilai Aktual : 3 x 1 = 3 

Ringkasan 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Dharma Hutani Makmur telah menetapkan kawasan yang 
dilindungi di dalam areal kerja PBPH melalui SK Direksi PT Dharma Hutani 
Makmur No. 07/DIR/DHM/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang 
Penetapan Kawasan Lindung PT Dharma Hutani Makmur., meliputi : 
 

No. Jenis Kawasan yang Dilindungi Luas (Hektar) 
1. KPPN 1.211 
2. KPSL 1.947 
3. Sempadan Sungai 879 
 Total 4.037 

 

b) Sesuaia dengan jenis dan luasan kawasan lindung pada dokumen Revisi 
RKUPHHK-HTI Tahun 2019 Periode 2015 – 2024 yang disetujui oleh 
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Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Keputusan No. 
SK.1374/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2019 tanggal 18 Februari 2019 
dan dokumen RKUPH Tahun 2025 Periode 2025 – 2034 (dalam proses 
pengesahan). 

c) PBPH PT Dharma Hutani Makmur telah memilki laporan hasil identifikasi 
ABKT/ KBKT tahun 2022. 

 

2. Verifier 
3.1.2  

 Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) 
dan/atau deliniasi ABKT 

Bobot : 2 

NILAI 
KINERJA 

: BURUK  / Nilai Aktual : 1 x 2 = 2 

Ringkasan 
Justifikasi 

: a) Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara, diperoleh 
informasi adanya kegiatan tata batas yang baru pada tahun 2024 
mencapai 9,7 km dan pada tahun 2025 mencapai 10,8 km.  Dengan 
demikian realisasi penandaan batas kawasan lindung hingga saat ini 
mencapai 18,4 km (12,19%) dari total rencana yang harus ditata batas 
yaitu 151 km. Adapun rincian yang telah dilakukan penandaan batas 
adalah sebagai berikut  yaitu diantaranya : 

N
o 

Kawasan Yang 
Dilindungi 

Rencana 
(Meter) 

Realisasi Tata Batas KL 
(km) 

2023 2024 2025 Total 

1 Sempadan 
Sungai 124,1 3,5 2,5 2,6 8,6 

2 KPPN 11,6 4,0 3,4 - 7,4 

3 KPSL 15,3 2,8 3,0 2,0 7,8 

Jumlah 151 10,3 9,7 10,8 18,4 

 
b) Berdasarkan hasil uji petik di lapangan menggunakan aplikasi avenza 

maps, terkait penataan batas kawasan dilindungi, yaitu dijumpai tanda 
batas Sempadan Sungai Empang pada koordinat S 00 3’ 5” dan E 1160 8’ 
45” ; sempadan sungai Banau pada koordinat S 00 3’ 20” dan E 1160 9’ 
60”  dan sempadan sungai Emboyong pada koordinat S 00 3’ 15” dan 
E 1160 7’ 48”  dengan penandaanya berupa plang papan nama, patok 
warna merah putih dengan jarak antar patok 100 m dan cat merah untuk 
rintis tata batas.. 
 

3. Verifier 
3.1.3  

: Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung 

Bobot : 1 

NILAI 
KINERJA 

: BURUK  / Nilai Aktual : 1 x 1 = 1 

Ringkasan 
Justifikasi 

: Berdasarkan hasil overlay peta kawasan lindung dengan Peta Penafsiran 
Citra Satelit Tahun 2024 dengan skala 1 : 70.000 (Sumber: Komposit Citra 
Landsat 8 C2-L1 Band 654 Path 117 Row 60 Liputan 25 Januari 2024), 
kondisi penutupan kawasan lindung yang masih berhutan meliputi Hutan 
lahan kering sekunder  seluas 1.034 ha (25,61%) dari total luas kawasan 
lindung 4.037 ha, dengan rincian seperti tabel berikut. 

No Penutupan Lahan (ha) 
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Jenis 
Kawasan 
Lindung 

Luas 
(ha) 

HLK
S 

Beluk
ar 

Beluk
ar 

Rawa 

Semak TA 
Jumlah 

(ha) 

1. Sempada
n Sungai 879 183 671  20 5 879 

2. KPPN 1,211 851   259 101 1.211 

3. 
KPSL 1,184   1.031 916  1.947 

 Jumlah 4,037 1.034 671 1.031 1.195 106 4.037 

 Areal Berhutan 1.034 Ha (25,61%)     

 Areal Non Hutan 3.003  

 

PBPH PT Dharma Hutani Makmur telah membuat rencana rehabilitasi 
terhadap Kawasan lindung dari bulan Mei tahun 2022 secara bertahap dan 
hingga bulan April 2025 total yang direncanakan mencapai 61 Ha dengan  
rehabilitasi yang terealisasi seluas 5 Ha. Dengan demikian rehabilitasi 
kawasan lindung ke kondisi semula mencapai 8,20 %. dengan rincian sebagai 
berikut : 

No. Periode 
Rencana 

(Ha) 

Realisasi 

(Ha) 

Prosentase 

(%) 

1 2022 12 2,5 20,83 

2 2023 21 1,5 7,14 

3 2024 21 1 4,76 

4 s.d April 
2025 

7 - 0 

 Jumlah 61 5 8,20 

 

 

4. Verifier 
3.1.4  

: Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain 
gambut maka verifier ini menjadi Not Aplicable) 

Bobot : 2 

NILAI 
KINERJA 

: NOT APPLICABLE 

Ringkasan 
Justifikasi 

 

 Berdasarkan dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Tahun 2019 Periode Tahun 
2015 – 2024, diverifikasi terdapat areal Fungsi Ekosistem Gambut (FEG) di 
areal PT Dharma Hutani Makmur seluas ± 867 ha terdiri dari Fungsi Budidaya 
Ekosistem Gambut (FBEG) luas 763 ha dan KPSL di FBEG luas 104 ha. 

Terdapat Berita Acara Hasil Rapat Tim Penilai Penentuan Titik Penataan 
Tinggi Muka air Tanah, Titik Pemasangan Alat Pengukur Tinggi Muka Air 
Tanah Otomatis (Data Logger) dan Titik Stasiun Pemantauan Curah Hujan 
dan Titik Pembangunan Infrastruktur Pembahasan untuk Pemulihan 
Ekosistem Gambut PT Dharma Hutani Makmur Nomor : BA-
11/PEG/HTI/PKG/12/2017 tanggal 13 Desember 2017, dijelaskan bahwa FEG 
seluas 867 ha yang berada di areal PT DHM setelah dilakukan survey 
pengukuran pH, TDS dan EC pada beberapa sampel Air dan Tanah di sekitar 
lokasi Kawasan Ekosistem Gambut Fungsi Budidaya (FBEG) PT DHM tidak 
dijumpai areal/ tanah gambut melainkan kondisi areal tersebut terdiri dari 
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hutan rawa sekunder, belukar dan areal terbuka. Dengan demikian PT DHM 
tidak diwajibkan dalam kegiatan pemulihan Ekosistem Gambut di arealnya.  

Pada dokumen RKUPH Periode 2025 – 2034 telah terdapat perubahan jenis 
kawasan lindung dengan menghilangkan FEG dan menjadikan sebagai KPSL 
mineral.. 

Dengan demikian tidak terdapat jenis tanah pet soil atau kawasan lindung 
berupa areal ekosistem gambut, sehingga tidak terdapat pengelolaan gambut 
dan verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable). 

5. Verifier 
3.1.5  

: Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung 

Bobot : 2 

NILAI 
KINERJA 

: SEDANG / Nilai Aktual :2 x 2 = 4 

Ringkasan 
Justifikasi 

 a) Berdasarkan hasil observasi lapangan pada sempadan sungai banau 
pada koordinat S 00 3’ 20” dan E 1160 9’ 60” terdapat aktiɚtas yang tidak 
sesuai dengan ketentuan pada kawasan lindung yaitu adanya 
perambahan oleh masyarakat untuk kebun sawit di sepanjang Sempadan 
Sungai Banau. 

b) PBPH PT Dharma Hutani Makmur memiliki upaya penyelesaian yang 
terdokumentasi yaitu PT DHM telah mengidentiɚkasi dan memetakan 
adanya aktiɚtas/ gangguan dalam kawasan lindung yaitu sempadan 
sungai banau sesuai Berita Acara Identiɚkasi Gangguan Kawasan 
Lindung sempadan sungai Banau di areal PT Dharma Hutani Makmur 
yang dibuat oleh Ardelia Tabira (Adm HSE) dan diketahui oleh Raslin 
Situmeang. (Estate Manager) tertanggal 30 Januari 2025 dan terdapat 
sosialisasi tentang Kawasan lindung kepada masyarakat 3 desa disekitar 
sebagai upaya pencegahan dan penyelesaian gangguan. Namun 
demikian adanya aktiɚtas tersebut di kawasan lindung sempadan sungai 
banau belum sampai pada tahap Nota Kesepahaman Kerjasama (NKK). 

6. Verifier 
3.1.6  

: Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL 
dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH 

Bobot : 2 

NILAI 
KINERJA 

: SEDANG  / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 

Ringkasan 
Justifikasi 

 a) Pada periode audit diverifikasi implementasi kegiatan pengelolaan 
kawasan lindung diantaranya : 
a. Penandaan batas kawasan lindung telah mencapai 18,4 km (12,19%) 

dari total rencana 151 km; 
b. Pemasangan plang himbauan dilarang membakar hutan, illegal 

logging,  berburu satwa liar. 
c. Melakukan patroli pengamanan dan perlindungan di kawasan lindung 

dilakukan oleh team perlindungan dan pengamanan hutan dan 
tertuang di dalam form  laporan patroli. 

d. Melakukan pengayaan jenis tanaman pakan satwa dan endemik 
e. Pemantauan flora dan fauna. 

b) Selama periode audit penilikan ke-1 tahun 2025,  PT Dharma Hutani 
Makmur telah membuat laporan pengelolaan kawasan lindung yang 
tertuang dalam Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan 
Lingkungan, dengan rincian sebagai berikut : 
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N
o Periode 

Keberadaan Pelaporan SIMPEL Tata Waktu 
Berdasar 
P.8/2021 Ada Tidak 

Ada 
Tujuan Waktu 

Pelaporan 

1 Semester II Tahun 
2023 

√  - KemenLH
K 

07 Mei 
2024 

Tidak sesuai 
Tata Waktu 

2 
Semester I Tahun 
2024 

√  - KemenLH
K 

19 
September 
2024 

Tidak sesuai 
tata waktu 

3 Semester II Tahun 
2024 

√  - KemenLH
K 

07 Mei 
2025 

Tidak sesuai 
tata waktu 

 

c) Penyampaian Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan 
periode Semester II Tahun 2023 – Semester I dan II Tahun 2024 telah 
disampaikan ke instansi terkait melalui SIMPEL, namun dalam 
penyampaiannya  belum sesuai dengan tata waktu pelaporannya 
berdasarkan P.8/2021 yaitu pada penyampaian. 
 

Nilai Kinerja 
Indikator 3.1 

: (12 / 21 ) x 100 % = 57,14 %  ( BURUK) 

 

Indikator 3.2 : 

Perlindungan dan pengamanan hutan 
 

1. Verifier 
3.2.1  

 

: Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis 
gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau 
penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau 
jenis gangguan lain yang teridentifikasi. 

Bobot : 1 

NILAI 
KINERJA 

: BAIK  / Nilai Aktual : 3 x 1 = 3 

Ringkasan 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Dharma Hutani Makmur telah menyusun dan menetapkan SOP 
Perlindungan dan Pengamanan Hutan sesuai dengan jenis gangguan hutan 
yang ada di dalam areal PBPH, yaitu sebagai berikut : 

N
o 

Jenis 
Gangguan 

Hutan 
Prosedur 

1. Perambahan 
Kawasan 

SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan, No. 021-
DHM-SSL-SOP, Tanggal Terbit : 3 Desember 2018, 
Tanggal Revisi/Revisi Ke- tanggal: 8 April 2025/2.  

2. Pemanenan 
atau 
penebangan 
tanpa izin 

SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan, No. 021-
DHM-SSL-SOP, Tanggal Terbit : 3 Desember 2018, 
Tanggal Revisi/Revisi Ke- tanggal: 8 April 2025/2.  

3. Pencegahan 
dan 
pemadaman 
kebakaran 

 SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan, No. 
021-DHM-SSL-SOP, Tanggal Terbit : 3 Desember 
2018, Tanggal Revisi/Revisi Ke- tanggal: 8 April 
2025/2.  

 SOP Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, 
No. 017-DHM-EHS-SOP, Tanggal Terbit: 1 
Desember 2016, Tanggal Revisi/Revisi Ke-: 03 Juli 
2023/1.  
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4. Perburuan 
Satwa 

SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan, No. 021-
DHM-SSL-SOP, Tanggal Terbit : 3 Desember 2018, 
Tanggal Revisi/Revisi Ke- tanggal: 8 April 2025/2.  

5. Hama dan 
penyakit 
tanaman 

 SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan, No. 
021-DHM-SSL-SOP, Tanggal Terbit : 3 Desember 
2018, Tanggal Revisi/Revisi Ke- tanggal: 8 April 
2025/2.  

 SOP Monitoring Hama dan Penyakit Tanaman, No. 
001-DHM-RND-SOP, Tanggal Terbit : 1 Desember 
2016, Tanggal Revisi/Revisi Ke-: --/0.  

b) Berdasarkan hasil tinjauan terhadap isi dokumen SOP, prosedur telah 
disusun mengacu kepada pedoman yang berlaku, yaitu : 
a) PerMenLHK Nomor 8 Tahun 2021 Tanggal 1 April 2021 tentang Tata 

Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta 
Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;  

b) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan 
Hutan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 
P.32 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, 
dan regulasi lainnya. 
 

2. Verifier 
3.2.2 

: Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai 
ketentuan 

Bobot : 1 

NILAI 
KINERJA 

: SEDANG  / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 

Ringkasan 
Justifikasi 

: Jenis dan jumlah sarana prasarana pada masing-masing gangguan : 
a) Ketersediaaan sarana dan prasarana DALKARHUTLA yang dimiliki oleh PT 

Dharma Hutani Makmur Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 
Dan Kehutanan No. P.32/Menlhk/Setjen/ Kum.1/3/2016 dan jumlah regu 
inti, yaitu dirinci seperti tabel berikut: 

 

No Peralatan 

P.32/Menlh
k/Setjen/ 

Kum.1/3/20
16 

(Standar 
per Regu) 

Jumlah 
Regu 
Inti 
(2) 

Jumlah 
Kebutuha

n  
Alat 

Kondisi Prosentase (%) 

1. Topi Pengaman 15 30 30 Baik 100,00 
2. Lampu Kepala 15 30 30 Baik 100,00 
3. Kacamata Pengaman 15 30 30 Baik 100,00 
4. Masker dan Penutup Leher 15 30 30 Baik 100,00 
5. Sarung Tangan 15 30 30 Baik 100,00 
6. Sabuk 15 30 30 Baik 100,00 
7. Peples 15 30 30 Baik 100,00 
8. Peluit 15 30 30 Baik 100,00 
9. Ransel 15 30 30 Baik 100,00 
10. Sepatu Pemadam 15 30 30 Baik 100,00 
11. Baju Pemadam 15 30 30 Baik 100,00 
12. Kaos 15 30    
13. Kaca Mata Pemadam 15 30 30 Baik 100,00 
14. Kantong Tidur 15 30 30 Baik 100,00 
15. Ransel standard 15 30 30 Baik 100,00 
16. Tenda 2 4 4 Baik 100,00 
17. PeralatanStandar Perbengkelan 1 set 2 set 2 Baik 100,00 
18. P3K 2 4 4 Baik 100,00 
19. Peralatan Penerangan 1 2 2 Baik 100,00 
20. Peralatan Memasak 1 2 2 Baik 100,00 
21. Peralatan Evakuasi dan 

Penyelamatan 
1 2 2 Baik 100,00 

22. Teropong 1 2 1 Baik 50,00 
23. Kapak 2 Fungsi 4 8 8 Baik 100,00 
24. Parang/ golok 10 20 20 Baik 100,00 
25. Pacul 3 6    
26. Sekop 6 12 12 Baik 100,00 
27. Garu tajam 6 12    
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28. Garu pacul 3 6 6 Baik 100,00 
29. Gepyok/Pemukul Api 8 16 8 Baik 50,00 
30. Pompa punggung 10 20 20 Baik 100,00 
31. Obor Tetes 1 2 2 Baik 100,00 
32. Kikir 2 4 4 Baik 100,00 
33. Pompa Induk 1 2 2 Baik 100,00 
34. Pompa Apung 2 4 3 Baik 75,00 
35 Pompa Jinjing 3 6 7 Baik 100,00 

Perlengkapan Pompa       
36. -  Nozel 5 10 22 Baik 100,00 
37. -  Selang ( meter) 50 100 100 Baik 100,00 
38. ·  Tangki Air lipat 5 10 10 Baik 100,00 
39. Chain Saw 1 2 2 Baik 100,00 
40. Mobil Pemadam 1 2 1 Baik 50,00 
41. Mobil Tangki 1 2 2 Baik 100,00 
42. Kendaraan roda 2 2 4 3 Baik 75,00 
43. Kendaraan roda 4 (logistic & 

pengangkut peralatan) 
2 4 2 Baik 50,00 

44. GPS 1 2 2 Baik 100,00 
45. Radio Genggam 4 8 8 Baik 100,00 
46. Radio Mobil 1 2 2 Baik 100,00 
47. Megaphone 1 2 4 Baik 100,00 

 Rata-rata Prosentase  88,30 

 

b) Sarana Prasarana Perlindungan dan Pengamanan Hutan (PAMHUT) 
No

. 
Deskripsi Satuan Jumlah Keterangan 

1 Pos Security Unit 2  
2 Komputer Pcs 1  
3 Helm Pcs 12  
4 Sepatu Kerja Pasang 12  
5 Rompi Pcs 12  
6 Peluit Pcs 12  
7 Pentungan Pcs 12  
8 Senter Pcs 2  
9 Parang Pcs 1  
10 Perlengkapan 

memasak 
Set 2  

11 Radio HT/ Telepon 
Seluler 

Set 2  

12 Mobil Unit 1  
13 Mess Kamar 1 Pos 33 dan Pos 

Estate 
14 Ruang Kerja Kantor Unit 1  

 
c) Sarana Prasarana Pengendalian Hama Penyakit Tanaman 

No Deskripsi Satuan Lokasi Keterangan 

1 Knapsack Unit 3 Pengendali ulat penggulung 
daun tinggi < 1,2 – 3 m 

2 Mistblower Unit 3 Pengendali ulat penggulung 
daun tinggi 1,2 – 3 m 

3 Fogger Unit 1 Pengendali hama penghisap 
pucuk tinggi > 3 m 

4 Jerigen 
Langsir 

Pcs 20 Alat bantu langsir larutan 
insektisida 

5 Bak 
Perendam
an 

Pcs 1 Pemakaian di lokasi kegiatan 
tanam 

 
Sarana prasarana gangguan hutan, ada sebagian belum lengkap sebagaimana 
yang terinci pada tabel di atas. Hasil pemeriksaan lapangan sarana prasarana 
perlindungan dan pengamanan hutan ketersediaannya belum maksimal sesuai 
Permen LHK P.32/Menlhk/Setjen/ Kum.1/3/2016 dan dalam kondisi berfungsi 
dengan baik. 

3. Verifier 
3.2.3  

: Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan 
pemanfaatan teknologi 
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Bobot : 1 

NILAI 
KINERJA 

: BAIK  / Nilai Aktual : 3 x 1 = 3 

Ringkasan 
Justifikasi 

: SDM Perlindungan dan Pengamanan Hutan PBPH PT Dharma Hutani Makmur 
saat ini, terdiri dari : 
a) Satpam/Security. 

Dengan luas areal ±28.950 ha, wajib memiliki minimal 5 (lima) orang 
anggota satpam/security. PT Dharma Hutani Makmur memiliki 5 personil 
SATPAMHUT, anatara lain: 
N
o Nama Pelatihan 

1 
Heribertus 
Manto - No. IJ/606/III/2019/Ditbinmas Tanggal 26 Maret 2019 

2 Jeri Uton - No. IJ/0349/II/2022/Ditbinmas Tanggal 10 Februari 2022 

3 Indra Lala - No. IJ/1038/III/2021/Ditbinmas Tanggal 24 Maret 2021 

4 M Iqbal - No. IJ/050/II/2024 Tanggal 21 Januari 2024 

5 Jeksen Daniel - No. 6810/KTA/IX/2024/ Ditbinmas Tanggal 08 
September 2024 

 
b) Regu DALKARHUTLA 

Dengan luas areal ±28.950 ha, wajib memiliki sekurang-kurangnya 2 regu” 
dan pada pasal 32 ayat 1  jumlah personil per regu sekurang-kurangnya 
terdiri dari 1 (satu) orang kepala regu dan 14 (empat belas) orang anggota 
brigdalkarhutla. Regu DALKARHUTLA PT DHM anatar lain : 

REGU 1 REGU 2 

N
o Nama Pelatih

an No Nama Pelatih
an 

1 
Sulaiman 

(Ketua Regu) 
Ada 1 

La Ode Rezki Afrizal 

(Ketua Regu) 
Ada 

2 Ade Ichwan  Ada 2 Karunia Fajar Nugraha Ada 

3 Alexander Sambo  Ada 3 M. Darmawan Ada 

4 Asmin Syuryangto  Ada 4 M. Nasran Ada 

5 Beny Febrian  Ada 5 M. Andi Suwito Ada 

6 Dadang Nur Cahyo  Ada 6 M. Mauliddan Sagala Ada 

7 Damai Putra Jaya Harefa  Ada 7 Pernando Tua Napitupulu Ada 

8 Eri Suprianto Ada 8 Reynaldi Sihombing Ada 

9 Febri Pujanta Ginting  Ada 9 Reynanda S. Brahmana Ada 

10 Ferdi Kurnia Ginting  Ada 10 Ryan Hidayat Ada 

11 Gagan Firman Nur Iman  Ada 11 Salomo Marbun Ada 

12 Hasan Basri  Ada 12 Sendi Ada 

13 Indra Pramuja  Ada 13 Surianto Ada 

14 Jumadil Awal  Ada 14 Toni Hiromanius Ada 

15 Khabil Azhari  Ada 15 Yudar Minto Ada 

 
c) Regu Pendukung 
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Terdapat regu pendukung yang terdiri dari seluruh karyawan PT Dharma 
Hutani Makmur. 

d) Masyarakat Peduli Api 
Terdapat masyarakat peduli api (MPA) pada desa binaan dengan 1 regu 
dari desa Enggelam.. 

 
SDM perlindungan hutan PT Dharma Hutani Makmur telah menggunakan 
teknologi dalam perlindungan hutan dengan memanfaatkan website hotspot 
SiPONGI dalam pemantauan hotspot. 
Dengan demikian SDM perlindungan hutan PT Dharma Hutani Makmur telah 
proporsional dan  memiliki kualifikasi, serta SDM Perlindungan dan 
Pengamanan Hutan telah memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan 
kegiatan perlindungan hutan. 

4. Verifier 
3.2.4  

: Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/preventif/ represif) 

Bobot : 2 

NILAI 
KINERJA 

: SEDANG  / Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 

Ringkasan 
Justifikasi 

 a) Berdasarkan pemeriksaan terhadap hasil kegiatan perlindungan dan 
pengamanan hutan yang terkait dengan : 
c) Tindakan preemtif, dinilai telah sepenuhnya sesuai dengan SOP, aksi di 

lapangan berupa Sosialisasi terpadu kepada masarakat 3 desa sekitar 
secara formal terkait perlindungan dan pengamanan hutan, Kawasan 
lindung dan flora fauna;  

d) Tindakan preventif, dinilai telah sepenuhnya sesuai dengan SOP, aksi 
di lapangan berupa 1) Penempatan pos portal security; 2) Penyediaan 
anggota satpam/security yang berkualifikasi; 3) Penyediaan 2 regu inti 
dalkarhutla dengan total personil 30 orang yang berkualifikasi; 4) Patroli 
dilakukan oleh Team Perlindungan hutan; 5) Monitoring hotspot dengan 
satelit SiPongi; 6) Penyediaan peralatan pengendalian kebakaran hutan 
(jenis dan jumlah masih kurang sesuai dengan PermenLHK Nomor: 
P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016); 7) Memiliki Plang FDR; 8) Memiliki 
water point sebagai sumber air saat terjadi kebakaran; 9) Memasang 
plang-plang himbauan dilarang membakar hutan, illegal logging,  
berburu satwa liar di kawasan lindung. 

e) Tindakan refresif, terdapat bukti laporan terkait informasi pengendalian 
kebakaran yang dilaporkan ke instansi terkait. 

 
PBPH PT Dharma Hutani Makmur belum melakukan pelaporan  terkait 
gangguan perambahan hutan, pencurian kayu/ illegal logging dan perburuan 
satwa kepada instansi yang berwewenang. 
 

Nilai Kinerja 
Indikator 3.2  

: ( 12 / 15 ) x 100 % = 80 %  ( SEDANG ) 
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Indikator 3.3 : 

Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat 
pemanfaatan hutan 

1. Verifier 3.3.1  

 

: Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap 
komponen fisik dan kimia 

Bobot : 1 

NILAI 
KINERJA 

: BAIK / Nilai Aktual : 3 x 1 = 3 

Ringkasan 
Justifikasi 

: a) PBPH PT DHM telah memiliki beberapa standar prosedur terkait 
pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan 
kimia termasuk pengelolaan limbah B3, seperti yang disajikan pada 
tabel di bawah ini: 
 

No Jenis Dampak 
Lingkungan 

Prosedur yang Tersedia 

1. Pengukuran 
curah hujan 

SOP Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, No. 
017-DHM-EHS-SOP, Tanggal Terbit: 1 Desember 
2016, Tanggal Revisi/Revisi Ke-: 03 Juli 2023/1. 

Dalam SOP dijelaskan tentang pengambilan data 
untuk suhu udara dan kelembaban udara, namun 
untuk pengukuran curah hujan dan hari hujan belum 
terdeskripsikan dalam SOP ini. 

2. Pengukuran 
suhu udara dan 
kelembaban 
udara 

3. Pengelolaan 
limbah B3 

- SOP Pengelolaan Limbah B3, No. 009-DHM-
HSE-SOP, Tanggal Terbit 1 Desember 2016, 
Tanggal Revisi/Revisi ke- : 24 April 2025/2.. 

- SOP Pedoman Pengelolaan Limbah Domestik 
dan Limbah Non-B3, No. 008-DHM-EHS-SOP, 
Tanggal Terbit 1 Desember 2016, Tanggal 
Revisi/Revisi ke- : 2 Desember 2021/1.. 

- SOP Pedoman Penyimpanan Limbah B3, No. 
009-DHM-EHS-SOP, Tanggal Terbit 1 Desember 
2016, Tanggal Revisi/Revisi ke- : 2 Desember 
2021/1.  

4. Pengelolaan 
limbah domestik 

5. Pengelolaan 
persemaian 

- SOP Operasi Pembibitan (Acacia Seedling), No. 
001-DHM-NSY-SOP, Tanggal Terbit 1 Desember 
2016, Tanggal Revisi/Revisi ke- : --/0.  

- SOP Operasi Pembibitan (Eucalyptus Seedling), 
No. 002-DHM-NSY-SOP, Tanggal Terbit 1 
Desember 2016, Tanggal Revisi/Revisi ke- : --/0.  

- SOP Pembibitan Acacia mangium, No. 003-
DHM-NSY-SOP, Tanggal Terbit 1 Desember 
2016, Tanggal Revisi/Revisi ke- : --/0.  

6. Penanaman dan 
Pengayaan 
Tanaman 

SOP Pedoman Pengelolaan Kawasan Lindung, No. 
023-DHM-EHS-SOP, Tanggal Terbit: 1 Desember 
2016, Tanggal Revisi/Revisi Ke-: 18 September 
2023/1. 

7. Pemeliharaan 
tanaman 

8. Pemantauan 
kualitas air 
sungai 

SOP Pemantauan dan Pengukuran Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja dan Lingkungan, No. 003-DHM-
EHS-SOP, Tanggal Terbit: 1 Desember 2016, 
Tanggal Revisi/Revisi ke-: 2 Desember 2021/1.  

9. Pemantauan 
kualitas tanah 

- SOP Pedoman Pemantauan Kepadatan, 
Ketebalan Lapisan Top Soil & Kesuburan Tanah, 
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No. 014-DHM-EHS-SOP, Tanggal Terbit: `1 
Desember 2016, Tanggal Revisi/Revisi ke-: --/0.  

- SOP Pemantauan dan Pengukuran Kesehatan 
dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan, No. 
003-DHM-EHS-SOP, Tanggal Terbit: 1 Desember 
2016, Tanggal Revisi/Revisi ke-: 2 Desember 
2021/1 

10. Pengukuran 
debit air sungai 

SOP Pemantauan Debit Air Sungai, No. 018-DHM-
HSE-SOP, Tanggal Terbit: 1 Desember 2016, 
Tanggal Revisi/Revisi ke-: 1 Maret 2025/2 11. Pengukuran 

tinggi muka air 
sungai 

12. Pengukuran 
sedimentasi 
sungai 

SOP Sedimentasi Sungai No. 038-DHM-EHS-SOP, 
Tanggal terbit 7 Juli 2021, Tanggal Revisi/ Refisi ke- 
/0 

13. Pengukuran 
Erosi Tanah 

SOP Pemantauan Erosi Tanah, No. 004-DHM-HSE-
SOP, Tanggal Terbit : 1 Desember 2016, Tanggal 
Revisi/Revisi ke-: 15 Januari 2025/3.  

 

b) Prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen 
fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3, sesuai dengan 
dokumen lingkungan dan ketentuan terkait. 

 
2. Verifier 3.3.2 : Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan 

dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan 
limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai 

Bobot : 1 

NILAI 
KINERJA 

: SEDANG  / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 

Ringkasan 
Justifikasi 

: Keberadaan sarana prasarana dan alat untuk penanganan dampat fisik 
dan kimia termasuk pengelolaan B3 yang dimiliki PBPH PT Dharma 
Hutani Makmur saat ini (audit penilikan ke-1) meliputi : 

No Sarana Prasarana Jumla
h Lokasi Keterangan 

1. Pengukur curah 
hujan (ombrometer) 

1 Estate DHM Ada 

2. Pengukur suhu dan 
kelembaban udara 
(thermohigrometer) 

1 Estate DHM Ada 

3. Debit air sungai 1 Sungai Emboyong Ada 

4. Sedimentasi sungai - - Belum ada 

5. TPS Limbah B3 1 Estate DHM Ada 

6. TPA Sampah 
Organik dan 
Anorganik 

1 Estate DH Ada 

7. Laju Erosi 2 - COMPT : B045 RKT 
2024 

- COMPT : A176 RKT 
2023 

Pemantaua 
erosi belum 
dilakukan di 
lokasi 
Kawasan 
lindung. 

8. Persemaian 2 - Central Nursery 
(S0°3'9" ; E 116°8'8") – 
tanaman produksi 

Ada 
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- Estate DHM (S0°3'3" ; 
E 116°8'1") – anakan 
alam dan jenis buah. 

9. Kualitas Air secara 
laboratorium 

2 x 
setahu
n 

- S. Emboyong 
- S. Banau 

S. Enggelam  

Ada 

10. Kualitas Tanah 
secara laboratorium 

2 x 
setahu
n 

Kawasan konservasi Ada 

11. Kualitas Udara 
Ambien 

2 x 
setahu
n 

- Estate DHM 
- Kantor Desa Enggelam 

Ada 

12. Kebisingan 2 x 
setahu
n 

Genset House Estate DHM Ada 

 

PT Dharma Hutani Makmur memiliki personil SDM yang 
berkompeten/berkualifikasi dalam kegiatan pengelolaan dan pemantauan 
dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan B3 
sebagai berikut: 

a) GANISPH Binhut atas nama Hendri Samitra, S.Kom dengan No. 
Register : 03230017688 sesuai Persetujuan Penugasan 
GANISPH No. 110325024 tanggal 10 Maret 2025 dan masa 
berlaku penugasan s.d tanggal 27 Maret 2028 serta Penempatan 
No. 111774602929 tanggal 12 Maret 2025 dengan masa berlaku 
s.d tanggal 27 Maret 2028. 

b) GANISPH Binhut atas nama Muhammad Fadhil Akbar dengan No. 
Register : 03240021521 sesuai Persetujuan Penugasan 
GANISPH No. 11062432 tanggal 21 Juni 2024 dan masa berlaku 
penugasan s.d tanggal 31 Januari 2026 serta Penempatan No. 
114580073052 tanggal 12 Maret 2025 dengan masa berlaku s.d 
tanggal 31 Januari 2026 

Dengan demikian tersedia sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan 
pemantauan dampak terhadap komponen  fisik dan kimia termasuk 
pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan dan/atau 
ketentuan terkait, dan didukung dengan SDM yang kompeten dalam 
bidang lingkungan, namun tidak proporsional. 

3. Verifier 3.3.3 

 

: Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen 
fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen 
lingkungan 

Bobot : 2 

NILAI 
KINERJA 

: SEDANG / Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 

Ringkasan 
Justifikasi 

: Implementasi pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen 
fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sebagian sudah dilakukan 
oleh PT Dharma Hutani Makmur. Pelaksanaan pengelolaan dan 
pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk 
pengelolaan limbah B3 terekam dengan baik sesuai dengan dokumen 
lingkungan dan/atau ketentuan terkait. Namun demikian dari hasil 
pemantauan uji laboratoriun monitoring kualitas air, memiliki kondisi di 
atas ambang batas yang dipersyaratkan khususnya untuk air bersih, air 
minum, air sungai. 
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Dengan demikian pengelolaan dampak terhadap komponen fisik dan 
kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang dilakukan, belum seluruhnya 
dapat mengurangi dampak lingkungan yang terjadi 

 

Nilai Kinerja 
Indikator 

3.3 

: ( 9 / 12 ) x 100% = 75 %  ( SEDANG ) 

 

Indikator 3.4 : 

Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang 
(rare), terancam punah (threatened) dan endemik 

 
1. Verifier 3.4.1 : Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi 

dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH 

Bobot : 1 

NILAI KINERJA : BAIK  / Nilai Aktual : 3 x 1 = 3 

Ringkasan 
Justifikasi 

: PBPH PT Dharma Hutani Makmur memiliki prosedur untuk pelaksanaan 
kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, 
jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH yaitu : 

- SOP Identiɚkasi Flora dan Fauna, No. 019-DHM-EHS-SOP, Tanggal 
Terbit: 1 Juli 2018, Tanggal Revisi/Revisi ke-: 18 September 2023/3. 

- SOP Pengelolaan dan Pemantauan Flora dan Fauna, No. 019-DHM-
HSE-SOP, Tanggal Terbit: 1 Juli 2018, Tanggal Revisi/Revisi ke-: 8 
Februari 2025/5 

 

Dalam penyusunannya, prosedur telah mengacu kepada ketentuan yang 
berlaku diantaranya Permen LHK RI no. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 
12/2018, tanggal 28 Desember 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa 
dilindungi, Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari 
No. SE.7/PHL/PUPH/HPL.1/10/2022 tanggal 14 Oktober 2022 tentang 
perlindungan satwa liar yang dilindungi di dalam areal kerja Perizinan 
Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH),  Instruksi Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan RI Nomor : INS.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2022 
tanggal 17 Juni 2022 tentang Perlindungan Satwa Liar Atas Ancaman 
Penjeratan dan Perburuan Liar di dalam dan di luar Kawasan Hutan serta 
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang 
Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati Dalam 
Pembangunan Berkelanjutan. 

2. Verifier 3.4.2  Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau 
langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH 

Bobot : 2 

NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 

Ringkasan 
Justifikasi 

: a) Pada rentang waktu audit implementasi kegiatan identifikasi flora dan 
fauna tertuang dalam laporan yaitu : 
- Laporan Identifikasi flora dan fauna (dilakukan 1 x dalam satu 

tahun); 
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- Laporan Monitoring dan Evaluasi Keanekaragaman Hayati, 
(dilakukan 3 tahun sekali)  

b) Berdasarkan laporan identifikasi tersebut diverifikasi terdapat 
beberapa yang tidak sesuai dengan prosedur sebagai berikut : 
1) Penandaan awal pada pohon dapat dengan pita warna atau tagging pada 

kondisi lebih lanjut, tidak dilakukan.. 
2) Pembuatan Peta Identifikasi Flora dilindungi dalam skala 1 : 10.000, tidak 

dibuat. 
3) Data hasil identifikasi fauna belum dilakukan untuk seluruh kelompok 

yaitu baru dilakukan pada kelompok mamalia, aves dan reptile, 
sedangkan pada kelompok serangga belum dilakukan. 

3. Verifier 3.4.3 : Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi 
dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH 

Bobot : 2 

NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 

Ringkasan 
Justifikasi 

: Tersedia dokumen laporan / hasil pencatatan data dari  kegiatan 
identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, 
terancam punah dan endemik di areal PBPH PT Dharma Hutani Makmur.  
Informasi hasil identifikasi terhadap keberadaan flora dan fauna di areal 
PT Dharma Hutani Makmur dilakukan secara lengkap berdasarkan status 
perlindungannya, keterancamannya dan perdagangannya.  Namun 
demikian hasil identifikasi tidak didukung dengan rekaman yang memadai 
dokumentasi berupa foto dari hasil perjumpaan di lapangan yang 
dilengkapi dengan tanggal dan koordinat lokasi. 

Nilai Kinerja 
Indikator 3.4 

: ( 11 / 15 ) x 100%  = 73,33%  ( SEDANG ) 

 

Indikator 3.5 : 

Pengelolaan flora dan fauna untuk : 
1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak 

rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT) 
2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan 

terancam punah serta endemik hasil dari kegiatan identifikasi 
1. Verifier 3.5.1 

 

: Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna 
yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik 

Bobot : 1 

NILAI KINERJA : BAIK  / Nilai Aktual : 3 x 1 = 3 

Ringkasan 
Justifikasi 

: PBPH PT Dharma Hutani Makmur memiliki prosedur untuk pelaksanaan 
kegiatan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, 
jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH antara lain yaitu : 

- SOP Pengelolaan Flora dan Fauna Dilindungi Nomor 026-DHM-EHS-
SOP, Terbit 1 November 2018, Revisi Tanggal 18 September 2023/2. 
SOP telah mengacu Surat Edaran saya Nomor 7 Tahun 2022 tentang 
Perlindungan Satwa Liar yang Dilindungi di Dalam Areal Kerja 
Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), Instruksi Menteri 
LHK Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perlindungan Satwa Liar Atas 
Ancaman Penjeratan dan Perburuan Liar di Dalam dan di Luar 
Kawasan Hutan yang menjadi kewajiban pemegang konsesi Perizinan 
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Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), Instruksi Presiden Republik 
Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan 
Pelestarian Keanekaragaman Hayati Dalam Pembangunan 
Berkelanjutan dan Permen LHK 106/2018 Perubahan kedua atas 
Permen LHK 20/2018 tentang Tumbuhan dan Satwa Dilindungi. 

- SOP Pengelolaan dan Pemantauan Flora dan Fauna No. 019-DHM-
HSE-SOP Terbit tanggal 1 Juli 2018, Revisi tanggal 08 Februari 
2025/5. 
SOP telah mengacu Surat Edaran saya Nomor 7 Tahun 2022 tentang 
Perlindungan Satwa Liar yang Dilindungi di Dalam Areal Kerja 
Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), Instruksi Menteri 
LHK Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perlindungan Satwa Liar Atas 
Ancaman Penjeratan dan Perburuan Liar di Dalam dan di Luar 
Kawasan Hutan yang menjadi kewajiban pemegang konsesi Perizinan 
Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), Instruksi Presiden Republik 
Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan 
Pelestarian Keanekaragaman Hayati Dalam Pembangunan 
Berkelanjutan, Permen LHK 106/2018 Perubahan kedua atas Permen 
LHK 20/2018 tentang Tumbuhan dan Satwa Dilindungi, UU No.32 
Tahun 2024 Perubahan atas UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi 
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan PermenLHK No. 17 
Tahun 2024 tentang Penyelamatan Jenis Satwa. 

Dalam penyusunannya, prosedur telah mengacu pada ketentuan yang 
berlaku dan mencakup kegiatan perlindungan flora dan fauna yang 
dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. 

2. Verifier 3.5.2 

 

: Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau 
langka, jarang, terancam punah dan endemik 

Bobot : 2 

NILAI KINERJA : BAIK  / Nilai Aktual : 3 x 2 = 6 

Ringkasan 
Justifikasi 

: Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi di lapangan terdapat 
kesesuaian implementasi dengan prosedur yang dimiliki antara lain 
sebagai berikut : 
a) Terdapat pengalokasian Kawasan lindung sebagai upaya penyediaan 

habitat dan perlindungan terhadap flora dan fauna dilindungi. 
b) Terdapat upaya untuk menjaga dan memelihara Kawasan lindung 

sebagai upaya penyelamatan habitat flora dan fauna dari gangguan 
yaitu dengan cara penataan batas, patroli perlindungan dan 
pegamanan, rehabilitasi Kawasan lindung dan sosialisasi kepada 
karyawan dan masyarakat desa sekitar hutan. 

Dengan demikian implementasi kegiatan pengelolaan flora dan fauna 
yang dilindungi di dalam areal PBPH telah sesuai dengan prosedur 

3. Verifier 3.5.3 : Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam 
punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH 

Bobot : 2 

NILAI KINERJA : SEDANG  / Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 

Ringkasan 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Dharma Hutani Makmur telah menetapkan kawasan lindung 
berdasarkan Keputusan Direktur PT Dharma Hutani Makmur  Nomor 
07/DIR/DHM/VIII/2021, Tanggal 10 Agustus 2021, sehingga berfungsi 
untuk perlindungan habitat flora dan fauna langka, jarang, terancam 
punah dan endemik atau lintasan / home range fauna. 
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b) Kawasan lindung telah terpelihara dengan dilakukan penataan batas 
pada Sebagian Kawasan lindung dan terdapat papan larangan 
perambahan, illegal logging dan perburuan flora fauna. 

c) Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap areal yang dialokasikan 
untuk habitat flora / home range / lintasan satwa, kondisi penutupan 
hutannya banyak yang sudah tidak sesuai kondisi biofisiknya. 
Terdapat gangguan pada sempadan sungau berupa kebun sawit oleh 
masyarakat. 

d) Dengan demikian dikarenakan masih adanya gangguan di Kawasan 
lindung, sehingga kondisi flora dan fauna dilindungi, langka, jarang, 
terancam punah dan endemik masih terdapat gangguan. 

Nilai Kinerja 
Indikator 3.5 

: ( 11 / 15 ) x 100% = 73,33%  ( SEDANG ) 

 

4. SOSIAL 
Indikator 4.1 : 

Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah 
masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam 

areal PBPH Hutan Produksi. 
 

1. Verifier 4.1.1 
 

: Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak- hak dasar 
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi 
areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.  

Bobot : 1 
NILAI KINERJA : BAIK  / Nilai Aktual : 3 x 1 = 3 
Ringkasan 
Justifikasi 

: PBPH PT Dharma Hutani Makmur memiliki prosedur identifikasi 
keberadaan dan hak- hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau 
masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan 
batas secara partisipatif tertuang dalam : 
a. SOP Pengakuan Hak-Hak Dasar Masyarakat Hukum Adat & 

Masyarakat Setempat No.Dokumen : 003-DHM-SSL-SOP Revisi 1, 
tanggal 5 Oktober 2024 

b. SOP Prosedur Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu No. Dokumen 
: 005-DHM-SSL-SOP Revisi 1 tanggal 1 Desember 2021 

c. SOP Prosedur Pemetaan Stakeholder & Stakeholder Engagement 
No.Dokumen : 013-DHM-SSL-SOP Revisi 1 tanggal 5 Oktober 
2024 

d. SOP Hasil Hutan Bukan Kayu No. Dokumen : 017-DHM-SSL-SOP 
Revisi 1 tanggal 8 September 2023 

e. SOP Studi Dampak Sosial No. Dokumen : 020-DHM-SSL-SOP 
Revisi 1 tanggal 5 Oktober 2024 

f. SOP Batas Partisipatif No. Dokumen : 019-DHM-SSL-SOP Revisi 2 
tanggal 5 Oktober 2024 

Prosedur tersebut telah mengakomodir keberadaan hak-hak dasar 
masyarakat dan telah mengacu kepada peraturan yang berlaku.  
Diantaranya pada SOP Hasil Hutan Bukan Kayu, telah sesuai dengan 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 
2021, dimana pada tahapan kegiatannya telah menjelaskan proses-
proses perijinan,  jenis-jenis usaha dan peredaran hasil hutan bukan kayu, 
rehabilitasi dan perlindungan serta pengamanan hutan, penelitian dan 
pengembangan terkait pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). 
PBPH PT Dharma Hutani Makmur memiliki SOP/prosedur terkait deliniasi 
dan penandaan batas wilayah masyarakat hukum adat dan/ atau 
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masyarakat setempat dan SOP yang ada telah mengacu kepada 
pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku 
dan peraturan lainnya. 

2. Verifier 4.1.2 
 

: Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan 
hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat 

Bobot : 1 
NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 
Ringkasan 
Justifikasi 

: PBPH PT Dharma Hutani Makmur telah memliki dokumen rekaman yang 
berisi data dan informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan 
hak-hak dasar masyarakat hukum adat/masyarakat yang tertuang dalam : 
1. Laporan Kajian Sosial Mapping di Desa-desa Sekitar IUPHHK-HTI PT 

Dharma Hutani Makmur Tahun 2022, berdasarkan dokumen 
tersebut secara administrasi areal PT DHM masuk wilayah Desa 
Enggelam (Kec. Muara Wis), Lamin Telihan dan Lamin Pulut (Kec. 
Kenohan) 

2. Revisi RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 tahun periode 2015 s.d 
2024 atas nama PT Dharma Hutani Makmur berdasarkan Keputusan 
Menteri Kehutanan No. SK.1374/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2019 
tanggal 18 Februari 2019 

3. RKTPH PBPH PT Dharma Hutani Makmur Tahun 2023 & 2024 yang 
disyahkan secara self approval oleh Direktur PT Dharma Hutani 
Makmur 

4. Project Plan CD CSR PT Dharma Hutani Makmur Tahun  2023 dan 
Tahun 2024. Dokumen ini menjelasakan rencana kegiatan dan 
anggaran kelola sosial dengan sasaran desa 

5. Laporan Identifikasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT) 
pada Kawasan IUPHHK-HTI PT Dharma Hutani Makmur Provinsi 
Kalimantan Timur Tahun 2022 (pada KBKT 5 dan KBKT 6). KBKT 5 
berupa sungai dan sempadan sungai seluas 4.647 Ha dan KBKT 6 
berupa makam leluhur masyarakat Enggelam seluas 0,04 Ha (lokasi 
makam belum teridentifikasi seluruhnya). 

6. Laporan Inventarisasi Hasil Hutan Non Kayu (HHNK) Tahun 2022. 
Teridentifikasi di Blok A yang berada pada kawasan lindung dan 
seluruh blok lainnya yang berada di sempadan Sungai. Inventarisasi 
HHNK yaitu sarang lebah madu hutan, bambu (1 lokasi), rotan 2 
lokasi, ikan 6 lokasi, tanaman obat dan buah-buahan terdapat 5 
lokasi. 

7. Laporan Pendahuluan Hasil Survei Studi Penilaian Dampak Sosial PT 
Dharma Hutani Makmur tanggal 23 – 30 April 2025 oleh Konsultan 
SlarR (laporan akhir masih dalam proses penyelesaian). 

8. Data Area Klaim PT Dharma Hutani Makmur yang teridentifikasi 
sampai awal tahun 2024 yaitu seluas 3.162,3 ha yang dilakukan oleh 
masyarakat Desa Enggelam dan Dusun Malong Desa Lamin Telihan 
yang berada di Blok A, B, C, E. (areal klaim belum seluruhnya 
teridentifikasi)   

Kegiatan identifikasi keberadaan hak-hak masyarakat setempat yang telah 
dilaksanakan pada tahun 2023 - 2024, dan  

- belum sesuai dengan target volume kegiatan rencana kerja; 
- tersedia rekaman / dokumentasi hasil kegiatan identifikasi tersedia 

lengkap, berupa Peta Sebaran Desa, laporan Laporan Identifikasi 
kawasan KBKT, Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan 
Laporan Pendahuluan Studi Dampak Sosial 

- Hasil kegiatan belum seluruhnya sesuai dengan pedoman teknis/ 
ketentuan yang diberlakukan, terdapat dokumen atau Peta terkait 
pemanfaatan HHBK oleh masyarakat sekitar di arealnya secara 
lengkap 
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Wawancara dengan wakil masyarakat sekitar dengan wakil masyarakat 
Desa Enggelam (Bpk. Sinyeng/ Ketua BPD) dan wakil masyarakat Lamin 
Telihan (Bpk. Ropi Eriandi/Kaur Keuangan & Ibu Karlina Sapitri/ Kaur 
Perencanaan), diperoleh informasi bahwa bahwa kegiatan yang masih 
dilakukan oleh masyarakat sekitar antara lain : mencari ikan, mencari 
madu dan berladang/berkebun di areal PT Dharma Hutani Makmur, 
sedangkan berburu sudah hampir tidak ada lagi karena lokasinya cukup 
jauh dan PT Dharma Hutani Makmur memiliki sebagian dokumen 
monitoring HHBK yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. 

 
Berdasarkan uraian diatas PT Dharma Hutani Makmur telah memiliki 
rekaman yang berisi data dan informasi hasil pelaksanaan identifikasi 
keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau 
masyarakat setempat, namun belum seluruhnya.  Dimana dokumen 
Pemetaan Stakeholders, makam/kuburan dan  laporan HHNK belum 
diperbaharui sesuai prosedur. 

 
PBPH PBPH PT Dharma Hutani Makmur memiliki sebagian rekaman 
yang berisi data dan informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan 
dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat 
setempat. 
 

3. Verifier 4.1.3 
 

 Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di 
areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau 
masyarakat setempat sesuai prosedur 

Bobot : 2 
NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 
Ringkasan 
Justifikasi 

: PBPH PT Dharma Hutani Makmur memiliki hasil deliniasi dan 
implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang 
dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat 
meliputi : 
a) Deliniasi areal perladangan tertuang pada Peta Identifikasi Areal 

Claim Tahun 2023 Skala 1 : 50.000, teridentifikasi seluas 3.162,3 ha. 
Merupakan luasan areal klaim dari areal yang telah dikelola oleh PT 
DHM di lokasi yang belum di LC (pencapaian 100%) 

b) Peta Wilayah Desa di Dalam Areal Konsesi PT DHM tertuang Peta 
Wilayah Desa di Areal PT Dharma Hutani Makmur Skala 1 : 120.000.  
Dimana terdapat 7 desa, yang terluas yaitu Desa Enggelem 22.933 
ha.  Sedangkan desa lainnya Desa Lamin Telihan 3.163,2 ha, Desa 
Kahala 1.023 ha, Desa Lamin Pulut 694,7 ha, Desa Kahala Ilir 594,9 
ha, Desa Sakaq Lotoq 150 ha, Desa Muara Batuq 34,1 ha dan Dusun 
Malong Desa Lamin Telihan 4,7 ha (baru identifikasi di peta, 
sebesar 50 %). 

c) Peta NKT 5 tertuang Laporan Identifikasi KBKT PT DHM Tahun 2022 
dan Peta Sungai PT Dharma Hutani Makmur Tahun 2023, dimana 
panjang sungai 298,2 km yang sebagian digunakan sebagai areal 
mancing masyarakat (pencapaian 100 %) 

d) Peta dan penandaan lokasi areal kerjasama PHBM dengan 
masyarakat, tersedia lengkap( 100 %) 

e) Penandaan lokasi NKT 6, dari informasi terdapat 12 lokasi makam di 
areal PT DHM (Hasil pertemuan Lembaga Adat Besar Kukar, 
Lembaga Adat Desa Engelam dan PT DHM tanggal 10 Februari 
2023) dan berdasarkan Rekapan Daftar Makam/Kuburan yang telah 
diketahui Kepala Adat dan Kepala Desa Desa Enggelam terdapat 12 
kuburan/makam, PT DHM telah menyelesaikan relokasi dan acara 
ritual sebesar Rp. 50.000.000,- per makam ( tersedia bukti 
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pembayarannya), yang teridentifikasi ada 2 makam atau sebesar 
16,67 % 

Hasil observasi lapangan :  
1) Batas partisipatif antara desa Enggelam dengan areal PT DHM 

dengan koordinat S = 0° 6,552’ dan E = 116° 11.143’  
2) Lokasi PHBM Metiana (desa Enggelam) dengan koordinat S = 0° 

3,042’  dan E = 116° 8,248’  
3) Lokasi PHBM Sarah (desa Enggelam) dengan koordinat S = 0° 

2,973’  dan E = 116° 8,440’ 
4) Lokasi Kuburan alm. Lakin (warga desa Enggelam) dengan 

koordinat S = 0° 3,587’  dan E = 116° 8,398’ 
5) Lokasi Kuburan alm. Nonyong (warga desa Enggelam) dengan 

koordinat S = 0° 5,882’  dan E = 116° 10,258’ 
6) Lokasi Klaim an. Kolam (warga desa Enggelam) di Blok B  

dengan koordinat S = 0° 2’ 31,26” dan E = 116° 5’ 28,24” 
7) Lokasi Klaim an. Ajon (warga desa Enggelam) di Blok B dengan 

koordinat S = 0° 2’ 32,71” dan E = 116° 5’ 10,94” 
 

PBPH PT  Dharma Hutani Makmur telah melakukan deliniasi dan 
penandaan batas secara partisipatif terhadap  areal yang dikuasai oleh 
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sebesar 73,33 % 
dari target dalam rencana kerja, yang didukung rekaman yang lengkap 
sesuai pelaksanaan dan prosedur. 

Nilai Kinerja 
Indikator 

: ( 9 / 12 ) x 100 %  =  75,00 %  ( SEDANG ) 
 

 

Indikator 4.2 : 

Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan 
terukur 

1. Verifier 4.2.1 
 

: Tersedia laporan pemetaan potensi konflik 

Bobot : 2 
NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 
Ringkasan 
Justifikasi 

: Dokumen PT Dharma Hutani Makmur terkait verifier ini meliputi : 
a) Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Tahun 2023, 

dengan status level TERKENDALI ( score 57 %), sudah 
disampaikan ke Dinas Kehutanan Propinsi Kaltim (ada tanda terima 
namun tidak ada tanggalnya), sedangkan untuk BPHL XIII tidak 
terdapat bukti tanda terima. 

b) Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Tahun 2024, 
dengan status level TERKENDALI ( score 57 %), sudah 
disampaikan ke Dinas Kehutanan Propinsi Kaltim (ada tanda terima 
namun tidak ada tanggalnya), sedangkan untuk BPHL XIII tidak 
terdapat bukti tanda terima. 

c) Berdasarkan hasil telaahan terhadap seluruh laporan sesuai 
dimaksud point b), diketahui laporan dibuat : 

- Telah mengacu pada PermenLHK Nomor P.8 Tahun 2021 
Lampiran V 

- mencakup sebagian potensi konflik yang ada teridentifikasi 
 
Hasil telaahan terhadap dokumen Laporan Pemetaan Potensi dan 
Resolusi Konflik yang tersedia, masih ditemukan nama perusahaan lain 
dalam laporan tersebut, dan laporan PT Dharma Hutani Makmur yang ada 
dibuat 1 tahun sekali sedangkan sesuai PermenLHK Nomor P.8 Tahun 
2021 (Lampiran V) laporan dibuat setiap 6 bulan sekali dan dilaporkan 
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kepada instansi berwenang (Dinas Kehutanan dan BPHL) sesuai tata 
waktunya.  

Hasil observasi lapangan dan wawancara dengan Asisten SSL diketahui 
bahwa potensi konflik yang terjadi di PT Dharma Hutani Makmur meliputi 
konflik/klaim lahan, hasil uji petik di lapangan  : 

a) Lokasi Klaim an. Kolam (warga desa Enggelam) di Blok B  dengan 
koordinat S = 0° 2’ 31,26” dan E = 116° 5’ 28,24” (luas perkiraan 5 
ha) 

b) Lokasi Klaim an. Ajon (warga desa Enggelam) di Blok B dengan 
koordinat S = 0° 2’ 32,71” dan E = 116° 5’ 10,94” (luas perkiraan 2 
Ha) 

Hasil wawancara dengan pemerintahan Desa Enggelam dan Desa Lamin 
Telihan menyatakan selama tidak ada konflik terbuka antara PT Dharma 
Hutani Makmur dengan Masyarakat sekitar, kecuali ada kasus klaim lahan 
dan makam yang telah diselesaikan dengan membayar biaya relokasi dan 
ritualnya. 

PBPH PT Dharma Hutani Makmur memiliki sebagian dokumen/laporan 
pemetaan potensi dan resolusi konflik sesuai PermenLHK Nomor : P.8 
Tahun 2021 Lampiran V) dan dilaporkan kepada Instansi berwenang 
(Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim saja, sedangkan BPHL XIII tidak tersedia 
tanda terima). 
 
PBPH PT Dharma Hutani Makmur memiliki laporan hasil identifikasi 
konflik, akan tetapi belum mencakup seluruh potensi konflik dan 
belum disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan serta 
belum dilaporkan secara periodik 6 bulan sekali. 
 

2. Verifier 4.2.2 : Tersedia mekanisme resolusi konflik 
 

Bobot : 1 
NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 
Ringkasan 
Justifikasi 

: PBPH PT Dharma Hutani Makmur telah memiliki mekanisme resolusi 
konflik yang tertuang dalam prosedur sebagai berikut : 
a) SOP Penanganan Tuntutan, Keluhan, Permohonan Bantuan dan 

Pembalakan Liar No. Dokumen : 001-DHM-SSL-SOP tanggal 1 
Desember 2016 

b) SOP Prosedur Pemetaan Stakeholder dan Stakeholder 
Engagement No. Dokumen : 013-DHM-SSL-SOP Revisi 1 tanggal 8 
September 2023 

c) SOP Prosedur Penyelesaian Konflik Lahan No. Dokumen : 018-
DHM-SSL-SOP Revisi 1 tanggal 1 Januari 2023 

d) SOP Penyelesaian Tumpang Tindih No. 023-DHM-SSL-SOP Rev.0 
tanggal 20 Januari 2023 

e) SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan No. Dokumen :  021-
DHM-SSL-SOP Revisi 1 tanggal 8 September 2023 

f) SOP Penanganan Keluhan/Ketidakpuasan (Grievance) No. 025-
DHM-SSL-SOP Rev.0 tanggal 20 September 2023 

Prosedur-prosedur diatas telah mencakup semua potensi konflik yang 
meliputi konflik lahan, konflik sosial, konflik pembalakan liar (illegal 
logging), konflik terkait perlindungan dan pengamanan hutan dari 
kegiatan kabakaran, huru-hara dan perburuan satwa yang dilindungi.   
Berdasarkan hasil telaahan terhadap dokumen prosedur resolusi konflik 
sesuai dimaksud butir  diatas) : 

- Belum mencakup seluruh potensi konflik yang teridentifikasi; 
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- Telah disosialisasikan kepada pihak terkait, namun belum 
disepakati para pihak 

 
Berdasarkan pernyataan Asisten SSL prosedur tersebut telah 
disosialisasikan kepada masyarakat dan telah ada MoU dengan Desa 
Enggelam. Hal ini juga dibenarkan oleh responden pemerintahan Desa 
Enggelam dan Staf Kantor Desa. Hingga saat ini masih banyak warga 
masyarakat yang belum selesai permasalahan lahannya dengan PT 
Dharma Hutani Makmur, karena belum menyepakati proses resolusi 
konfliknya. 
Hasil telaah terhadap prosedur/SOP Penyelesaian Konflik Sosial yang 
pada referensi pada SOP telah mencantumkan P.8 tahun 2021  dan SOP 
ini telah disosialisasikan kepada masyarakat, namun belum disepakati 
para pihak (masyarakat sekitar). 
PBPH PT Dharma Hutani Makmur memiliki mekanisme resolusi konflik 
dalam bentuk prosedur dan belum  mengakomodir seluruh potensi konflik 
yang ada, telah disosialisasikan namun belum disepakati oleh para 
pihak.  

3. Verifier 4.2.3 
 

: Tersedia   kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan 
pendanaan 

Bobot : 1 
NILAI KINERJA : BAIK / Nilai Aktual : 3 X 1 = 3 
Ringkasan 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Dharma Hutani Makmur telah memiliki kelembagaan 
penanganan konflik yang tertuang dalam Struktur Organisasi 
Penyelesaian Konflik, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 
001/EM/DHM/VIII/2024 tentang Kelembagaan Penyelesaian Konflik 
Direksi PT Dharma Hutani Makmur. 

b) Berdasarkan dokumen ini bagian yang bertanggung jawab dalam 
menangani konflik ditingkat Estate Bakayan adalah Estate Manager 
dan Bidang SSL. Lampiran dari SK ini yaitu Struktur Organisasi 
Penyelesaian Konflik, yaitu: 

 Estate Manager :  Raslin Situmeang 
 Askep SSL         :  Hendri Samitra 
 Asisten SSL       :  Febri Pujanta Ginting dan Indra Pramuja 
 Estate Manager dibantu SSL, Security dan Stake Holder 

(Kepala Desa, Aparat Pemdes, Kepala Adat dan Muspika Kec. 
Muara Wis & Kec. Kenohan) 

c) PBPH PT Dharma Hutani Makmur telah menyiapkan anggaran untuk 
penyelesaian konflik yang dibuat setiap tahun, untuk tahun 2023 
sebesar Rp. 662.821.000,- dan tahun 2024 sebesar Rp. 
129.241.000,- 

PBPH PT Dharma Hutani Makmur memiliki Struktur Lembaga 
Penyelesaian Konflik dengan SDM yang cukup dengan mengikutsertakan 
Pihak Eksternal dalam hal ini Kepala Desa, Kepala Adat,  Tokoh 
Masyarakat sekitar dan Muspika terkait lainnya dalam menangani kasus 
atau konflik yang timbul, serta didukung dengan sumberdaya manusia 
dan memiliki pendanaan yang memadai. 
Di dalam pelaksanaan penyelesaian konflik, penanggungjawab 
penyelesaian konflik melakukan koordinasi internal maupun pihak 
eksternal baik pihak klaimer atau pemerintah ditingkat desa ataupun 
ditingkat Kecamatan, Kabupaten pada kondisi tertentu ditingkat Provinsi 
jika dipandang perlu. PT Dharma Hutani Makmur memiliki pendanaan 
yang baik dalam penyelesaian konflik hal ini terlihat dari penyelesain 
konflik yang dilakukan terhadap masyarakat dimana tersedia rencana 
pendanaan penyelesaian konflik setiap tahunnya. 
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PBPH PT Dharma Hutani Makmur memiliki struktur organisasi/lembaga 
penanganan konflik yang melibatkan para pihak, serta telah menyiapkan 
Rencana Kerja Penyelesaian Konflik Tahun 2023 & Tahun 2024 sesuai 
dengan kebutuhan yang pengalokasiannya menurut tahapan 
penyelesaian konflik berdasarkan ketentuan peraturan perundangan. 
 

4. Verifier 4.2.4 
 

: Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan 
konflik 

Bobot : 1 
NILAI KINERJA : SEDANG/ Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 
Ringkasan 
Justifikasi 

 PBPH PT Dharma Hutani Makmur telah menyusun rencana resolusi 
konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik sebagai berikut :  
a. Kebutuhan Anggaran Penyelesaian Konflik PT Dharma Hutani 

Makmur Tahun 2023 sebesar Rp. 662.821.000,- dengan luas target 
penyelesaian konflik 1.093,7 Ha (klaim di Blok A, B, C dan E)), 
skema penyelesaian PHBM dan Tali Asih, task list (pertemuan 
dengan tokoh masyarakat dan pemerintah desa, meeting internal, 
pengajuan rencana kemitraan dan lainnya dan anggaran biaya) dan 
PIC 

b. Kebutuhan Anggaran Penyelesaian Konflik PT Dharma Hutani 
Makmur Tahun 2024 sebesar Rp. 129.241.000,- dengan luas target 
penyelesaian konflik 408,8 Ha (klaim di Blok A dan B), skema 
penyelesaian PHBM, task list (pertemuan dengan tokoh masyarakat 
dan pemerintah desa, meeting internal, pengajuan rencana 
kemitraan dan lainnya dan anggaran biaya) dan PIC 

Pada dokumen ini dijelaskan mengenai lokasi estate, nama kasus/klaimer, 
luas target, jenis konflik, skema penyelesaian, task list, need support, 
biaya, hingga PIC.  
Pada Tahun 2024 terdapat sisa klaim lahun tahun 2023 seluas 2.999 ha 
dan tambahan klaim baru seluas 163,3 ha dengan total klaim seluas 
3.162,3 ha, dan konflik yang telah diselesaikan pada tahun 2024 seluas 
127,8 ha, hingga akhir tahun 2024 masih tersisa 3.035 ha, progres 
penyelesaian konflik masih dalam tahap negosiasi.   
PBPH PT Dharma Hutani Makmur telah menyusun rencana  anggaran 
resolusi konflik berdasarkan hasil pemetaan konflik yang dibuat setiap 
tahun yang memuat sasaran, tata waktu dan alokasi SDM & biaya, namun 
dalam penyusunannya belum melibatkan para pihak. 
 

5. Verifier 4.2.5 
 

: Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi 

Bobot : 2 
NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 
Ringkasan 
Justifikasi 

 PBPH PT Dharma Hutani Makmur memiliki dokumen pelaksanaan 
penanganan konflik yang ada areal meliputi : 
a) Berdasarkan laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik tahun 

2023, klaim lahan yang direncanakan diselesaikan seluas 1.093,7 
Ha ha dan realisasi yang telah diselesaikan dengan Tali Asih/GRTT 
seluas 799,3 ha (73,08 %), sisa konflik seluas 2.999 Ha 

b) Berdasarkan laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik tahun 
2024, sisa konflik klaim lahan tahun 2023 seluas 2.999 ha dan 
terdapat klaim baru seluas 163,3 ha sehingga total klaim seluas 
3.035 ha dan rencana yang akan diselesaikan pada tahun 2024 
seluas 408,8 ha dan terealisasi seluas 127,8 Ha ( 31,26 %), sisa 
konflik sampai akhir 2024 seluas 3.035 Ha, saat ini masih dalam 
proses penyelesaian/negosiasi. 
Rata-rata penyelesaian konflik PT Dharma Hutani Makmur selama 
periode audit sebesar 52,17 % 
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c) Berita Acara Kronologi Pencabutan Tanaman di Petak A305 
(BA/002/SSL-DHM/II/2024) tanggal 16 Januari 2024 an. Nansyah 
(minta Ganti Rugi sebesar Rp. 50.000.000) 

d) Berita Acara Kronologi Pencabutan Tanaman di Petak A128 
(BA/001/SSL-DHM/II/2024) tanggal 4 Februari 2024 an. Simon 
(masih proses penyelesaian) 

e) Berita Acara Claim Compartemen A 156 an. Ibu Yakin dan Ibu 
Kembang, tanggal 4 Jun 2024 (diselesaikan dengan PHBM) 

f) Berita Acara Claim Compartemen B 072 an. Ciin, tanggal 24 Juni 
2024 (masih proses penyelesaian) 

PBPH PT Dharma Hutani Makmur telah merealisasikan penanganan 
konflik di lapangan mencapai rata- rata 52,17 % dari rencana 
penanganan konflik, terdokumentasi, dilaporkan kepada instansi yang 
berwenang, namun tidak sesuai dengan tata waktunya. 

Nilai Kinerja 
Indikator 

: ( 15 / 21 ) x 100 %  = 71,43 %  ( SEDANG ) 
 

 

Indikator 4.3 : 

Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak 
 

1. Verifier 4.3.1 
 

: Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau 
masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh 
aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH. 

Bobot : 1 
NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 
Ringkasan 
Justifikasi 

: PBPH PT Dharma Hutani Makmur telah memiliki data dan informasi 
masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas 
pengelolaan SDH yang tertuang dalam : 
a) Peta Wilayah Desa di Dalam Areal Konsesi PT DHM tertuang Peta 

Wilayah Desa di Areal PT Dharma Hutani Makmur Skala 1 : 
120.000.  Dimana terdapat 7 desa, yang terluas yaitu Desa 
Enggelem 22.933 ha.  Sedangkan desa lainnya Desa Lamin Telihan 
3.163,2 ha, Desa Kahala 1.023 ha, Desa Lamin Pulut 694,7 ha, 
Desa Kahala Ilir 594,9 ha, Desa Sakaq Lotoq 150 ha, Desa Muara 
Batuq 34,1 ha dan Dusun Malong Desa Lamin Telihan 4,7 ha. 

b) Revisi RKUPHHK-HTI (Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil 
Hutan Kayu Hutan tanaman Industri) untuk jangka waktu 10 tahun 
periode 2015 s.d 2024 atas nama PT Dharma Hutani Makmur 

c) Peta Batas Administrasi Desa PBPH PT Dharma Hutani Makmur 
Skala 1 :150.000 

d) Daftar Tenaga Kerja dari lokal PT Dharma Hutani Makmur Tahun 
2023 dan Tahun 2024, rata-rata 39,98 % 

e) Daftar Kontraktor yang ada di PT Dharma Hutani Makmur tahun 
2023 ada 6 kontraktor (2 dari lokal), terdapat karyawan lokal 
sebanyak 54 orang 

f) Laporan Pengelolaan Pemanfaatan Hasil Bukan Bukan Kayu Tahun 
2022, dalam dokumen tersebut terdapat informasi HHBK yang 
masih dimanfaatkan oleh masyarakat di areal PT Dharma Hutani 
Makmur 

g) Laporan Identifikasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT) 
pada Kawasan IUPHHK-HTI PT Dharma Hutani Makmur Provinsi 
Kalimantan Timur Tahun 2022 (pada NKT 5 dan NKT 6) 

h) Laporan Kajian Sosial Mapping (Sosmap) di Desa-desa Sekitar 
IUPHHK HTI PT Dharma Hutani Makmur Tahun 2022 
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i) BA Serah Terima Bantuan kegiatan Community Development PT 
Dharma Hutani Makmur Tahun 2023 – 2024, tersedia sebagian. 

j) Laporan Pendahuluan Hasil Survei Studi Penilaian Dampak Sosial 
PT Dharma Hutani Makmur tanggal 23 – 30 April 2025 oleh 
Konsulatan SlarR (laporan akhir masih dalam proses penyelesaian) 

k) Data klaim lahan yang ada di areal PT Dharma Hutani Makmur 
belum seluruhnya teridentifikakasi  

l) Lokasi makam/kuburan masyarakat yang ada di areal PT Dharma 
Hutani Makmur belum diidentifikasi seluruhnya 

m) Kerjasama Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) PT 
Dharma Hutani Makmur dengan masyarakat sekitar 

 Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen sebagaimana 
dimaksud butir a) : 
- Data dan informasi belum mencakup seluruh desa yang berada 

di sekitar areal  
        PBPH PT Dharma Hutani Makmur 
- Sebagian belum dilakukan updating setiap 5 (lima) tahun sekali. 

 
Berdasarkan dokumen yang tersedia diketahui bahwa, PT Dharma Hutani 
Makmur telah memiliki data dan informasi masyarakat yang terlibat, 
tergantung dan terpengaruh.  Sebagian data belum diperbaharui sesuai 
prosedur diantaranya : data klaimer keseluruhan, data pemanfaat 
HHBK, makam/kuburan dan data masyarakat penerima bantuan 
(BA). 
 
PBPH PT Dharma Hutani Makmur memiliki sebagian dokumen atau data    
dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat 
yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH 
oleh pemegang PBPH belum lengkap dan belum diperbaharui dalam 
lima tahun terakhir. 
 

2. Verifier 4.3.2 
 

: Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif 
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat. 

Bobot : 1 
NILAI KINERJA : BAIK / Nilai Aktual : 3 x 1 = 3 
Ringkasan 
Justifikasi 

: PBPH PT Dharma Hutani Makmur telah menetapkan kebijakan atau 
prosedur terkait peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat 
hukum adat dan/atau masyarakat setempat, tertuang dalam : 
a) SOP Pembangunan Tanaman Kehidupan Bersama Masyarakat 

(PTKBM) No. Dokumen : 004-DHM-SSL-SOP disetujui tanggal 1 
Desember 2016 

b) SOP Program Pertanian Terpadu No. Dokumen : 007-DHM-SSL-
SOP disetujui tanggal 1 Desember 2016 

c) SOP Kelola Sosial No. Dokumen : 014-DHM-SSL-SOP Rev.1 
tanggal 5 Oktober 2024 

d) SOP Kemitraan (Tanaman Kehidupan) No Dokumen : 022-DHM-
SSL-SOP Rev.1 tanggal 5 Oktober 2024 

e) SOP Partisipasi Masyarakat dengan Pola Kemitraan (HTR) 
Dokumen : 012-DHM-SSL-SOP Revisi 1 tanggal 5 Oktober 2024 

f) SOP Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan (HTR-PK) No. 
Dokumen : 015-DHM-SSL-SOP Revisi 2 tanggal 5 Oktober 2024 

g) SOP Penetapan Program, Anggaran, dan Pelaporan CSR No. 009-
DHM-SSL-SOP Rev.0 tanggal 1 Desember 2016 

h) SOP Pelaksanaan Program No 010-DHM-SSL-SOP Rev.1 tanggal 5 
Oktober 2024 

i) SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu No. 005-DHM-SSL-SOP 
Rev.1 tanggal 1 Desember 2021 
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j) SOP Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) No. 017-DHM-SSL-SOP 
Rev.1 tanggal 1 Januari 2023 

Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen sesuai dimaksud butir 
tersebut diatas), dinilai telah mencakup seluruh kegiatan terhadap 
masyarakat setempat dan diimplementasikan dalam Realisasi kegiatan 
kelola sosial/CSR PT Dharma Hutani Makmur : 

1. Realisasi kegiatan kelola sosial/CSR PT Dharma Hutani Makmur 

2. Kerjasama Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) 

3. Kesepakatan-kesepakatan lainnya 

 
Hasil telaahan terhadap dokumen dan hasil wawancara dengan wakil 
masyarakat sekitar diperoleh informasi bahwa masyarakat sekitar telah 
mendapatkan informasi dan mengetahui terkait kegiatan operasional PT 
Dharma Hutani Makmur di wilayahnya 

PBPH PT Dharma Hutani Makmur memiliki mekanisme terkait 
peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat telah 
disosialisasikan kepada masyarakat setempat, dan sudah diimplementasi 
melalui program PMDH/CSR dan Kerjasama kesepakatan PHBM, serta 
telah  mendapat persetujuan dari masyarakat setempat. 

3. Verifier 4.3.3 
 

: Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya 
peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau 
masyarakat setempat 

Bobot : 1 
NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 
Ringkasan 
Justifikasi 

: PBPH PT Dharma Hutani Makmur telah memiliki dokumen rencana 
mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat 
yang meliputi : 
a) Revisi RKUPHHK-HTI (Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil 

Hutan Kayu Hutan tanaman Industri) untuk jangka waktu 10 tahun 
periode 2015 s.d 2024 atas nama PT Dharma Hutani Makmur 
berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.1374/MenLHK-
PHPL/UHP/HPL.1/2/2019 tanggal 18 Februari 2019 

b) RKT Tahun 2023 dan Tahun 2024 disahkan secara self approval, 
terdapat pada poin Kelestarian Fungsi Sosial yang meliputi : 
Pelatihan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas 
SDM 

c) Project Plan Community Development PT Dharma Hutani Makmur 
Tahun 2023 dan tahun 2024 

d) Nota Kesepakatan (MoU) antara PT DHM dengan Pemerintah Desa 
Enggelam, yang ditandatangani pada tanggal 11 Mei 2021,  salah 
satu point nya terkait kerjasama PHBM dan Fee Kayu Alam. 

e) Nota Kesepahaman (MoU) antara PT Dharma Hutani Makmur 
dengan Pemerintah Desa Lamin Telihan tanggal 5 Februari 2022 

f) Kesepakatan kerjasama antara PT Dharma Hutani Makmur dengan 
masyarakat sekitar terkait program Pengelolaan Hutan Bersama 
Masyarakat (PHBM) 

Hasil verifikasi terhadap dokumen perencanaan diatas yaitu : 
1. Telah tersedia dokumen perencanaan jangka panjang (RKU) Tahun 

2015-2024.  
2. Perencanaan yang tertuang pada dokumen RKTPH Tahun 2023 dan 

2024, belum seluruhnya sesuai dengan dokumen Project Plan CD-
CSR Tahun 2023 dan 2024  

Hasil wawancara dengan pendamping Auditor Sosial dan wakil 
pemerintahan Desa Lamin Telihan dan Desa Enggelam, diperoleh 
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informasi bahwa kegiatan PT Dharma Hutani Makmur belum ada 
program kegiatan ekonomi berkelanjutan yang direncanakan bersama-
sama yang mengakomodir aspirasi masyarakat. 
PBPH PT Dharma Hutani Makmur memiliki dokumen rencana pemegang 
PBPH mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif 
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, namun belum 
mengakomodir aspirasi masyarakat. 
 

4. Verifier 4.3.4 
 

: Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif 
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui 
pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan 
lainnya 

Bobot : 2 
NILAI KINERJA : SEDANG  / Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 
Ringkasan 
Justifikasi 

: PBPH PT Dharma Hutani Makmur telah melakukan implementasi kegiatan 
peningkatan ekonomi produktif masyarakat, pada periode tahun 2023 - 
2024 (sesuai data yang tersedia) yaitu : 

a) Dalam Laporan Kegiatan CSR-CD Tahun 2023 tidak ada 
realisasinya (0%) dan Tahun 2024 realisasinya sebesar 19,64 
%, rata-rata 9,82 %. 

b) Jumlah karyawan PT Dharma Hutani Makmur pada tahun 2023 
sebanyak 142 orang  dan karyawan kontraktor sebanyak 185 
orang dan total sebanyak 327 orang, dimana ada 54 orang 
diantaranya merupakan tenaga kerja lokal, atau (16,51%).  

c) Tahun 2024 terdapat karyawan HRMS/Staf sebanyak 48 orang 
dan PKWT ada 97 orang, Total ada 145 orang dan yang berasal 
lokal ada 92 orang (63,45 %) 

d) Tahun 2023 ada 6 kontraktor dan 2 kontraktor berasal dari lokal 
(35,55 %), Tahun 2024 tidak ada kontraktor 

e) Realisasi Kerjasama PHBM Tahun 2023 - Tahun 2024 seluas 53,5 
ha (14 orang) dari 168 ha yang direncanakan (87 orang) = 31,84 
%. 

Sehingga persentase implementasi kegiatan peningkatan ekonomi 
masyarakat sekitar oleh PT Dharma Hutani Makmur  sebesar :                                                                                                                            
             ( 9,82 + 16,51 + 63,45 + 35,55 + 31,84 ) % : 5 =  31,43 % ( < 50%) 
PBPH PT Dharma Hutani Makmur telah mengimplementasikan kegiatan 
peningkatan ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau 
masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi 
produktif berkelanjutan lainnya, mencapai 31,43 % (< 50 %) dari rencana, 
tersedia rekamannya dan dapat dibuktikan kesesuaiannya di lapangan. 
 

Nilai Kinerja 
Indikator 

: (11 / 15 ) X 100 %  =  73,33 %  (SEDANG) 
 

 

Indikator 4.4 : 

Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan 
yang berlaku 

1. Verifier 4.4.1 
 

: Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial 
dan lingkungan Pemegang PBPH  

Bobot : 2 
NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 
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Ringkasan 
Justifikasi 
 

: PBPH PT Dharma Hutani Makmur memiliki hasil identiifikasi kebutuhan 
masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan 
masyarakat terdampak yang menjadi desa binaan, yang tertuang pada 
MoU sebagai berikut  : 

1. Nota Kesepahaman (MoU) antara PT Dharma Hutani Makmur 
dengan Pemerintah Desa Enggelam tanggal 11 Mei 2021 

2. Nota Kesepahaman (MoU) antara PT Dharma Hutani Makmur 
dengan Pemerintah Desa Lamin Telihan tanggal 5 Februari 
2022 

 
Materi MoU atau Nota Kesepakatan antara PT Dharma Hutani Makmur 
(Pihak Pertama) dan Pemerintah Desa Enggelam/Desa Lamin Telhan 
(Pihak Kedua), point pentingnya antara lain : 

 
1) Sebelum Pihak Pertama melaksanakan kegiatan operasional, Pihak 

Pertama menjamin lahan/belukar yang sudah dikelola masyarakat 
untuk tidak dikerjakan terlebih dahulu sebelum ada musyawarah 
antara para pihak. 

2) Para pihak sepakat untuk melakukan kerjasama atas lahan bekas 
garapan yang masuk dalam Kawasan IUPHHK HTI Pihak Pertama 
yang masuk dalam wilayah administrasi Pihak Kedua dengan Pola 
Kemitraan Kehutanan/Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat 
(PHBM), dengan ketentuan pembagian hasil produksi tanaman 
acasia Sp/eucalyptus Sp dengan ketentuan masyarakat Pihak 
Kedua mendapat Rp 10.000/ton dengan luasan maksimal 1.250 ha.  
Sedangkan Pemerintah Desa Pihak Kedua sebesar Rp 15.000/ton 
dengan total maksimal seluas 438 ha. 

3) Pihak Pertama melalui kegiatan CSR akan melakukan Program Desa 
Binaan pada Pihak Kedua, akan dirumuskan oleh Pihak Pertama dan 
diinformasikan kepada Pihak kedua sehingga program desa bisa 
terukur dan terarah sesuai harapan masyarakat untuk peningkatan 
kesejahteraan masyarakat setempat.  Pihak Pertama bersedia 
memberikan bantuan secara berkelanjutan sesuai kebutuhan Pihak 
Kedua 

4) Kompensasi pemanfaatan kayu bulat alam sebesar Rp 25.000/m³ 
5) PT DHM akan melakukan perbaikan jalan poros dari Desa Enggelam 

ke Desa Lamin Pulut dan jalan poros dari Dusun Ketibeh ke Desa 
Lamin yang merupakan akses utama Pihak Kedua 

6) Penerimaan tenaga kerja mengutamakan tenaga kerja dari desa-
desa sekitar dengan memperhatikan kompetensi dan persyaratan 
tenaga kerja. 

 
Hasil wawancara dengan Asisten SSL dan responden pemerintahan 
Desa Enggelam dan Desa Lamin Telihan, pihak PT Dharma Hutani 
Makmur ikut hadir dalam proses musrembang desa. Usulan dan 
masukan yang diperoleh selama proses Musrembang sebagian telah 
diakomodir oleh PT Dharma Hutani Makmur, tetapi belum dituangkan 
secara jelas jenis program prioritas yang disepakati dengan masyarakat 
sasaran program secara tertulis pada tahun berjalan 
 
PBPH PT Dharma Hutani Makmur memiliki sebagian dokumen/ laporan 
hasil identifikasi kebutuhan masyarakat sekitar dan program tanggung 
jawab sosial & lingkungan yang prosesnya melibatkan masyarakat desa 
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terdampak dan/atau pihak terkait lainnya, melalui forum komunikasi/ 
konsultasi/ koordinasi dan baru sebagian program prioritas  yang 
disepakati. 
 

2. Verifier 4.4.2 
 

: Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan 
lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan 

Bobot : 1 
NILAI KINERJA : SEDANG  / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 
Ringkasan 
Justifikasi 
 

: PBPH PT Dharma Hutani Makmur telah memiliki dokumen rencana kerja 
tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tertuang dalam : 

1) Revisi RKUPHHK-HTI (Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil 
Hutan Kayu Hutan tanaman Industri) untuk jangka waktu 10 tahun 
periode 2015 s.d 2024 atas nama PT Dharma Hutani Makmur 
berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 
SK.1374/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2019 tanggal 18 Februari 
2019. Pada dokumen ini dijelaskan rencana kelola sosial seperti 
perekonomian desa, kelembagaan, ketenagakerjaan, pendidikan, 
pemantauan sosial 

2) RKTPH Tahun 2023 dan 2024 disahkan secara self approval, 
tersedia Rencana Kelola Sosial pada tahun berjalan dan realisasi 
kelola sosial tahun sebelumnya 

3) Project Plan Community Development PT Dharma Hutani 
Makmur Tahun 2023 dan tahun 2024, terdapat rincian kegiatan 
sosial pada tahun berjalan 

4) Penerimaan tenaga kerja berasal dari masyarakat sekitar areal  

Hasil verifikasi terhadap dokumen perencanaan tanggung jawab sosial 
dan lingkungan tersebut : 

a) Telah tersedia dokumen perencanaan jangka panjang (RKU) 
dan perencanaan tahunan (RKT dan Project Plan CD CSR), 
namun kegiatan dan anggaran kelola sosial yang tertuang pada 
dokumen RKT Tahun 2023 dan 2024 belum seluruhnya sesuai 
dengan dokumen Project Plan CD-CSR Tahun 2023-2024. 

b) Sasaran program yang tertuang pada dokumen RKT dan Project 
Plan belum disajikan secara jelas (perlu dirinci kegiatannya pada 
masing-masing desa binaan). 

 

Hasil wawancara dengan bagian kelola sosial & wakil masyarakat sekitar, 
diperoleh informasi bahwa masyarakat telah mendapatkan sosialisasi 
terkait tanggung jawab sosial dari PT Dharma Hutani Makmur, namun 
belum mencakup seluruh program prioritas sasaran yang jelas 

PBPH PT Dharma Hutani Makmur telah memiliki dokumen perencanaan 
tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup sebagian 
program prioritas, tersedia SDM dan anggaran namun kegiatan dan 
sasaran yang tertuang pada dokumen perencanaan tahunan belum 
seluruhnya jelas dan sesuai.     

3. Verifier 4.4.3 
 

: Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan 
lingkungan oleh pemegang PBPH 

Bobot : 1 
NILAI KINERJA : BAIK  / Nilai Aktual : 3 x 1 = 3 
Ringkasan 
Justifikasi 
 

: PBPH PT Dharma Hutani Makmur memiliki mekanisme terkait 
implementasi tanggung jawab perusahaan kepada sosial dan lingkungan 
antara lain : 
1) SOP Kelola Sosial No. Dokumen : 014-DHM-SSL-SOP Rev.1 

tanggal 5 Oktober 2024 
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2) SOP Penetapan Program, Anggaran dan Pelaporan CSR No. 
Dokumen : 009-DHM-SSL-SOP Revisi 1 tanggal 1 Desember 2016 

3) SOP Pelaksanaan Program No. Dokumen : 010-DHM-SSL-SOP 
Revisi 1 tanggal 5 Oktober 2024 

4) SOP Program Sosial Infrastruktur No. Dokumen : 011-DHM-SSL-
SOP tanggal 1 Desember 2016 

5) SOP Prosedur Sosialisasi Terpadu No. Dokumen :  016-DHM-SSL-
SOP Revisi 3 tanggal 13 Januari 2025 

6) SOP Partisipasi Masyarakat dengan Pola kemitraan No. 012-DHM-
SSL-SOP Rev. 1 tanggal 5 Oktober 2024. 

7) SOP Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan (HTR-PK) No. 015-
DHM-SSL-SOP Rev. 2 tanggal 5 Oktober 2024 

Prosedur tersebut telah memuat seluruh program prioritas, tugas dan 
tanggung jawab para pihak dengan jelas serta telah disahkan oleh 
pejabat yang berwenang dan telah diimplementasikan dalam kegaiatan : 

a) Kerjasama program PHBM 
b) Kegiatan kelola sosial PT Dharma Hutani Makmur 
c) Penerimaan tenaga kerja yang berasal dari masyarakat sekitar 

PBPH PT Dharma Hutani Makmur memiliki mekanisme implementasi 
tanggung jawab perusahaan kepada sosial dan lingkungan yang 
menjamin terlaksananya program prioritas dan telah mendapat 
pengesahan dari yang berwenang. 

4. Verifier 4.4.4 
 

: 
 

Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan 
lingkungan oleh pemegang PBPH 

Bobot : 2 
NILAI KINERJA : SEDANG  / Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 
Ringkasan 
Justifikasi 
 

: PBPH PT Dharma Hutani Makmur telah melakukan kegiatan sosialisasi 
kepada masyarakat sekitar dengan bukti sebagai berikut : 

a) Berita Acara Kegiatan Sosialisasi Terpadu PT Dharma Hutani 
Makmur dengan Masyarakat Desa Enggelam tanggal 20 November 
2023, bertempat di Kantor Desa Enggelam dengan materi : 
Penyampaian Visi & Misi, RKT Tanam Tahun 2024, Resolusi Konflik, 
Program CD - CSR dan Lowongan kerja PT DHM (peserta 22 orang 
dan dilengkapi foto kegiatan) 

b) Berita Acara Kegiatan Sosialisasi Terpadu PT Dharma Hutani 
Makmur dengan Masyarakat Desa Lamin Telihan tanggal 23 
November 2023, bertempat di Kantor Desa Lamin Telihan dengan 
materi : Penyampaian Visi & Misi, RKT Tanam Tahun 2024, Resolusi 
Konflik, Program CD - CSR dan Lowongan kerja PT DHM (peserta 
15 orang dan dilengkapi foto kegiatan) 

c) Laporan Sosialisasi Terpadu PT Dharma Hutani Makmur dengan 
masyarakat Desa Lamin Telihan tanggal 2 Oktober 2024 bertempat 
di Kantor Desa Lamin Telihan dengan materi : Penyampaian Visi & 
Misi, RKT Tanam Tahun 2024, Resolusi Konflik, Program CD - CSR 
dan Lowongan kerja PT DHM (peserta 13 orang dan dilengkapi foto 
kegiatan) 

d) Laporan Sosialisasi Terpadu PT Dharma Hutani Makmur dengan 
masyarakat Desa Enggelam tanggal 10 Juni 2024 bertempat di 
Kantor Desa Enggelam dengan materi : Penyampaian Visi & Misi, 
RKT Tanam Tahun 2024, Resolusi Konflik, Program CD - CSR dan 
Lowongan kerja PT DHM (peserta 24 orang dan dilengkapi foto 
kegiatan) 

e) Laporan Sosialisasi Terpadu PT Dharma Hutani Makmur dengan 
masyarakat Desa Enggelam tanggal 10 Juni 2024 bertempat di 
Kantor Desa Enggelam dengan materi : Penyampaian Visi & Misi, 
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RKT Tanam Tahun 2024, Resolusi Konflik, Program CD - CSR dan 
Lowongan kerja PT DHM (peserta 24 orang dan dilengkapi foto 
kegiatan) 

 
Hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar diperoleh informasi 
bahwa PT Dharma Hutani Makmur telah melakukan kegiatan sosialisasi 
kepada masyarakat, namun tidak dilakukan setiap tahun serta tidak 
disampaikan terkait program prioritas tanggung jawab sosial dan 
lingkungan oleh pemegang PBPH. 
PBPH PT Dharma Hutani Makmur telah melakukan kegiatan sosialisasi 
kepada masyarakat sekitar terkait program prioritas tanggung jawab 
sosial dan lingkungan kepada masyarakat, akan tetapi tidak 
disampaikan terkait program prioritas tanggung jawab sosial dan 
lingkungan oleh pemegang PBPH. 
 

5 Verifier 4.4.5 
 

: Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh 
pemegang PBPH 

Bobot : 2 
NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 
Ringkasan 
Justifikasi 
 

: PBPH PT Dharma Hutani Makmur telah merealisasikan kegiatan 
tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat desa binaan 
meliputi : 

a) Laporan Rencana dan realisasi Kelola Sosial/CSR PT Dharma 
Hutani Makmur Tahun 2023 dan Tahun 2024 (78,86 %) 

b) BA Serah Terima kegiatan kelola sosial PT Dharma Hutani 
Makmur Tahun 2023 dan tahun 2024 

c) Pemanfaatan tenaga kerja dari Masyarakat sekitar tahun 2023 
dan 2024 (39,98 %) 

d) Kerjasama Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) 
tahun 2023 – 2024 (31,84 %)  

e) Pembayaran ganti rugi makam/kuburan yang tergusur ada 12 
makam/kuburan (Rp. 50.000.000/makam) total Rp. 
600.000.000,- 

Realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan PT 
Dharma Hutani Makmur rata-rata tahun 2023 - 2024 sebesar 78,86 % 
dan pemanfaatan tenaga kerja dari masyarakat lokal sebesar 39,98 % 
dan program PHBM mencapai 31,84 %, sehingga rata-rata keseluruhan 
sebesar  50,23 %. 

 
PBPH PT Dharma Hutani Makmur telah merealisasi pelaksanaan 
tanggung jawab Sosial dan lingkungan yang dapat dibuktikan di lapangan 
mencapai 50,23 % ( < 80 %) dari rencana, serta didukung dengan 
dokumentasi yang lengkap, dan telah dilaporkan ke instansi yang 
berwenang secara periodik. 

Nilai Kinerja 
Indikator 

: (17 / 24 ) x 100 %  = 70,83 %  (SEDANG) 
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Indikator 4.5 : 

Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja 
 

1. Verifier 4.5.1 
 

: Ketersediaan sarana hubungan industrial 

Bobot : 1 
NILAI KINERJA : BAIK / Nilai Aktual : 3 x 1 = 3 
Ringkasan 
Justifikasi 
 

: PBPH PT Dharma Hutani Makmur telah memiliki sarana hubungan 
industrial terhadap karyawannya tertuang dalam: 
a) Peraturan Perusahaan PT Dharma Hutani Makmur Tahun 2022-

2024, telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor 
KEP.560/356/B.PHI & Jamsostek/2022 tentang Pengesahan 
Peraturan Perusahaan PT Dharma Hutani Makmur Tahun 2022-
2024 yang berlaku sejak tanggal 2 Februari 2022 s/d 1 Februari 
2024 (saat ini PP yang baru dalam proses pengesahan), terdapat 
surat keterangan dari Disnaketrans Prov. Kaltim nomor : 
99/BHI/DTKT/2024 tanggal 1 Juli 2024 perihal bahwa PP PT 
Dharma Hutani Makmur masih dalam tahap penelitian isi dari PP 
kesesuaian dengan undang-undang ketenagakerjaan. 

b) Terdapat Surat Keterangan Direktur PT Dharma Hutani Makmur 
Nomor : 111/HRD/DHM/V/2025 tanggal 9 Mei 2025 tentang 
Pemberlakukan kembali Peraturan Perusahaan yang lama (periode 
2022-2024) hingga disahkan kembali Peraturan Perusahaan yang 
baru 

c) PT Dharma Hutani Makmur telah mengajukan permohonan 
pencatatan LKS Bipartit kepada Disnnakertrans dan telah dicatat 
dengan Nomor : 500/24/TK.2/12/2022 tanggal 6 Desember 2022 
ditanda tangan secara elektronik oleh Plt Kepala Dinas 
Transmigrasi dan Tenaga Kerja : M. Hatta, SE, M.Si (Pembina 
Tingkat I) 

d) Surat Keputusan Direksi PT Dharma Hutani Makmur (DHM) No: 
146/HRD/BHL-DHM/IX/2021 tanggal 6 September 2021 yang 
menyatakan kebijakan perusahaan yang memberikan 
kebebasan kepada para karyawan untuk membentuk dan 
mendirikan serta menjadi anggota Serikat Pekerja Perusahaan 
sebagai sarana terciptanya hubungan industrial yang harmonis 
dengan karyawan 

e) PT Dharma Hutani Makmur telah  memiliki dokumen keanggotaan 
organisasi pengusaha (APHI) sesuai dengan sertifikat keanggotaan 
dengan Nomor Keanggotaan : 551 

f) Tersedia dokumen Wajib Lapor Ketenagakerjaan PT Dharma Hutan 
Makmur yang disampaikan ke Disnakertrans Tahun 2024 
(dilaporkan pada 21 Mei 2024) 

g) Terdapat contoh SPK an. Pudin dan Plora (PKWT), telah sesuai 
dengan peraturan yang berlaku. 

h) Tidak ada karyawan dibawah umur dimana karyawan termuda an. 
Krisna (PKWT), pada waktu masuk kerja  berumur 18 tahun dan 2 
bulan 

i) PT DHM telah memiliki daftar peraturan perundang- undangan 
ketenagakerjaan yang tertuang pada Daftar Identifikasi Peraturan 
Tahun 2024, untuk seluruh bidang kegiatan termasuk peraturan 
ketenagakerjaan 

j) PT Dharma Hutani Makmur telah memiliki mekanisme penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial yang tertuang pada :  
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 Peraturan Perusahaan pada Bab XI tentang Penyelesaian 
Perbedaan Pendapat (Pasal 48) dan Prosedur Penyampaian 
dan Penanganan Keluh Kesah (Pasal 49). 

 SOP Hubungan Industrial No. ID Q & MIS Dokumen: 015-
DHM-HRD-SOP Revisi 0 disiapkan oleh HR Head, diperiksa 
oleh Estate Manager dan disetujui oleh Direktur tanggal 1 
September 2021, dimana terdapat tahapan dalam 
penanganan keluh kesah dan proses konseling 

 
PBPH PT Dharma Hutani Makmur telah memiliki dokumen sarana 
hubungan industrial yang legal dan lengkap dan telah memiliki 
mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang 
disepakati. 
 

2. Verifier 4.5.2 
 

: Implementasi kebijakan standar jenjang karier. 

Bobot : 1 
NILAI KINERJA : SEDANG  / Nilai Aktual : 2  x 1 = 2 
Ringkasan 
Justifikasi 
 

: PBPH PT Dharma Hutani Makmur memiliki mekanisme terkait standar 
jenjang karir yang dituangkan dalam : 

a) Struktur organisasi PT Dharma Hutani Makmur 
b) Peraturan Perusahaan (PP) PT Dharma Hutani Makmur 

Periode Tahun 2022-2024 Bab II Pasal 9 dan 10 tentang 
Jabatan/Grade Karyawan dan Promosi 

c) SOP Promosi (012-DHM-HRD-SOP) tanggal 1 Desember 2016 
d) SOP Pengembangan Karir (028-DHM-HRD-SOP) tanggal 1 

Desember 2016 
Implementasinya pada periode audit : 

Promosi an. AU (Mandor HSE, Fire dan Certification) status 
sebelumnya Grade B3 di promosikan menjadi Grade B4 tanggal 1 
April 2024 yang tersedia dokumen Promotion Proposal Form, 
Assement Form (Panel Review Session for promotion) dan penilaian 
karyawan 

Hasil wawancara dengan bagian HRD, diperoleh informasi bahwa sistem 
jenjang karir yang ada di PT Dharma Hutani Makmur sesuai dengan 
mekanisme yang ada terkait penilaian karyawan atau promosi 
berdasarkan hasil penlaian dari atasan diusulkan ke HR untuk mendapat 
persetujuan, selama ini proses promosi terhadap karyawan berjalan 
sesuai mekanisme yang ada. 

PBPH PT Dharma Hutani Makmur telah menunjukkan bukti implementasi 
kebijakan standar jenjang karir bagi karyawan, yang tertuang pada 
dokumen penilaian kinerja karyawan (an. AU) yang dilengkapi dengan 
Individual Performance Review serta Promotion Proposal Form.   

Berdasarkan bukti yang tersedia belum cukup untuk dapat menyimpulkan 
bahwa proses promosi telah berlangsung pada periode tahun 2023-2024, 
karena dokumen usulan dan realisasi promosi secara keseluruhan tidak 
tersedia. 
PBPH PT Dharma Hutan Makmur memiliki  kebijakan  standar jenjang 
karier yang berbasis kompetensi (pengetahuan, ketrampilan, sikap kerja), 
akan tetapi dokumen usulan dan realisasi promosi karyawan secara 
keseluruhan tidak tersedia. 
 

3. Verifier 4.5.3 
 

: Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier 

Bobot : 2 
NILAI KINERJA : BAIK / Nilai Aktual : 3 x 2 = 6 
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Ringkasan 
Justifikasi 
 

: 1) PBPH PT Dharma Hutan Makmur memiliki mekanisme 
pengembangan kompetensi SDM tertuang dalam Peraturan 
Perusahaan PT Dharma Hutan Makmur Periode 2022 - 2024 Bab IX 
Pasal 42 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kerja  

2) SOP Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Kerja (No dokumen 025-
BJA-HRD-SOP) tanggal 1 Desember 2016 

3) Implementasi pengembangan kompetensi SDM melalui rencana dan 
realisasi pengembangan karyawan melalui pelatihan sbb: 
a) Tahun 2023 rencana 8 jenis pelatihan dengan peserta 83 orang 

telah terealisasi 8 jenis pelatihan (100 %) dengan peserta 86 
orang (104 %) 

b) Tahun 2024 rencana 32 jenis pelatihanan dengan peserta 153 
orang telah terealisasi 32 pelatihan ( 100 %) dengan peserta 
165 orang (108 %) 

Rata-rata pengembangan kompetensi karyawan melalui pelatihan 
terhadap  karyawannya PT  Dharma Hutan Makmur sebesar untuk Jenis 
Pelatihan 100 % dan jumlah peserta 106 %, serta kompetensi pada 
jabatan/tugas seluruhnya terpenuhi. 
 
PBPH PT Dharma Hutani Makmur memiliki dokumen rencana 
pengembangan kompetensi SDM untuk pemenuhan kompetensi pada 
jenjang karir dan kebutuhan promosi, dan rata-rata terealisasi 100 % 
untuk jenis pelatihannya dengan peserta mencapai 106 % ( > 80%) untuk 
peserta, serta kompetensi pada jabatan/tugas seluruhnya terpenuhi. 

4. Verifier 4.5.4 
 

: Pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan 

Bobot : 2 
NILAI KINERJA : BAIK / Nilai Aktual : 3 x 2 = 6 
Ringkasan 
Justifikasi 
 

: Dokumen terkait tunjangan kesejahteraan karyawan PT Dharma Hutan 
Makmur dan implementasinya meliputi : 
a) Peraturan Perusahaan PT Dharma Hutan Makmur periode 2022 - 

2024, Bab V - VIII Pasal 21  - 39, tentang  Tunjangan kesejahteraan 
karyawan  

b) SK. Gubernur Kaltim Nomor :100.3.3.1/K.838/2023 tanggal 30 
November 2023 tentang Penetapan UMK Kab. Kutai Kartanegara 
Tahun 2024 (sebesar Rp. 3.536.506,28) 

c) Contoh Slip Gaji Karyawan Terendah an. ML, upah yang diterima dan 
tunjangan lainnya di atas UMK Kab. Kutai Kartanegara yang berlaku 

d) Bukti Pembayaran BPJS Kesehatan Karyawan PT Dharma Hutani 
Makmur (HRMS/Staf) bulan Maret 2025 sebesar Rp.10.817.024,- 
dan April 2025 sebesar Rp. 7.805.464,- dan untuk karyawan PKWT 
bulan Maret 2025 sebesar Rp. 8.720.897,- dan bulan April 2025 
sebesar Rp. 8.732.958,- disertai contoh kartu BPJS Ketenagakerjaan 
an. Nur Hadi dan Indri YS. 

e) Bukti Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan PT Dharma Hutani 
Makmur (HRMS/Staf) bulan Maret 2025 sebesar Rp.19.511.871,- 
dan April 2025 sebesar Rp.18.420.702,- dan untuk karyawan PKWT 
April 2025 sebesar Rp.32.750.187,-  contoh kartu BPJS Kesehatan 
an.Salomo Marbun, Laode Rezki Afrizal dan Arianto Alfianus Salu 

f) Saat ini Main Camp PT Dharma Hutani Makmur masih gabung 
dengan Camp PT Bakayan Jaya Abadi (satu Estate), dilengkapi 
dengan Klinik Perusahaan yang dilengkapi tenaga medis 1 (satu) 
orang dokter, 1 (satu) bidan dan 1 (satu) perawat, serta I (satu) unit 
mobil Ambulan, apabila terdapat karyawan yang sakit yang tidak 
dapat ditangani di Klinik langsung dirujuk ke Puskesmas terdekat 
( Melak ) atau langsung ke Samarinda. 
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g) Kondisi Fasilitas kesejahteraan (Kantor, Mes Karyawan, Kantin dan 
lainnya) di Camp PT Dharma Hutani Makmur, cukup lengkap dan 
memadai 

Wawancara dengan wakil karyawan (an. TT, PM, SPM dan IP), diperoleh 
informasi  bahwa PT Dharma Hutani Makmur memiliki  kebijakan 
pengupahan, tunjangan kepersertaan jaminan sosial ketengakerjaan dan 
fasilitas karyawan serta telah merealisasikan seluruh tunjangan 
kesejahteraan kepada karyawannya sesuai dengan peraturan yang 
berlaku 
PT Dharma Hutani Makmur memiliki  kebijakan pengupahan, tunjangan 
kepersertaan jaminan sosial ketengakerjaan dan fasilitas karyawan serta 
telah merealisasikan seluruh tunjangan kesejahteraan kepada 
karyawannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
 

Nilai Kinerja 
Indikator 

: ( 17 / 18 ) x 100 %  = 94,44 %   ( BAIK ) 
 

 

Lampiran 5: 

Uraian Ringkas Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan 

1. Prinsip 1 : 

Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan 

1. Verifier 
1.1.1.a. 

: Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan. 

Nilai : MEMENUHI  

Ringkasan 
Justifikasi 

 

: PBPH PT Dharma Hutani Makmur memiliki dokumen legal terkait perizinan 
berusaha di bidang kehutanan (SK PBPH/IUPHHK-HTI) sebagai berikut : 
1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.632/Menhut-II/2013 Tanggal 

23 September 2013 tentang Pemberian IUPHHK-HTI Kepada PT Dharma 
Hutani Makmur Atas Areal Hutan Produksi seluas ± 41.545 Ha di Kabupaten 
Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur; 

2. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 
699/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2016 Tanggal 8 September 2016 tentang  
Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 632/Menhut-
II/2013 Tanggal 23 September 2013 Tentang Pemberian IUPHHK-HTI 
Kepada PT Dharma Hutani Makmur Atas Areal Hutan Produksi seluas ± 
41.545 Ha di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur; 
dimana luas areal kerja berubah menjadi ± 28.950 Ha berdasarkan 
SK.718/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Produksi Provinsi 
Kalimantan Timur sebagian areal Kawasan Hutan Produksi pada konsesi PT 
DHM berubah menjadi APL seluas seluas ± 12.483,03; 

3. Terdapat Surat Keputusan Menteri  Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan No.  SK.548/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 3 
September 2021  tentang  Perubahan Nomenklatur Menjadi PBPH PT 
Dharma Hutani Makmur (yang sebelumnya IUPHHK-HTI). 

2. Verifier 
1.1.1.b 

: Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan 
(N/A jika tidak ada) 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan 
Justifikasi 

: Pada areal kerja PBPH PT Dharma Hutani Makmur terdapat penggunaan 
kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH yaitu : 
1. Penggunaan areal kerja untuk jalan batubara PT Fajar Sakti Prima 

berdasarkan SK. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 
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829/Menlhk/Setjen/PLA.0/2019 tanggal 17 Oktober 2019 dengan Panjang 
3.473 m lebar 50 meter atau luas 31 Ha.  

2. Penggunaan areal kerja untuk jalan Pemda berdasarkan Surat Keputusan  
MenLHK No. 548 Tahun 2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang Perubahan 
Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Hutan, Perubahan Fungsi 
Kawasan Hutan, dan Penunjukan Kawasan Hutan Dari Bukan Hutan 
Menjadi Kawasan Hutan Dalam Rangka Review Rencana Tata Ruang 
Wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Luas areal kerja yaitu sepanjang 
15,353 Km dengan lebar 40 m atau 64 Ha.  

Berdasarkan informasi dari bagian Planning PT Dharma Hutani Makmur 
kegiatan pemasangan pal batas jalan telah dilakukan pada akhir tahu 2024 
bersama dengan petugas dari BPKHTL Wilayah IV Samarinda. 
Hasil observasi lapangan menunjukan bahwa dijumpai pal batas jalan Pemda 
yaitu : 

Pal 
Batas 

Koordinat Keterangan 

No. 
233 

0°4’0,72’’LS dan 
116°9’25,248’’BT 

Pal balok beton ukuran 10x12x75cm 
bercat putih merah 

No. 
211 

0°3’59,832’’LS dan 
116°9’24,048’’BT 

Pal balok beton ukuran 10x12x75cm 
bercat putih merah 

No. 
230 

0°4’8,79’’LS dan 
116°9’20,25’’BT 

Pal balok beton ukuran 10x12x75cm 
bercat putih merah 

No. 
214 

0°4’8,208’’LS dan 
116°9’19,038’’BT 

Pal balok beton ukuran 10x12x75cm 
bercat putih merah 

..   
 

2. Prinsip 2 : 

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah 

1. Verifier 
2.1.1.a 

: Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) 
dengan lampiran- lampirannya. 

Nilai : MEMENUHI  

Ringkasan 
Justifikasi 

 

: PT Dharma Hutani Makmur memiliki dokumen Revisi RKUPHHK-HT Untuk 
Jangka Waktu 10 Tahun Periode 2015-2024 Atas Nama PT Dharma Hutani 
Makmur di Provinsi Kalimantan Timur, seluas ± 28.950 Ha, yang telah disahkan 
oleh  Direktur Jenderal PHPL (Dr.Hilman Nugroho ; NIP. 19590615 198603 1 
004), yang  bertindak a.n. Menteri Lingkungan Hidup  dan Kehutanan dengan 
No. SK.1374/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2019 tanggal 18 Februari 2019, yang 
dilengkapi 2 (dua) lembar Peta Revisi RKUPHHK-HTI Untuk Jangka Waktu 10 
Tahun Periode 2015-2024 Atas Nama PT Dharma Hutani Makmur di Provinsi 
Kalimantan Timur Skala 1 : 100.000. 
Dokumen RKUPHHK-HTI Periode 2015-2024 tersebut merupakan revisi 
dokumen RKUPH yang ke-3 karena pada tahun 2016 terdapat revisi ke-1 
dengan SK.2321/MENLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2016, tanggal 23 Mei 2016 dan 
tahun 2017 terdapat  revisi ke-2 dengan SK.3643/MENLHK-
PHPL/UHP/HPL.1/6/2017, tanggal 16 Juni 2017. 

2. Verifier 
2.1.2.a. 

: Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT beserta lampirannya yang telah disahkan 
oleh pejabat yang berwenang, meliputi : 
 Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan 

IHMB/inventar isasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di 
bidang kehutanan 

 Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan 
disahkan oleh pejabat yang berwenang. 

 Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 
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Nilai : MEMENUHI  

Ringkasan 
Justifikasi 

 

: Berdasarkan Surat Keputusan Revisi RKUPHHK-HT PT Dharma Hutani Makmur 
Periode 2015-2024 No.   SK.1374/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2019 tanggal 18 
Februari 2019, maka diketahui kutipan uraian keputusan pada amar ke empat 
dan lima terdapat ketidaksesuai, yaitu sebagai berikut : 
Keputusan amar ke EMPAT : Rencana penyiapan lahan, penanaman dan 
pemanenan periode tahun 2015-2024, yaitu : 
a. Tanaman pokok seluas ± 26.833 Ha, terdiri dari : 

1) Kayu Serat jenis Acacia sp, Eucalyptus sp, Kaliandra Casuarina, 
Lamtoro, Laban, dan Gamal seluas ± 18.463 Ha, terdiri dari : 
a) Daur I (tahun 2017-2021) pada areal bekas tebangan (LOA) seluas 

± 2.790 Ha, pada areal tanah kosong seluas ± 9.415 Ha dan areal 
bekas pemanenan (replanting) seluas ± 394 Ha; dan  

b) Daur II (tahun 2022-2024) pada areal bekas pemanenan 
(replanting) seluas ± 6.864 Ha. 

2) Kayu Energi jenis Acacia sp, Eucalyptus sp, Kaliandra Casuarina, 
Lamtoro, dan Laban seluas ± 8.370 Ha, terdiri dari: 
a) Daur I (tahun 2020-2023)  pada areal bekas tebangan (LOA) 

seluas ± 554 Ha dan tanah kosong seluas ± 4.466 Ha 
b) Daur II (tahun 2023-2024) pada areal bekas pemenenan 

(replanting) seluas ± 3.350 Ha  
3) Tanaman kehidupan seluas ± 9.614 Ha, terdiri dari : 

1) Tanaman kehidupan jenis jenis Acacia sp/Eucalyptus sp, Kaliandra 
Casuarina, Lamtoro, /Laban dan jenis lain sesuai peraturan 
perundangan seluas ± 1.719 Ha terdiri dari : 
a) Tahun 2017-2021 terdiri dari areal tanah kosong seluas ± 635 

Ha; 
b) Tahun 2022-2024 terdiri dari areal bekas tebangan (LOA) 

seluas ± 5 Ha, areal tanah kosong seluas ± 1.079 Ha 
2) Tanaman kehidupan jenis jenis Acacia sp/Eucalyptus sp, Kaliandra 

Casuarina, Lamtoro, /Laban dan jenis lain sesuai peraturan 
perundangan yang dicadangkan untuk HTR seluas ± 7.895 Ha, 
terdiri dari : 
a) Tahun 2017-2021 terdiri dari areal bekas tebangan (LOA) 

seluas ± 259 Ha dan areal tanah kosong seluas ± 3.346 Ha; 
b) Tahun 2022-2024 terdiri dari areal bekas tebangan (LOA) 

seluas ± 208 Ha, areal tanah kosong seluas ± 2.037 Ha, dan 
areal bekas pemanenan (replanting) seluas ± 2.045 Ha 

Keputusan amar ke LIMA : Menerapkan Sistim Silvikultur Tebang Habis 
Permudaan Buatan (THPB). 
Ketidak sesuai tersebut pada keputusan ke EMPAT, yaitu data luas areal kerja 
PBPH PT Dharma Hutani Makmur seharusnya seluas ± 28.950 namun pada 
keputusan tersebut menyebutkan data luas tanaman pokok seluas ± 26.833 Ha) 
dan data luas tanaman kehidupan seluas ± 9.614 Ha, sehingga bila dijumlah 
menjadi ± 36.447 Ha atau melebihi luas areal kerja PBPH PT DHM. Padahal pada 
Tabel V.2  Penataan Areal Kerja (Tata Ruang) PBPH PT Dharma Hutani Makmur 
di Buku Revisi RKUPH-HT Periode 2015-2024 tercantum data luas tanaman 
pokok seluas ± 17.159 Ha (59,27 %) dan data luas tanaman kehidupan seluas ± 
7.754 Ha (26,79 %), yang bila dijumlah menjadi ± 24.913 Ha; dan bila ditambah 
dengan data luas Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung 
Lainnya seluas ± 4.037 Ha menjadi ± 28.950 Ha adalah luas Areal Kerja PBPH 
PT Dharma Hutani Makmur yang benar. 
Perihal ketidaksesuaian data luas diatas diatas bukan kesalahan manajemen, 
namun perlu ada surat pemberitahuan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan guna perbaikan SK. Revisi RKUPHK-HTI PT Dharma Hutani Makmur. 
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Selama periode audit VLHH (Oktober 2023 – April 2025) terdapat dokumen 
RKTPH Tahun 2023 dan Tahun 2024 atas nama PT Dharma Hutani Makmur dan 
disusun melalui aplikasi SIPASHUT dan telah disahkan secara self approval oleh 
Direktur PT Dharma Hutani Makmur dengan rincian SK sebagai berikut : 
1. RKTPH Tahun 2023 dengan SK No. SK-01/DHM/0101/2023 tanggal 01 

Januari 2023, yang disusun oleh Ganis PH Canhut (Sdr. Jekson 
Tamba/No.Reg. 01210016222) dan disetujui oleh Direktur (Bpk.Paulo); 
Namun saat audit dilakukan Sdr. Alam Eka Senoaji sudah mengundurkan 
diriGanisPH Canhut Sdr. Jekson Tamba memiliki Surat Persetujuan 
Penugasan Ganis PH dari BPHL Wilayah XI Samarinda No. 111121033 dan 
Surat Penempatan GanisPH dari Direktur PT Dharma Hutani Makmur No. 
114892794117 dengan masa berlaku  dari 16-11-2021 s/d 12-11-2024. 

2. RKTPH Tahun 2024 dengan SK No. SK-01/DHM/RKTPH/2401/2024 tanggal 
1 Januari 2024 yang disusun oleh Ganis PH Canhut (Sdr. Eko Aji 
Mustoiko/No.Reg. 01220018071) dan disetujui oleh Direktur (Bpk.Edwin 
Parangin Angin). Dalam dokumen RKTPH Tahun 2024 tidak terdapat target 
pemanenan/pemanfaatan kayu (NIHIL). 

3. Tahun 2025 tidak terbit dokumen RKTPH karena dokumen RKUPH yang 
baru belum terbit sedangkan RKU sebelumnya habis masa berlakunya 
hingga 31 Desember 2024.  

4. Target RKTPH PT Dharma Hutani Makmur tahun 2023 Tabel berikut 

No Kegiatan Rencana/Target RKTPH 2023 

1 Penyiapan Lahan dan 
Pemanenan : 

6.969,60 Ha 6.719,08 M3 

 a. LOA 6.562,50 Ha 2.039,78 M3 
 b.Tanah Kosong   
 c.HT. Tanaman : 407,10 Ha 4.679,30 M3 
 1. Akasia Sp 355,10 Ha 4.189,30 M3 
 2. Eucalyptus  52,00 Ha 490,00 M3 

. 

3. Verifier 
2.2.1.a. 

: Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya 

 Nilai : MEMENUHI  

 Ringkasan 
Justifikasi 

 

: Pada saat kegiatan Penilikan ke-1 berlangsung kegiatan pemanenan PT Dharma 
Hutani Makmur telah berakhir karena pemanenan terkahir dilakukan di Blok 
RKTPH Tahun 2023 sedangkan pada RKTPH Tahun 2024 Perusahaan tidak 
membuat rencana pemanenan. Dokumen RKTPH Tahun 2025 tidak diterbitkan 
karena dokumen sebelumnya masa berlaku habis pada 31 Desember 2024 dan 
RKUPH baru belum terbit. 
Terdapat Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (RLHC) pada areal Blok RKTPH 
Tahun 2023 sebagai berikut : 
1. Rekapitulasi LHC pada areal LOA seluas 6.562,50 Ha dengan total potensi 

kayu alam sebesar 1.935 batang dan perkiraan volume 2.039,78 M3; 
2. Rekapitulasi LHC Hutan Tanaman pada Areal Replanting seluas 407,10 Ha 

dengan total potensi kayu alam sebesar 16.528 batang dan perkiraan 
volume 4.679,30 M3. 

Berdasarkan hasil observasi lapangan pada areal LOA yang berada pada Blok 
C dari RKTPH Tahun 2023 telah ditemukan beberapa tegakan pohon yang 
terpasang ID Barcode yang merupakan identitas pohon hasil survey Timber 
Cruising 100 % yang dilakukan oleh Ganis PH Canhut PT DHM, dan bekas jalur 
cruising. 
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Blok C dari RKTPH Tahun 2023 tersebut adalah termasuk Blok/Petak Murni dari 
RKTPH Tahun 2023 seluas 6.562,50 Ha dengan potensi kayu alam sebesar 
2.039,78 M3. 
Bila Peta Penyebaran Pohon Skala 1 : 4.000 dilakukan overlay dengan Peta 
RKTPH Tahun 2023 maka diketahui bahwa ada 10 petak yang memiliki potensi 
kayu alam yaitu Nomor petak C.182; C.183; C.184; C.185; C.188; C.189; C.190; 
C.191; C.192;dan  C.196. 
Berdasarkan hasil survey timber cruising 100 % diketahui sisa potensi  kayu 
alam terdapat di Blok C yaitu 2.039,78 M3 dengan tegakan pohon alam 
menyebar pada 10 petak di Blok C. 
Potensi kayu tanaman di areal PT Dharma Hutani Makmur di Blok A dari RKTPH 
Tahun  2023 yang bisa dimanfaatkan bukan dari hasil tanaman murni melainkan 
hasil tumbuh alami berasal penyebaran biji-biji Akasia dan Eucalyptus yang 
dibawah burung gagak dari areal HTI PT Andalan Akasia Utama yang memiliki 
tanaman industri yang cukup umur ke areal kerja PT Dharma Hutani Makmur 
dan secara kebetulan geografi lokasinya berbatasan/berdekatan dengan areal 
kerja PT Dharma Hutani Makmur, sehingga dengan kondisi yang secara alami 
terjadi beberapa tahun, maka pada areal PT Dharma Hutani Makmur memiliki 
potensi kayu tanaman tumbuh alami yang cukup umur atau  siap dipanen atau 
dimanfaatkan oleh PT Dharma Hutani Makmur pada RKTPH 2023 dengan 
rincian target panen per jenis kayu tanaman sebagai berikut : 
RKTPH Tahun 2023 seluas 407,10 Ha terdiri dari : 
1. Kayu Akasia seluas 355,10 Ha dengan volume 4.189,30 M3  
2. Kayu Eucalyptus seluas 52 Ha Ha dengan volume 490,00 M3  
Saat observasi pada petak yang bersangkutan telah ditanam dengan tanaman 
baru yaitu pada Petak A.171 RKT 2023 koordinat 0°1’6,546’’LS dan 
116°3’36,168’’BT, Petak A.153 RKT 2023 pada koordinat 0°1’22,398’’LS dan 
116°3’20,61’’BT 

4. Verifier 
2.2.1.b 

: Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup 
areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti 
implementasinya di lapangan. 

Nilai : MEMENUHI  

Ringkasan 
Justifikasi 

 

: Terdapat Peta RKTPH Tahun 2023 yang telah disahkan melalui Surat Keputusan 
No. SK-01/DHM/0101/2023 tanggal 01 Januari 2023, yang dibuat oleh Ganis PH 
Canhut (Sdr. Jekson Tamba/No.Reg. 01210016222) dan disetujui oleh Direktur 
(Bpk.Paulo).   
Berdsasarkan Peta RKTPH diketahui bahwa kawasan yang tidak boleh ditebang 
meliputi : 
- KPPN 
- KPSL 
- Sempadan Sungai 

Berdasarkan observasi lapangan terhadap areal yang tidak boleh ditebang dan 
telah tergambar pada lampiran Peta Areal Kerja RKTPH PT Dharma Hutani 
Makmur Tahun 2023, maka diketahui bahwa penandaan plang nama dan pal 
batas kawasan lindung yang ditemukan dilapangan sebagai berikut : 
1. Ditemukan plang dan pal batas KPPN pada titik koordinat 0°0’9,546”LS dan 

116°8’51,852”BT, yang terbuat dari kayu papan dan balok dengan cat dasar 
putih, kuning dan merah serta tulisan KPPN berwarna hijau pada plang; 
tulisan hitam dan putih pada pal kayu ukuran 10 cm x 10 cm, terletak 
dipinggir jalan produksi menuju Blok C; 

2. Ditemukan plang HHBK di Sempadan anak sungai Enggelam pada titik 
koordinat 0°3’18,846”LS dan 116°10’01,542”BT, areal HHBK diperuntukan 
masyarakat Desa Enggelam dalam kegiatan pemancingan dan mencari 
rotan; Namun lokasi HHBK tersebut belum di Peta atau belum ada pada Peta 
RKT Tahun 2023. 
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3. Sempadan sungai Sungai Emboyong berada pada lokasi koordinat 
0003’15,0”LS dan 1160 7’48,0”BT. 

5. Verifier 
2.2.1.c 

: Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/petak RTT yang jelas di peta dan 
implementasinya di lapangan. 

Nilai : MEMENUHI  

Ringkasan 
Justifikasi 

 

: Pada saat kegiatan Penilikan ke-1 berlangsung kegiatan pemanenan PT Dharma 
Hutani Makmur telah berakhir karena pemanenan terkahir dilakukan di Blok 
RKTPH Tahun 2023 sedangkan pada RKTPH Tahun 2024 Perusahaan tidak 
membuat rencana pemanenan. Dokumen RKTPH Tahun 2025 tidak diterbitkan 
karena dokumen sebelumnya masa berlaku habis pada 31 Desember 2024 dan 
RKUPH baru belum terbit. 

Hasil pengamatan terhadap batas petak pemanenan di Blok RKTPH Tahun 2023 

Objek Koordinat Keterangan 
Plank Batas Blok 
RKT 2023 

0˚5’48,95,18’’LS 
dan 116˚8’43,58”BT 

Papan bercat putih 
ukuran 100x75cm 

Pal Petak A.171 RKT 
2023 

0°1’6,546’’LS dan 
116°3’36,168’’BT 

Pal pipa paralon ukuran 3 
inch bercat kuning 

Pal Batas Petak 
A.151/A.153 RKT 
2023 

0°1’6,132’’LS dan 
116°3’35,31’’BT 

Pal pipa paralon ukuran 3 
inch bercat kuning 

Pal Petak A.153 RKT 
2023 

0°1’22,398’’LS dan 
116°3’20,61’’BT 

Pal pipa paralon ukuran 3 
inch bercat kuning 

Batas Petak 
A.171/A.151 RKT 
2023 

0°1’7,128’’LS dan 
116°3’35,586’’BT 

Batas berupa jalan 
dengan lebar 8 m 

Batas Petak 
A.153/155 RKT 2023 

0°1’22,398’’LS dan 
116°3’20,61’’BT 

Pal pipa paralon ukuran 3 
inch bercat kuning 

Batas petak A 132 
Blok RKT 2023 

0˚1’11,69,51’’LS 
dan 116˚2’45,62”BT 

Pal pipa paralon ukuran 3 
inch bercat kuning 

Batas petak A 110 
Blok RKT 2023 

0˚0’48,45,42’’LS 
dan 116˚2’9,22”BT 

Pal pipa paralon ukuran 3 
inch bercat kuning 

Batas petak A 111 
Blok RKT 2023 

0˚0’53,61,32’’LS 
dan 116˚2’8,64”BT 

Pal pipa paralon ukuran 3 
inch bercat kuning 

Batas Petak berupa jalan dan pal terbuat dari pipa paralon bercat kuning pada 
bagian ujung dengan ukuran 3 Inch terlihat jelas di lapangan 

6. Verifier 
2.2.1.d. 

: Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal 
penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman. 

Nilai : NOT APPLICABLE 

Ringkasan 
Justifikasi 

 

: Pada periode audit Penilikan ke-1 (Oktober 2023 – April 2025) PT Dharma 
Hutani Makmur tidak melakukan kegiatan pemnfaatan kayu di hutan alam dalam 
rangka penyiapan lahan.. 
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3. Prinsip 3 : 

Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat 

1 Verifier 
3.1.1. 

: Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkas
an 
Justifika
si 

 

: Pada saat kegiatan Penilikan ke-1 berlangsung kegiatan pemanenan PT Dharma 
Hutani Makmur telah berakhir karena pemanenan terkahir dilakukan di Blok RKTPH 
Tahun 2023 sedangkan pada RKTPH Tahun 2024 Perusahaan tidak membuat 
rencana pemanenan. Dokumen RKTPH Tahun 2025 tidak diterbitkan karena 
dokumen sebelumnya masa berlaku habis pada 31 Desember 2024 dan RKUPH 
baru belum terbit. 

Selama periode Penilikan ke-1 (Oktober 2023 – April 2025) pembuatan Buku Ukur 
yang dilakukan PT Dharma Hutani Makmur sebagai berikut : 

N
o 

Tanggal 
No. Buku Ukur Jenis 

Vol (m3) 

1 15 Oktober 2023 No. 002/BU HTI - DHM / 
X/2023 

Acasia  2.179.54 

2 04 Desember 2023 No. 003/BU HTI - DHM / XII 
/2023 

Ekaliptu
s  

424.09 

Jumlah 2.603,63 

Selama periode Penilikan ke-1 (Oktober 2023 – April 2025) penerbitan LHP yang 
dilakukan PT Dharma Hutani Makmur sebagai berikut : 

No
. 

LAPORAN HASIL 
PRODUKSI (LHP) 

ACASIA EKALIPTUS JUMLAH 

Nomor Tanggal  SM Vol (M³) SM Vol 
(M³) 

SM Vol 
(M³) 

1 
002/LHP-
HTI/DHM/X/202
3 

15-10-
2023 

3.694,1
4 

2.179,5
4 

- - 3.694
,14 

2.179,
54 

2 
003/LHP-
HTI/DHM/XII/202
3 

04/12/202
3 

- - 632,9
7 

424,09 632,9
7 

424,09 

Jumlah 3.694,1
4 

2.179,5
4 

632,9
7 

424,09 4.327
,11 

2.603,
63 

Petugas Pembuat LHP 
Terdapat Petugas pembuat LHP yaitu Sdr. Windi Supyan dengan No Register 
04210015736 sesuai surat penugasan dari BPHL Wilayah XI Samarinda No. 
110921013 dan surat penempatan dari Pimpinan PT Dharma Hutani Makmur No. 
118001188930, masa berlaku dari tanggal 06 Sept 2021 s/d 30 Agustus 2024. 

Uji petik kesesuaian fisik dengan dokumen tidak bisa dilakukan karena pada saat 
kegiatan Penilikan ke-1 stock kayu hasil pemanenan tidak tersedia. Hasil 
pengamatan di TPK Antara Merayaq (Logpond) pada koordinat  0˚8’35,304’’LS dan 
115˚48’1,63”BT menunjukan tidak terdapat stock kayu bulat. 

2 Verifier 
3.1.2.a. 

: Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen 
angkutan yang sah 

Nilai : MEMENUHI  

Ringkas
an 
Justifika
si 

 

: Pada periode kegiatan Penilikan ke-1 PT Dharma Hutani Makmur telah melakukan 
kegiatan pengangkutan kayu dilengkapi dokumen SKSHHK. Kegiatan 
pengangkutan dilakukan atas kayu hasil pemanenan di Blok RKT 2023. 
a. SK Penetapan TPn sesuai dengan SK Direktur PT Dharma Hutani Makmur No. 

SK-03/DHM/0201/2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Penetapan Lokasi TPn 
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PT Dharma Hutani Makmur Tahun 2023. Lokasi TPn menyebar pada setiap 
petak tebangan; 

b. SK Penetapan TPK Hutan sesuai dengan SK Direktur PT Dharma Hutani 
Makmur No. SK-02/DHM/0201/2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang 
Penetapan Lokasi TPK HUtan PT Dharma Hutani Makmur Tahun 2023. Lokasi 
TPK Hutan berada di Blok RKT 2023 : 
1. TPK 1 pada koordinat 005’32,242”LS dan 116010’31,083”BT; 
2. TPK 2 pada koordinat 0001’57,827”LS dan 11602’51,533”BT; 

c. SK Penetapan TPK Antara sesuai dengan SK Direktur PT Dharma Hutani 
Makmur No. SK-12/DHM/2209/2023 tanggal 22 September 2023, tentang 
Penetapan Lokasi TPK-Antara/ Logpond  PT Dharma Hutani Makmur 
Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dengan identitas 
sebagai berikut : 
1. Nama  : TPK Antara/Logpond Merayaq 
2. Lokasi : Pada Koordinat 0008’29,4”LS dan 115047’58,2”BT. 
3. Luas   :  ± 2,02 Ha 
4. Kapasitas : 10.000 M3 

Ganis PH PKB-R Penerbit SKSHHK-KB dan P3KB 
PT Dharma Hutani Makmur memiliki GANISPH PKB-R yang bertugas menerbitkan 
dokumen SKSHHK dan sebagai P3KB dan telah diunggah pada SIGANISHUT dan 
SIPUHH pada RKTPH Tahun 2023 sebagai berikut : 
a. GANISPH PKB-R atas nama Windi Supyan, Nomor Register 04210015736 

dengan Persetujuan Penugasan GANISPH dari Kepala BPHP Wilayah XI 
Samarinda No. 110921013 masa berlaku sampai dengan tanggal 30 Agustus 
2024 dengan Penempatan No. 118001188930 tanggal 07 Oktober 2021 
sebagai Pembuat LHP dan Penerbit SKSHHK di TPK Hutan. 

b. GANISPH PKB-R atas nama Satria Pratama Register 23230020225 dengan 
Surat Persetujuan Penugasan GANISPH dari Kepala BPHP Wilayah XI 
Samarinda No. 111123007 masa berlaku sampai dengan tanggal 08 Oktober 
2028 dengan Penempatan No. 1116280555357 tanggal 11 Februari 2023 
sebagai Petugas P3KB TPK Antara Merayaq. 

c. GANISPH PKB-R atas nama M. Fadil Suherman, Register 23230020376 dengan 
Surat Persetujuan Penugasan GANISPH dari Kepala BPHP Wilayah XI 
Samarinda No. 1111233043 masa berlaku sampai dengan tanggal 19 Oktober 
2028 dengan Surat Penempatan dari Direktur PT DHM No. 113818570192 
tanggal 18 Oktober 2023 sebagai Petugas Penerbit SKSHHK di areal kerja PT 
DHM. 

Selama periode Penilikan ke-1 (Oktober 2023 – April 2025) pengangkutan kayu dari 
TPK Hutan ke TPK Antara oleh PT Dharma Hutani Makmur sebagai berikut : 

Tahun Bulan Jumlah Set Volume (m3) Alat Angkut 
2023 Desemb

er 
1 27,14 Truck 

2024 Januari 144 4.477,63 Truck 
Jumlah 145 4.504,77  

Selama periode Penilikan ke-1 (Oktober 2023 – April 2025) pengangkutan kayu 
dari TPK Antara ke Industri PT Balikpapan Chip Industri oleh PT Dharma Hutani 
Makmur sebagai berikut : 

Tahu
n 

Tanggal Jumlah 
Set 

Volume 
(m3) 

Alat Angkut 

2024 31 
Januari 

1 4.504,77 Tongkang TB Nelly 19 BG Taurus 
02 

Hasil Uji Silang dengan dokumen Invoice 

Terdapat Invoice No. 001/DHM-BCL/I/2024 tanggal 25 Januari 2024 yang dibuat 
oleh PT Dharma Hutani Makmur dengan tujuan PT Balikpapan Chip Lestari di 
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Balikpapan Kalimantan Timur atas kayu yang diangkut dengan menggunakan 
Tongkang TB Nelly 19 BG Taurus 02. Jenis kayu yang tertulis dalam Invoice yaitu 
jenis Acacia mangium dan Eucalyptus dengan volume 3.513.959 MT. 

3
. 

Verifier 
3.1.3.a 

: Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau hak 
pengelolaan dapat dilakukan lacak balak. 

Nilai : MEMENUHI  

Ringkas
an 
Justifika
si 

 
 

: Pada saat kegiatan penilikan ke-1 tidak terdapat stock kayu yangb berasal dari 
hutan alam (kayu tumbuh alami) sehingga verifikasi terhadap tanda-tanda 
PUHH/barcode tidak bisa dilakukan.  
Implementasi penggunaan tanda PUHH/barcode terverifikasi pada kegiatan 
Sertifikasi Awal (periode sebelumnya) diaman masih dijumpai pemanenan pada 
kayu yang tumbuh alami. 
PBPH PT Dharma Hutani Makmur sebagai perusahaan kayu tanaman industry 
menerapkan Silvilkultur THPB, karenanya pada RKTPH 2022 dan 2023 terdapat 
kegiatan penyiapan lahan pada LOA yang masih memiliki potensi kayu alam, 
sehingga PT Dharma Hutani Makmur setiap tahun wajib melakukan kegiatan survey 
potensi (ITSP) dengan intensitas cruising 100 %. 
Kegiatan ITSP di lapangan dilakukan oleh Ganis PH Canhut dan menghasilkan 
Laporan Hasil Cruising (LHC) dan Peta Pohon Skala 1 : 4.000 
Hasil observasi di lapangan diketahui bahwa PT Dharma Hutani Makmur melakukan 
kegiatan Timber Cruising 100 % (ITSP) di lapangan pertama kegiatan survey untuk 
meng-inventarisasi jenis dan ukuran pohon yang akan ditandai ID Barcode dan 
kedua kegiatan menandai setiap pohon dengan menempel ID Barcode warna 
kuning dan mengup-load ke aplikasi SIPUHH dengan memasukkan ukuran dimensi 
setiap pohon yang diberi tanda ID Barcode. Jumlah ID Barcode yang disorder harus 
sama dengan jumlah pohon yang diketahui pada awal kegiatan survey. 
Sesuai dengan hasil observasi stok kayu alam di TPK Hutan dan TPK Antara, maka 
diketahui pada setiap bontos kayu terdapat tanda ID Barcode warna kuning dan 
nomor LHC atau pohon warna merah sehingga kayu bulat alam yang telah di LHP 
kan dan menjadi stok di TPK Hutan dan TPK Antara dapat ditelusuri sampai ke Buku 
Ukur yang akhirnya diketahui asal petak tebangan (compartemen). 

No
. 

Posisi 
Kayu 

No. 
LHC ID-Barcode 

No. 
SKSHHK/ 

Tgl 
No.LHP/Tgl 

No. 
B.Ukur/Tg

l 

Asal 
Petak 

1 TPK 
Antara 

2532
6 

1901C72DHMA 
0000000000026
769 

KB.C.11826
29/20-12-
2022 

No. 05/LHP-
KBS/DHM/XI/2
022 - Tgl. 30-
11-2022 

15/BU-
DHM/XI/20
22 - 22 -
11-2022 

A.010 

2 TPK 
Antara 

2584
0 

1901C72DHMA 
0000000000027
283 

KB.C.17205
51/07-04-
2023 

No. 05/LHP-
KBB/DHM/XI/2
022 Tgl. 30-
11-2022 

16/BU-
DHM/XI/20
22 - 22 -
11- 2022 

A.032 

3 TPK 
Antara 

2313
1 

1901C72DHMA 
0000000000024
574 

KB.C.17572
21/15-
042023 

No. 05/LHP-
KBS/DHM/XI/2
022 Tgl. 30-
11-2022 

14/BU-
DHM/XI/20
22 - 22 -
11- 2022 

A. 079 

4 
TPK 

Antara 3510 
1901C72DHMA 
0000000000004
953 

KB.C.05188
80/05-08-
2022 

 LHP No. 
001/LHP-
KBS/DHM/VI/2
022 Tgl.  30- 
06-2022   

02/BU-
DHM/VI/20
22 - 27 -
06- 2022 

A. 079 

5 TPK 
Antara 3513 

1901C72DHMA 
0000000000004
956 

KB.C.05188
80/05-08-
2022 

 LHP No. 
001/LHP-
KBS/DHM/VI/2
022 Tgl.  30 -
06-2022   

02/BU-
DHM/VI/20
22 - 27 -
06- 2022 

A. 079 

. 
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4
. 

Verifier 
3.2.1.a. 

: Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.  

Nilai : MEMENUHI  

Ringkas
an 
Justifika
si 

 

: Selama periode Penilikan ke-1 (Oktober 2023 – April 2025) pembuatan tagihan dan 
pembayaran PSDH oleh PT Dharma Hutani Makmur sebagai berikut : 

N
O 

No. LHP Volume 
(m3) 

Tanggal 
Bayar 

Nomor 
Jumlah 

Pembayara Kode 
Billing NTPN NTB 

1 
002/LHP-

HTI/DHM/X/2
023 

2.179,54 17-10-23 
820231016

968830 
3AC8D0N9VRL

6CSJU 
65726825

2759 18.308.136 

2 
003/LHP-

HTI/DHM/XII/
2023 

424,09 06/12/23 820231205
095514 

F656E48VV64B
E22Q 

23890515
0018 3.562.356 

  2.603,6
3 

    21.870.492 

Total tagihan dan pembayaran PSDH sebesar Rp 21.870.492. 

1
1 

Verifier 
3.3.1.a. 

: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi 
awal) 

Nilai : MEMENUHI  

Ringkas
an 
Justifika
si 
 

: Implementasi penggunaan tanda SVLK pada saat periode Penilikan ke-1 bisa dilihat 
pada dokumen SKSHHK karena pada saat pelaksanaan, tidak tersedia stock kayu 
bulat yang berasal dari kayu tumbuh alami. 

Tanda V Legal pada kayu terverifikasi implementasinya pada saat Sertifikasi Awal 
dimana  PBPH PT Dharma Hutani Makmur telah memiliki Sertifikat Legalitas (S-
Legalitas) dan Perjanjian penggunaan tanda SVLK. Sertifikat PT Dharma Hutani 
Makmur diterbitkan oleh LPVI PT Trustindo Prima Karya dengan Register Sertifikat 
No. PHL-64-01-0054.  
Tanda SVLK telah dibubuhkan sesuai dengan ketentuan pada dokumen SKSHHK 
bergambar Logo SVLK  bertuliskan “Sustainable PHL-64-01-0054”. 

 

Prinsip 4 : 

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan. 

1. Verifier 
4.1.1. 

: Keberadaan Dokumen AMDAL dan Perubahannya 

Nilai : MEMENUHI  

Ringkasan 
Justifikasi 

 

: Terdapat Dokumen lingkungan (AMDAL) IUPHHK-HTI PT Dharma Hutani 
Makmur telah disetujui dan disahkan oleh Komisi Penilai Amdal Provinsi 
Kalimantan Timur sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 
660.2/K.111/2012 tanggal 13 Februari 2012 Tentang Kelayakan Lingkungan 
Hidup oleh PT Dharma Hutani Makmur Berlokasi di Desa Lamin Telihan, Lamin 
Pulut, Teluk Bingkai dan Kahala di Kecamatan Kenohan dan Desa Enggelam di 
Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. 

Dokumen lingkungan (AMDAL) PT Dharma Hutani Makmur tersedia lengkap 
dan yang terdiri atas : 

1. Dokumen Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Tahun 
2012; 

2. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Tahun 2012; 
3. Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Tahun 2012, 
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2. Verifier 
4.1.2.a. 

: Keberadaan Dokumen RKL dan RPL serta perubahannya 

Nilai : MEMENUHI  

Ringkasan 
Justifikasi 

 

: Terdapat dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana 
Pemantauan Lingkungan (RPL) yang dimiliki oleh PT Dharma Hutani Makmur 
yang dibuat mengacu pada dokumen Laporan Utama Analisis Dampak 
Lingkungan (ANDAL). Dokumen lingkungan (RKl dan RPL) IUPHHK-HTI PT 
Dharma Hutani Makmur disusun atas areal seluas ± 41.327 Ha. 
Dokumen lingkungan (RKL dan RPL) IUPHHK-HTI PT Dharma Hutani Makmur 
telah disetujui dan disahkan berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan 
Timur No. 660.2/K.111/2012 tanggal 13 Februari 2012 Tentang Kelayakan 
Lingkungan Hidup Oleh PT Dharma Hutani Makmur Berlokasi di Desa Lamin 
Telihan, Lamin Pulut, Teluk Bingkai dan Kahala di Kecamatan Kenohan dan Desa 
Enggelam di Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi 
Kalimantan Timur. 
Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen RKL dan RPL PT Dharma Hutani 
Makmur, Ringkasan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana 
Pemantauan Lingkungan sebagai berikut : 
A.   Tahap Pra Konstruksi, terdiri : 

1. Komponen Fisik Kimia 
2. Komponen Biologi 
3. Komponen Sosial 
4. Komponen Kesehatan masyarakat 

B.   Tahap Konstruksi, terdiri : 
1. Komponen Fisik Kimia 
2. Komponen Biologi 
3. Komponen Sosial 
4. Komponen Kesehatan masyarakat 

C.   Tahap Operasi, terdiri : 
1. Komponen Fisik Kimia 
2. Komponen Biologi 
3. Komponen Sosial 
4. Komponen Kesehatan masyarakat 

D.   Tahap Pasca Operasi, terdiri : 
           1. Komponen Sosekbudkesmas 

3. Verifier 
4.1.2.b. 

: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- 
kimia, biologi dan social yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai 
dengan matrik 

Nilai : MEMENUHI  

Ringkasan 
Justifikasi 
 

: Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan dijumpai kegiatan pengelolaan dan 
pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh oleh PT Dharma Hutani Makmur 
antara lain: 

1. Penandaan Sempadan Sungai Emboyong dengan plang, patok kayu 
ukuran 10x10 cm (titik ikat) dan pipa paralon ukuran 3 inch (setiap 100 m 
dari titik ikat), berada pada koordinat S 00 3’ 15” E 1160 7’ 48”. 

2. Penandaan Sempadan Sungai Empang dengan plang, patok kayu ukuran 
10x10 cm (titik ikat) dan pipa paralon ukuran 3 inch (setiap 100 m dari titik 
ikat), berada pada koordinat S 00 3’ 5” E 1160 8’ 44”. 

3. Penandaan Sempadan Sungai Banau dengan patok kayu ukuran 10x10 
cm pada oordinat S 00 3’ 20” E 1160 9’ 58”. 

4. Pemasangan plang dilarang membuka & membakar lahan (berladang dan 
menanam sawit), berburu satwa liar, illegal logging, menyetrum / meracun 
perairan, yang dipasang di Kawasan Lindung SS Emboyong dan SS 
Empang; 
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5. Pemasangan plang dilarang membakar hutan dan lahan di Compartement 
C011 pada koordinat 003’56”LS dan 11609’29”BT. 

6. Terdapat bangunan persemaian satellite luas 2 hektar dengan kapasitas 
bibit ± 1 juta bibit dan jenis bibit Acacia mangium dan Acacium 
crassicarpa; 

7. Pemantauan erosi dengan menggunakan metode stick ukur (pipa paralon) 
yang dipasang pada 3 titik pada koordinat 0°3’14”LS dan 116°7’48”LS  
dan 0°3’19”LS dan 116°9’20”LS dan 0°3’18”LS dan 116°9’21”BT; 

8. Pemantauan curah hujan dengan menggunakan ombrometer yang 
dipasang di basecamp Estate DHM pada koordinat S 00 3’ 4” E 1160 8’ 
3”; 

9. Pemantauan Tinggi Muka Air (TMA) pada sungai embayong dengan 
menggunakan stick ukur yang berada pada koordinat S 00 3’ 13” E 1160 
7’ 50”; 

10. Terdapat pemantauan kualitas air (pada sungai emboyong, enggelam dan 
banau), kualitas udara ambien, emisi sumber tak bergerak, kebisingan dan 
kualitas tanah (pada tanah terganggu dan tanah utuh), yang pengambilan 
sampelnya dilakukan 1x dalam kurun waktu 6 bulan.. 

11. Pada kegiatan sosial selama periode Penilikan ke-1 kegiatan CSR (tahun 
2023 teralisasi sebesar 0% dan tahun 2024 sebesar 19,64%), rata-rata 
teralisasi 9,82%. Penyerapan tenaga kerja lokal (tahun 2023 sebesar 
16,51%, tahun 2024 sebesar 63,45%) atatu rata -rata terealisasi sebesar 
39,98%. Realisasi kerjasama PHBM sebesar 53,5 Ha dari terget sebesar 
168 Ha atau terealisasi sebesar 31,84%.. 

Kegiatan pengelolaan lainnya berupa : 
Terdapat Tanda Terima Elektronik Sistem Informasi Pelaporan Elektronik 
Lingkungan Hidup (SIMPEL) sebagai berikut ; 

- Periode 01-06-2023 s/d 31-12-2023 No. ID 1715065964-16453 cetak 
tanggal 07-05-2024, Nama Perusahaan PT Dharma Hutani Makmur No. 
ID. 16453 (SUDAH LAPOR RKL RPL). 

- Periode 01-01-2024 s/d 30-06-2024 No. ID 1726694743-16453 cetak 
tanggal 19-09-2024, Nama Perusahaan PT Dharma Hutani Makmur No. 
ID. 16453 (SUDAH LAPOR RKL RPL). 

- Periode 01-07-2024 s/d 31-12-2024 cetak tanggal 07-05-2025, Nama 
Perusahaan PT Dharma Hutani Makmur No. ID. 16453 (SUDAH LAPOR 
RKL RPL). 

 

 

4. Indikator 1.5 : 
Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan 

1. Verifier 
5.1.1.a 

: Pedoman/prosedur K3 

Nilai : MEMENUHI  

Ringkasan 
Justifikasi 

 

: PT Dharma Hutani Makmur memiliki SOP terkait K3 sebagai berikut : 

No. SOP Judul Rev Disahkan 
002-DHM-HSE-
SOP 

Panitia Pembina Kesehatan & 
Keselamatan Kerja (P2K3) 

1 10 Januari 2025 

003-DHM-HSE-
SOP 

Pemantauan Pengukuran 
Kesehatan & Keselamatan Kerja 
dan Lingkungan 

2 22 April 2025 

006-DHM-HSE-
SOP 

Pedoman Pengecekan APAR & 
Hydrant 

1 01 Desember 
2016 
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007-DHM-HSE-
SOP 

Peraturan Mengemudi Kendaraan 
- Operasikan Alat 

1 03 Juli 2023 

013-DHM-HSE-
SOP 

Identifikasi Bahaya, Penilaian 
Resiko dan Peluang K3 

2 30 Oktober 2024 

016-DHM-HSE-
SOP 

Tanggap Keadaan Darurat 1 01 November 
2024 

021-DHM-HSE-
SOP 

Alat Pelindung Diri 1 09 Januari 2025 

028-DHM-HSE-
SOP 

Tanggap Keadaan Darurat 
COVID-19 

0 03 Maret 2020 

031-DHM-HSE-
SOP 

Laporan & Investigasi Kecelakaan 
K3, Lingkungan & Lalu Lintas 

0 01 November 
2018 

036-DHM-HSE-
SOP 

Pertolongan Pertama pada 
Kecelakaan (P3K) 

0 18 September 
2023 

 

PT Dharma Hutani Makmur telah membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja (P2K3) dan telah didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur melalui Surat No. 
22/HSE/DHM/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022. P2K3 PT DHM telah mendapat 
pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 
Kalimantan Timur No. KEP.566/2905/P2K3/PPK/DTKT/2022 tanggal 8 
September 2022. 
Susunan Kepengurusan P2 K3 sebagai berikut : 

1. Ketua                 : Ir. Paulo 
2. Ketua Pelaksana    : Johannes Saragih 
3. Wakil Ketua     : Edwin Perangan Angin 
4. Sekretaris     : Owan Solu Bean Siahaan 
5. Anggota     : 

1. Chandra Pamadya 
2. Irwan Alfiyan 
3. Ferdinan Daniel S 
4. Ali Fauzi 
5. Salman 
6. Syamsul Malil 
7. Wawan Masturo 
8. Niniek 
9. Yudityawarman 
10. Mohammad Fahri 
11. David E. Silaen 
12. Arga Sejiwa Sianturi 
13. M. Firgy Ferian 

2. Verifier 
5.1.1.b 

: Ketersediaan peralatan K3 

Nilai : MEMENUHI  

Ringkasan 
Justifikasi 

 

: Terdapat Dokumen Identifikasi dan Potensi Bahaya Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja (K3) di PT Dharma Hutani Makmur.  Identifikasi bahaya meliputi jenis 
bahaya pencampuran herbisida, bahan mudah terbakar, penyemprotan 
pestisida, pemeliharaan tanaman, penebangan, penggunaan benda benda tajam 
dan lain sebagianya. 
Tersedia Daftar Sarana dan Prasarana Keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) 
pada PBPH PT Dharma Hutani Makmur yang dibuat oleh Owan Siahaan 
(Assistant HSE & FC), seperti pada tabel berikut. 

Daftar Peralatan K3 pada PT Dharma Hutani Makmur  

No Jenis Peralatan Satuan Jumlah Keterangan 
A Perlengkapan Personil    
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1 Topi/ Helmet Pcs 15 Baik 
2 Lampu Kepala/ Head lamp Pcs 15 Baik 
3 Kacamata/ Googles Pcs 15 Baik 
4 Masker Pcs 15 Baik 
5 Sabuk Perlengkapan/ Kopel 

Rim 
Pcs 15 Baik 

6 Safety Shoes Pairs 15 Baik 
7 Sarung Tangan/ Gloves Pairs 15 Baik 
8 Rompi Safety Pcs 15 Baik 
9 Peluit Pcs 15 Baik 

10 Slayer Pcs 15 Baik 
B Data & Komunikasi    
1 GPS Unit 1 Baik 
2 Radio HT Unit 4 Baik 
3 Radio Mobil (RIG) Unit 1 Baik 
4 Megaphone Unit 1 Baik 
C Logistik    
1 Tenda Regu Pcs 1 Baik 
2 Peralatan Standar P3K Set 3 Baik 
3 Kotak P3K Pcs 3 Baik 
4 Tas P3K Pcs 1 Baik 
5 Spaleg Biday Pcs 1 Baik 
6 Tandu Lipat Set 1 Baik 
7 APAR Pcs 4 Baik 
8 Haul/ Pulley Pcs 5 Baik 
9 Webbing Pcs 2 Baik 

10 Figure Eight (Oval) Pcs 5 Baik 
11 Full Body Harnes Set 4 Baik 

Hasil verifikasi dan pemeriksaan di lapangan tentang keberadaan peralatan K3 
di lapangan sesuai dengan resiko bahaya yang ada dan dapat dijumpai 
diantaranya adalah : 
a. Tersedia Alat Pelindung Diri (APD) seperti Helm, Sepatu Boot yang telah 

dibagikan kepada Karyawan. 
b. Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sebanyak 4 pcs dalam kondisi 

baik / tidak kadarluasa yang di pasang pada bangunan Mess Karyawan 
sebanyak 2 pcs, Kantin sebanyak 1 pcs dan Full Station 1 pcs. 

c. Tersedia Kotak P3K berisi peralatan P3K di setiap bangunan seperti mess 
karyawan dan kantin 

d. Terdapat rambu – rambu K3 seperti wajib menggunakan APD pada area 
persemaian, store dan full station. 

e. Terdapat rambu – rambu peringatan K3 berupa papan FDR (Fire Danger 
Rating) yang dipasang di basecamp Estate DHM. 

f. Terdapat tempat berkumpul (assembly point) jika terdapat keadaan darurat, 
yang dipasang di basecamp Estate DHM 

g. Terdapat peralatan pemadam kebakaran hutan dan lahan seperti pompa 
punggung, pompa jinjing, pompa apung, selang yang berada di basecamp 
estate DHM dan peralatan lainnya selang, tenda army, peralatan manual 
seperti garu pacul, sekop, gepyok, kapak dua fungsi dll yang disimpan di 
gudang HSE PT BJA (BHL Group) dikarenakan di basecamp estate DHM 
belum terdapat tempat khusus buat penyimpanan peralatan tersebut. 
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h. Terdapat alat pendukung utama K3 seperti Poliklinik, Tenaga Medis dan 
Mobil Ambulance milik PT Bakayan Jaya Abadi yang dapat melayani 
karyawan atau masyarakat setempat dari PT Dharma Hutani Makmur. 

3. Verifier 
5.1.1.c 

: Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya 

Nilai : MEMENUHI  

Ringkasan 
Justifikasi 

 

: Berdasarkan dokumen Performance Data Kecelakaan Kerja pada periode 
November 2023 – April 2025 diketahui bahwa di lingkungan PT Dharma Hutani 
Makmur tidak terjadi kejadian kecelakaan kerja. Dokumen telah dilaporkan. PT 
Dharma Hutani Makmur secara rutin melakukan breefing terkait K3 bagi 
karyawan maupun kontraktor, termasuk adanya soialisasi Kebijakan K3 di 
lingkungan Perusahaan. 
Kegiatan Sosialisasi K3 : 
- Pada hari Kamis tanggal Dua Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua 

puluh Empat (12-12-2024) telah dilaksanakan Sosialisasi Kebijakan K3 yang 
dilaksanakan oleh Tim HSE-FC kepada Karyawan. 

- Pada hari Senin tanggal Dua Puluh Lima bulan November tahun Dua Ribu 
Dua puluh Empat (25-11-2024) telah dilaksanakan Sosialisasi Kebijakan K3 
yang dilaksanakan oleh Tim HSE-FC kepada Kontraktor. 

4. Verifier 
5.2.1 

: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk 
membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. 

Nilai : MEMENUHI  

Ringkasan 
Justifikasi 

: Terdapat Surat Keputusan Direksi PT Dharma Hutani Makmur yang ditanda 
tangani oleh Ir. Paulo selaku Nomor: 146/HRD/BHL-DHM/IX/2021 tanggal 06 
September 2021 tentang Kebijakan Berserikat dan Pembentukan Serikat 
Pekerja, dengan isi pernyataan SK sebagai berikut : 
Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 
dan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan 
Hubungan Industrial melalui Sarana Serikat Pekerja maka: 
Kami, PT Dharma Hutani Makmur (PT DHM) suatu perusahaan yang bergerak di 
bidang kehutanan (Hutan Tanaman Industri) dengan ini menyatakan kebijakan 
perusahaan memberukan kebebasan kepada para karyawan untuk membentuk 
dan atau mendirikan serta menjadi anggota Serikat Pekerja Perusahaan sebagai 
sarana terciptanya Hubungan Industrial yang harmonis antara Pengusaha dan 
Pekerja dalam melaksanakan masing-masing hak dan kewajiban sebagaimana 
yang telah diamanahkan Undang-Undang  Ketenagakerjaan yang berlaku. 

Pernyataan di atas ditekankan kembali oleh Direktur melalui Surat Keputusan 
Direksi PT Dharma Hutani Makmur yang ditanda tangani oleh Edwin Parangin 
Angin selaku Nomor: 105/HRD/DHM/V/2025 tanggal 05 Mei 2025. 

5. Verifier 
5.2.2 

: Ketersediaan Dokumen KKB atau PP 

Nilai : MEMENUHI  

Ringkasan 
Justifikasi 

: PT Dharma Hutani Makmur belum memiliki KKB saat audit dilakukan memiliki 
dokumen Peraturan Perusahaan (PP) Periode tahun 2022 – 2024 yang telah 
disahkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur 
melalui surat Nomor : KEP.560/356/B.PHI & JAMSOSTEK/2022 tanggal 03 
Februari 2022 di Samarinda, berlaku s/d 01 Februari 2024 
Dokumen Peraturan Perusahaan PT Dharma Hutani Makmur Periode Tahun 
2022 - 2024  terdiri dari XIV (empat belas) Bab dengan uraian sebanyak 60 Pasal, 
yang berisi Hak dan Kewajiban Pengusaha dan Karyawan, dan ditetapkan di 
Kantor HO Balikpapan pada November 2021 dan ditandatangani oleh Ir. Paulo 
selaku Direktur PT Dharma Hutani Makmur. 
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Terdapat Surat Keterangan dari Direktur PT Dharma Hutani Makmur No. 
111/HRD/DHM/V/2025 tanggal 9 Mei 2025, yang menyatakan bahwa 
sehubungan dengan proses pembaharuan Peraturan Perusahaan PT Dharma 
Hutani Makmur masih dalam proses pengesahan di Dinas Ketenagakerjaan 
Provinsi Kalimantan Timur maka Peraturan Perusahaan Periode Tahun 2022 - 
2024  dinyatakan berlaku hingga disahkannya Peraturan Perusahaan terbaru. 

6. Verifier 
5.2.3 

: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun. 

Nilai : MEMENUHI  

Ringkasan 
Justifikasi 

: Berdasarkan Daftar Karyawan jumlah tenaga kerja sebayak 48 orang (PKWTT) 
dan 97 orang (PKAWT). 
Karyawan termuda tercatat an. Hemia bekerja sebagai Mandor lahir di Siwa pada 
tanggal 28 Maret 2006 pertama kali bekerja pada tanggal 22 September 2024 
pada usia 18 tahun 5 bulan dan 25 hari.  

Hasil wawancara dengan bagian Personalia diperoleh informasi bahwa di 
lingkungan PT Dharma Hutani Makmur tidak terdapat karyawan dengan usia 
kurang dari 18 tahun. 
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3. KESIMPULAN AUDIT 
 
1) Pemenuhan terhadap Standar Penilian Kinerja PHL diberikan dengan predikat 

SEDANG, Total Nilai Kinerja Indikator sebesar 66,67 % dari nilai maksimum yang 
dapat dicapainya dengan rincian nilai kinerja untuk setiap aspek PHL dan 
indikatornya sebagai berikut :  

 

No. ASPEK 
INDIKATOR PHL 

Nomor  Nilai  
Kinerja 

Nilai 
Kematangan 

Nilai 
Maksimum 

1. PRASYARAT 

1.1 Sedang 2 3 
1.2 Buruk 1 3 
1.3 Baik 3 3 
1.4 Sedang 2 3 
1.5 Sedang 2 3 

2. PRODUKSI 

2.1 Buruk 1 3 
2.2 Sedang 2 3 
2.3 Buruk 1 3 

2.4 Baik 3 3 
2.5 Sedang 2 3 
2.6 Sedang 2 3 

3. EKOLOGI 

3.1 Buruk 1 3 
3.2 Sedang 2 3 
3.3 Sedang 2 3 
3.4 Sedang 2 3 
3.5 Sedang 2 3 

4. SOSIAL 

4.1 Sedang 2 3 
4.2 Sedang 2 3 
4.3 Sedang 2 3 
4.4 Sedang 2 3 
4.5 Baik 3 3 

Jumlah 42 63 
Total Nilai Kinerja Indikator ( 42 / 63 ) x 100% = 66,67 

% 
SEDANG 

 

2) Pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan dinilai MEMENUHI, tidak 
terdapat verifier penyusun standar yang applicable, baik pada Prinsip 1, 2, 3, 4 dan 5 
yang diberikan nilai Tidak Memenuhi. 

3) Berdasarkan poin1) dan 2), maka tim audit menyimpulkan bahwa PBPH PT Dharma 
Hutani Makmur, LULUS  audit Penilikan ke-1 dengan predikat SEDANG. 

4) Tim audit menerbitkan permintaan tindakan perbaikan (CARs) bagi verifier penyusun 
Standar Penilaian Kinerja PHL yang diberikan nilai BURUK dan SEDANG. 
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4. PENGA.MBILANKEPUTUSAN

Berdasarkan hasil audit penilikan ke-1 PHL tanggal 7-14Mei 2025, LDVI PT Trustindo
Prima Karya telah menetapkan keputusan sertifikasi tanggal 31 Mei 2025 kepada PBPH

PT Dharma Hutani Makmur, bahwa :

1) PT Dharma Hutani Makmur dinilai LULUS Penilaian Kinerja PHL dengan :

- Total Nilai Kinerja PHL mencapai 66,67% ; dan
- MEMENUHI StandarVLHH Kayu

2) Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PT Dharma Hutani Makmur dapat
dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya dengan
predikat SEDANG.

Trustindo Prima Karya,
rlb

r Kurnia, IPU

Direktur
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